


[image: ][image: ]





BUKU AJAR HAK ASASI MANUSIA
DALAM DUNIA BISNIS







RA Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H. Program Studi Hukum Bisnis (S1) Universitas Bina Sarana Informatika
2026








1

E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


[image: ][image: ]



































E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

2

HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS
Penulis: RA Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.


Hak Cipta © 2026 pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Juli 2026

E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


Ukuran
E-ISBN

Penerbit Email Website

: A5
: 978-634-7848-00-0 (PDF)

: PT Becreative Media Talenta
:becreativemediadotnet@gmail.com
: www.buku.becreativemedia.net


Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta Pasal 72

1. [image: ]Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, mema merkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sua-tu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda yang banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).3



[bookmark: _bookmark0][bookmark: KATA_PENGANTAR]KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Hak Asasi Manusia dalam Dunia Bisnis ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Hak Asasi Manusia dalam Dunia Bisnis di lingkungan perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa program studi hukum, bisnis, manajemen, ekonomi, hubungan internasional, serta disiplin ilmu lain yang memiliki perhatian terhadap tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis telah menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Aktivitas bisnis tidak lagi dinilai semata-mata dari keberhasilan memperoleh keuntungan, tetapi juga dari kemampuannya menghormati martabat manusia, melindungi hak-hak pekerja, menjaga lingkungan hidup, menghormati hak masyarakat, serta membangun tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan aktivitas bisnis menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap calon profesional maupun pengambil kebijakan.
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Buku ajar ini disusun sebagai panduan pembelajaran yang
menghubungkan teori hak asasi manusia dengan berbagai keputusan nyata di dunia usaha. Setiap bab dirancang agar mahasiswa tidak berhenti pada penguasaan konsep dan norma hukum, melainkan mampu menganalisis siapa saja pihak yang
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terdampak oleh suatu aktivitas bisnis, mengidentifikasi risiko pelanggaran hak asasi manusia, menentukan aktor yang bertanggung jawab, serta merumuskan bentuk pencegahan maupun pemulihan yang sesuai. Pembahasan dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif hukum, tata kelola perusahaan (corporate governance), kebijakan publik, serta analisis berbagai studi kasus yang berkembang di Indonesia maupun di tingkat internasional.
Materi dalam buku ini disusun secara sistematis mengikuti empat belas pertemuan pembelajaran. Pembahasan diawali dengan konsep dasar hak asasi manusia dan relevansinya dalam dunia bisnis, kemudian menguraikan perkembangan historis, instrumen hukum nasional dan internasional, kewajiban negara serta tanggung jawab korporasi, hingga pembahasan mengenai human rights due diligence. Selanjutnya, buku ini mengkaji berbagai isu aktual seperti hak ketenagakerjaan, kesetaraan dan nondiskriminasi, perlindungan data pribadi dalam bisnis digital, hak konsumen, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pelanggaran HAM oleh korporasi, penyelesaian sengketa berbasis HAM, serta mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas bisnis.
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Untuk mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual, setiap bab dilengkapi dengan capaian pembelajaran, peta konsep, uraian materi, catatan analitis penulis, studi kasus nyata, rangkuman, tugas esai, serta soal pilihan ganda. Berbagai kasus yang diangkat berasal dari praktik bisnis di Indonesia maupun dunia, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dengan realitas serta mengembangkan  kemampuan  berpikir  kritis  dalam
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menganalisis berbagai persoalan hukum dan etika bisnis. Seluruh pembahasan didukung oleh sumber-sumber ilmiah yang dinyatakan melalui catatan kaki dan daftar pustaka sesuai kaidah akademik. Sementara itu, garis besar jawaban esai dan kunci jawaban pilihan ganda ditempatkan pada bagian akhir buku agar mahasiswa tetap terdorong membangun argumentasi secara mandiri sebelum melakukan evaluasi terhadap hasil belajarnya.
Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pelaku usaha, pembuat kebijakan, serta seluruh pembaca yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dunia usaha yang menghormati hak asasi manusia, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penulis
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Capaian Pembelajaran
Memahami pengertian, karakteristik, dan generasi HAM.
Menjelaskan hubungan aktivitas bisnis dengan martabat manusia.
Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak kegiatan usaha.


Pengertian dan Karakteristik HAM
Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap orang karena martabatnya sebagai manusia. Hak ini tidak diberikan oleh perusahaan, pemerintah, pasar, atau kontrak, melainkan sudah ada pada diri manusia sejak ia lahir. Karena itu, HAM tidak bergantung pada jabatan, kewarganegaraan, tingkat pendidikan, daya beli, status sosial, atau hubungan kerja tertentu. Dalam konteks bisnis, pemahaman ini penting karena perusahaan sering berhubungan dengan manusia melalui kategori ekonomi, seperti pekerja, konsumen, pemasok, pelanggan, debitur, atau masyarakat sekitar. Kategori tersebut berguna untuk kepentingan administrasi, tetapi tidak boleh menghapus kenyataan bahwa setiap orang tetap merupakan subjek hukum dan subjek moral yang memiliki hak.
Bagi mahasiswa, contoh sederhananya dapat dilihat dalam hubungan kerja. Seorang pekerja memang terikat kontrak dengan perusahaan, tetapi ia bukan sekadar tenaga untuk menghasilkan barang atau jasa. Ia tetap memiliki hak atas upah yang adil, keselamatan kerja, waktu istirahat, kebebasan berserikat, perlakuan nondiskriminatif, dan martabat pribadi. Demikian pula konsumen bukan hanya target penjualan, melainkan orang yang berhak memperoleh informasi yang benar, produk yang aman, perlindungan data, dan mekanisme pengaduan. Masyarakat sekitar lokasi usaha juga bukan sekadar pihak luar, tetapi dapat menjadi pemegang hak atas lingkungan, kesehatan, tempat tinggal, penghidupan, informasi, dan partisipasi.
Karakteristik pertama HAM adalah universal. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia, tanpa perlu memenuhi syarat tertentu terlebih dahulu. Hak tidak muncul karena seseorang kaya, berpendidikan tinggi, menjadi warga negara tertentu, atau memiliki posisi tawar kuat. Prinsip ini membantu mahasiswa memahami bahwa perlindungan HAM justru penting bagi pihak yang lemah posisinya, misalnya pekerja kontrak, pekerja migran, konsumen kecil, masyarakat miskin, anak, penyandang disabilitas, atau komunitas lokal yang sulit memengaruhi keputusan perusahaan.
Karakteristik kedua adalah tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Dalam keadaan tertentu, beberapa hak memang dapat dibatasi oleh hukum, misalnya demi keselamatan, ketertiban, atau perlindungan hak orang lain. Namun pembatasan itu harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan tidak boleh menghilangkan inti hak. Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak
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dapat berdalih bahwa seseorang telah menandatangani kontrak untuk membenarkan perlakuan yang merendahkan martabat, membahayakan keselamatan, menghapus hak minimum pekerja, atau menutup seluruh akses pengaduan.
Karakteristik ketiga adalah saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Pelanggaran terhadap satu hak sering menimbulkan dampak pada hak lain. Penutupan lokasi usaha tanpa proses yang adil, misalnya, tidak hanya menyangkut hubungan kerja, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan keluarga, akses pendidikan anak, kesehatan, perumahan, dan kehidupan sosial komunitas. Pencemaran industri juga tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi dapat menyentuh hak atas kesehatan, air bersih, pangan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Karena itu, analisis HAM tidak cukup hanya bertanya apakah satu pasal telah dipenuhi, tetapi harus melihat rangkaian dampak terhadap kehidupan manusia.
Pembagian HAM ke dalam hak sipil-politik, hak ekonomi-sosial-budaya, dan hak kolektif tetap penting sebagai alat bantu belajar. Hak sipil-politik mencakup, antara lain, hak atas rasa aman, privasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, dan akses keadilan. Hak ekonomi-sosial-budaya mencakup hak atas pekerjaan, upah yang layak, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan standar hidup yang memadai. Hak kolektif dapat mencakup hak masyarakat atas lingkungan  yang  baik,  pembangunan,  budaya,  atau
Dengan demikian, memahami pengertian dan karakteristik HAM membantu mahasiswa menempatkan manusia sebagai pusat analisis hukum bisnis. Pertanyaan utama bukan hanya apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau telah memenuhi prosedur administratif, tetapi apakah keputusan bisnis tersebut menghormati martabat manusia, mencegah dampak yang tidak wajar, memberi ruang partisipasi, dan menyediakan pemulihan ketika terjadi kerugian. Cara berpikir ini menjadi dasar untuk menganalisis bab-bab berikutnya, mulai dari tanggung jawab korporasi, uji tuntas HAM, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, data pribadi, lingkungan, hingga mekanisme pemulihan.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, bersifat universal, tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang, saling berkaitan, dan tidak terpisahkan merujuk pada prinsip-prinsip umum hukum HAM internasional sebagaimana tercermin dalam Universal Declaration of Human Rights 1948, khususnya gagasan bahwa manusia lahir bebas dan setara dalam martabat serta hak, serta penjelasan OHCHR mengenai karakter HAM sebagai universal, inalienable, indivisible, interdependent, and interrelated. Rujukan ini juga selaras dengan pembagian hak dalam International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Mengapa Bisnis Menjadi Isu HAM
infrastruktur, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kekuatan ekonomi yang sama dapat menimbulkan kerugian serius apabila tidak dikelola dengan tata kelola yang bertanggung jawab. Risiko HAM dapat muncul dalam bentuk kecelakaan kerja, upah tidak layak, jam kerja berlebihan, diskriminasi, pelecehan, pencemaran lingkungan, penggusuran, konflik lahan, penyalahgunaan data pribadi, produk berbahaya, hingga eksploitasi dalam rantai pasok.
Bagi mahasiswa, penting dipahami bahwa bisnis menjadi isu HAM bukan karena kegiatan mencari keuntungan itu salah. Masalah muncul ketika cara memperoleh keuntungan mengabaikan martabat, keselamatan, kebebasan, atau kebutuhan dasar manusia. Misalnya, perusahaan dapat memperoleh laba dari produksi yang cepat, tetapi apabila kecepatan itu dicapai dengan menekan pekerja bekerja tanpa istirahat yang cukup, mengabaikan keselamatan, atau membayar upah di bawah standar, maka keputusan bisnis tersebut menyentuh persoalan HAM. Demikian pula, perusahaan digital dapat menyediakan layanan yang memudahkan konsumen, tetapi jika layanan itu mengumpulkan dan menggunakan data pribadi secara berlebihan tanpa transparansi, maka persoalannya tidak lagi sekadar teknis, melainkan berkaitan dengan hak atas privasi dan otonomi pengguna.
Pendekatan HAM mengubah cara melihat hubungan
memperoleh pemulihan apabila dirugikan. Perubahan cara pandang ini membuat analisis hukum bisnis tidak berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan memiliki izin, kontrak, atau prosedur administratif, tetapi juga menilai apakah keputusan bisnis tersebut menimbulkan dampak yang wajar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi manusia yang terdampak.
Dalam praktik, dampak bisnis terhadap HAM dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, dampak dapat timbul dari tindakan langsung perusahaan, misalnya ketika perusahaan mengabaikan standar keselamatan kerja sehingga terjadi kecelakaan. Kedua, perusahaan dapat berkontribusi terhadap dampak bersama pihak lain, misalnya ketika pembeli menetapkan harga dan tenggat yang tidak realistis sehingga pemasok menekan upah atau memperpanjang jam kerja pekerjanya. Ketiga, perusahaan dapat terkait dengan dampak melalui hubungan bisnis, misalnya melalui pemasok, kontraktor, distributor, anak perusahaan, penyedia keamanan, atau platform digital. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak selalu dapat dibaca hanya dari struktur formal perusahaan, tetapi harus dilihat dari hubungan nyata, pengaruh, dan kemampuan perusahaan mencegah atau mengurangi risiko.
Contoh lain dapat dilihat pada sektor lingkungan dan digital. Dalam kegiatan pertambangan, perkebunan, atau industri, keputusan mengenai lokasi proyek, penggunaan air, pembuangan  limbah,  dan  relokasi  masyarakat  dapat
seseorang. Dengan demikian, isu HAM dalam bisnis tidak terbatas pada pabrik atau hubungan kerja, tetapi juga muncul dalam layanan keuangan, perdagangan elektronik, transportasi daring, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang menggunakan data serta keputusan otomatis.
Karena itu, mahasiswa perlu membedakan antara manfaat ekonomi dan risiko terhadap manusia. Suatu proyek dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi tetap harus dinilai apakah prosesnya menghormati hak masyarakat, apakah pekerja dilindungi, apakah informasi diberikan secara jujur, apakah kelompok rentan memperoleh perhatian, dan apakah tersedia pemulihan apabila terjadi kerugian. Dengan cara ini, analisis bisnis dan HAM tidak menolak pembangunan atau kegiatan usaha, melainkan memastikan bahwa kegiatan tersebut dikelola dengan menghormati martabat manusia dan mencegah dampak yang tidak semestinya.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai bisnis sebagai isu HAM merujuk pada kerangka United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights yang menempatkan bisnis dan HAM dalam tiga pilar, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, dan akses korban terhadap pemulihan. Kerangka tersebut menegaskan bahwa perusahaan perlu mencegah dan menangani risiko dampak merugikan terhadap HAM yang terkait dengan aktivitas bisnis, baik melalui kegiatan sendiri maupun hubungan bisnis.
suatu kegiatan bisnis. Dalam analisis HAM, mahasiswa perlu membedakan antara pihak yang mengambil keputusan, pihak yang menyediakan modal atau sumber daya, pihak yang melaksanakan kegiatan, pihak yang menerima manfaat ekonomi, dan pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang relevan dapat mencakup direksi dan manajemen perusahaan, pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya, serikat pekerja, pemasok, kontraktor, distributor, konsumen, pengguna platform, investor, bank, pemerintah pusat dan daerah, regulator, komunitas lokal, masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, pekerja migran, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga bantuan hukum.
Dalam pemetaan tersebut, tidak semua pihak memiliki posisi yang sama. Sebagian pihak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, misalnya direksi, pemilik proyek, pembeli utama, atau pemberi pembiayaan. Sebagian pihak menikmati manfaat, seperti pemegang saham, konsumen, atau pemerintah melalui pajak dan penerimaan daerah. Sebagian lainnya justru menanggung risiko, seperti pekerja yang menghadapi kecelakaan kerja, masyarakat yang kehilangan akses lahan, konsumen yang menerima produk berbahaya, atau pengguna digital yang datanya disalahgunakan. Karena itu, analisis HAM tidak boleh hanya mengikuti struktur organisasi perusahaan, tetapi harus melihat hubungan nyata antara keputusan bisnis dan kehidupan orang-orang yang terdampak.
kepentingan, yaitu pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan bisnis, termasuk investor, pemasok, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Ketiga, pemegang kewajiban atau pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak yang memiliki kewajiban hukum atau tanggung jawab praktis untuk mencegah, menghentikan, mengurangi, atau memulihkan dampak. Negara memikul kewajiban utama untuk melindungi HAM, sedangkan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam kegiatan dan hubungan bisnisnya.
Bentuk dampak terhadap HAM dapat beragam. Dampak dapat bersifat fisik, seperti cedera kerja, penyakit akibat pencemaran, atau kehilangan tempat tinggal. Dampak juga dapat bersifat ekonomi, seperti hilangnya pendapatan, biaya kesehatan, kehilangan lahan, atau ketergantungan pada satu pemberi kerja. Selain itu, dampak dapat bersifat sosial dan psikologis, misalnya rusaknya jaringan komunitas, rasa tidak aman, stigma, intimidasi, atau ketakutan untuk menyampaikan keluhan. Dalam bisnis digital, dampak dapat muncul dalam bentuk kehilangan kendali atas data pribadi, penonaktifan akun secara otomatis, profil yang keliru, atau keputusan algoritmik yang merugikan seseorang tanpa penjelasan yang memadai.
Dampak juga perlu dinilai dari tingkat keparahannya. Keparahan dapat dilihat dari skala dampak, yaitu seberapa serius kerugian yang dialami; ruang lingkup dampak, yaitu berapa banyak orang atau kelompok yang terkena; dan kemungkinan pemulihan, yaitu apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan dengan mudah atau justru sulit dikembalikan seperti semula. Misalnya, keterlambatan informasi mungkin dapat diperbaiki dengan klarifikasi, tetapi kehilangan nyawa, penyakit jangka  panjang,  kerusakan  lingkungan  permanen,  atau
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hilangnya tanah adat jauh lebih sulit dipulihkan. Oleh karena itu, dampak yang paling berat harus diprioritaskan meskipun jumlah kasusnya tidak banyak.
Dalam menganalisis keterlibatan perusahaan, mahasiswa dapat menggunakan tiga pertanyaan. Pertama, apakah perusahaan menyebabkan dampak melalui tindakannya sendiri, misalnya karena standar keselamatan diabaikan. Kedua, apakah perusahaan berkontribusi terhadap dampak bersama pihak lain, misalnya melalui tekanan harga atau tenggat yang mendorong pemasok melanggar hak pekerja. Ketiga, apakah perusahaan terkait langsung dengan dampak melalui produk, jasa, atau hubungan bisnis, misalnya melalui pemasok, kontraktor keamanan, distributor, atau platform yang digunakan. Pembedaan ini penting karena menentukan respons yang tepat: menghentikan pelanggaran, mencegah dampak, menggunakan pengaruh, memperbaiki sistem, atau menyediakan pemulihan.
Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan pabrik, pihak yang mengambil keputusan dapat berupa perusahaan, investor, dan pemerintah pemberi izin. Pihak yang memperoleh manfaat dapat mencakup perusahaan, pekerja yang mendapat pekerjaan, pemasok, dan daerah yang menerima pajak. Namun pihak yang menanggung risiko dapat mencakup pekerja yang menghadapi bahaya kerja, masyarakat sekitar yang terdampak limbah, petani yang kehilangan akses air, atau kelompok rentan yang tidak memperoleh informasi. Dengan memetakan peran dan dampak secara terpisah, mahasiswa dapat melihat bahwa suatu kegiatan bisnis dapat membawa manfaat sekaligus menimbulkan risiko HAM yang harus dicegah dan dipulihkan.
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Pertanyaan dasar dalam bagian ini adalah: siapa yang mengalami dampak, hak apa yang terancam, seberapa berat akibatnya, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang memiliki pengaruh, dan siapa yang harus bertindak. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu mahasiswa menyusun analisis yang lebih adil dan operasional. Analisis tidak berhenti pada kesimpulan umum bahwa “perusahaan harus bertanggung jawab”, tetapi harus menjelaskan tanggung jawab siapa, atas tindakan apa, terhadap korban yang mana, melalui mekanisme apa, dan dengan bentuk pemulihan yang sesuai.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai pemetaan pemegang hak, pemangku kepentingan, bentuk dampak, serta keterlibatan perusahaan melalui menyebabkan, berkontribusi, atau terkait langsung merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights dan penjelasan OHCHR tentang human rights due diligence. Kerangka tersebut menekankan bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, melacak, dan mengomunikasikan dampak HAM yang dapat timbul dari kegiatannya sendiri maupun dari hubungan bisnisnya.
Pendekatan Berbasis HAM
Pendekatan berbasis HAM adalah cara berpikir dan cara bekerja yang menempatkan manusia sebagai pemegang hak, bukan sekadar objek kebijakan, penerima bantuan, tenaga kerja, konsumen, atau pihak yang terdampak secara pasif. Pendekatan ini menuntut agar keputusan bisnis dirancang, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi dengan memperhatikan martabat manusia, ketimpangan kekuasaan, kelompok rentan, serta hak atas pemulihan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya menilai  apakah  suatu  tindakan  perusahaan  sah  secara
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administratif, tetapi juga apakah proses dan hasilnya menghormati hak orang-orang yang terdampak.
Prinsip utama pendekatan berbasis HAM sering dijelaskan melalui unsur partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi dan kesetaraan, pemberdayaan, serta kesesuaian dengan hukum. Partisipasi berarti orang yang terdampak harus memperoleh ruang untuk menyampaikan informasi, keberatan, kebutuhan, dan pilihan sebelum keputusan penting diambil. Akuntabilitas berarti pihak yang memiliki kewenangan harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan kelalaiannya. Nondiskriminasi menuntut agar kebijakan tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Pemberdayaan berarti pemegang hak perlu memahami haknya dan memiliki kemampuan nyata untuk menggunakannya. Kesesuaian dengan hukum berarti kebijakan dan praktik perusahaan harus selaras dengan standar HAM nasional maupun internasional.
Dalam praktik perusahaan, partisipasi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sepihak. Konsultasi harus bermakna, yaitu dilakukan sejak awal, menggunakan bahasa yang dipahami, memberi informasi yang cukup, menyediakan waktu yang wajar, dan membuka kemungkinan agar masukan masyarakat atau pekerja benar-benar memengaruhi keputusan. Misalnya, sebelum membangun pabrik atau membuka perkebunan, perusahaan tidak cukup hanya mengumumkan rencana proyek. Perusahaan perlu menjelaskan risiko, mendengar kekhawatiran masyarakat, menilai alternatif, mencatat keberatan, dan menunjukkan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan.

12
Akuntabilitas dalam perusahaan memerlukan tanggung jawab yang jelas. Risiko HAM tidak boleh hanya menjadi urusan bagian keberlanjutan atau hubungan masyarakat. Keputusan pengadaan, produksi, pemasaran, keamanan, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia juga dapat menimbulkan dampak terhadap HAM. Karena itu, perusahaan perlu memiliki kebijakan, pembagian tugas, indikator, anggaran, mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor, dan tindak lanjut yang dapat diuji. Tanpa akuntabilitas, komitmen HAM mudah berubah menjadi slogan yang tidak mengubah praktik bisnis.
Prinsip nondiskriminasi mengharuskan perusahaan melihat dampak kebijakan terhadap kelompok yang berbeda. Kebijakan yang tampak netral dapat menimbulkan akibat yang tidak adil bagi perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, anak, masyarakat adat, atau kelompok berpendapatan rendah. Contohnya, sistem pengaduan yang hanya tersedia secara digital dapat menyulitkan orang yang tidak memiliki akses internet; syarat kerja yang tidak relevan dapat menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas; dan konsultasi yang dilakukan pada jam kerja tertentu dapat menghalangi kelompok tertentu untuk hadir. Karena itu, perusahaan perlu menilai apakah semua pihak memiliki kesempatan nyata untuk memperoleh informasi, menyampaikan keluhan, dan menikmati manfaat secara adil.
Pemberdayaan berarti pemegang hak tidak hanya diberi
bagi pekerja migran, serta mekanisme pengaduan yang aman. Pemberdayaan penting karena ketimpangan pengetahuan dan posisi tawar sering membuat pihak terdampak tidak mampu menyampaikan keberatan meskipun mereka mengalami kerugian.
Kesesuaian dengan standar hukum berarti perusahaan tidak cukup hanya mengikuti aturan internal atau kebiasaan industri. Perusahaan perlu memperhatikan konstitusi, undang-undang nasional, peraturan sektoral, standar internasional, kontrak, dan kebijakan yang relevan. Jika standar hukum nasional masih lemah atau penegakannya belum efektif, perusahaan tetap harus menggunakan standar kehati-hatian yang lebih tinggi agar tidak merugikan manusia. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM menghubungkan kepatuhan hukum, etika bisnis, tata kelola, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka analisis.
Program sosial perusahaan dapat memberi manfaat, tetapi tidak boleh dipakai untuk menutupi pelanggaran dalam kegiatan inti. Donasi sekolah tidak menghapus kewajiban membayar upah; bantuan kesehatan tidak membenarkan pencemaran; pembangunan fasilitas umum tidak menggantikan kewajiban berkonsultasi dengan masyarakat; dan kegiatan amal tidak menghapus tanggung jawab atas keselamatan kerja. CSR seharusnya melengkapi penghormatan terhadap HAM, bukan menggantikannya. Perusahaan yang serius menghormati HAM harus memperbaiki cara mengambil keputusan, cara mengelola risiko, cara merespons keluhan, dan cara memulihkan korban,

	Bagi mahasiswa, penerapan pendekatan berbasis HAM dapat
dilakukan melalui beberapa pertanyaan sederhana. Apakah pihak yang terdampak telah dilibatkan sejak awal? Apakah informasi diberikan secara jelas dan jujur? Apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan khusus? Apakah ada mekanisme pengaduan yang aman dan dapat digunakan? Apakah perusahaan memiliki bukti bahwa risiko telah dicegah atau dikurangi? Apakah tersedia pemulihan yang sesuai apabila terjadi kerugian? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mahasiswa bergerak dari hafalan konsep menuju analisis yang lebih konkret dan dapat digunakan dalam praktik hukum bisnis.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai pendekatan berbasis HAM merujuk pada prinsip-prinsip HRBA yang dikenal melalui unsur participation, accountability, non-discrimination and equality, empowerment, and legality, serta pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights yang menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, melakukan uji tuntas, dan menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan ketika terjadi dampak merugikan.


Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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perusahaan masih menyisakan risiko yang tidak wajar bagi manusia?”. Pergeseran pertanyaan ini membuat analisis hukum lebih peka terhadap dampak nyata.
[bookmark: _bookmark8]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark9][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Lumpur_Sidoarjo_(Lapin]Kasus Indonesia - Lumpur Sidoarjo (Lapindo)
Semburan lumpur di Sidoarjo sejak 2006 mengubah ruang hidup ribuan orang. Rumah, lahan, jaringan sosial, pekerjaan, dan akses pelayanan publik terdampak dalam jangka panjang. Dari sudut HAM, perkara ini tidak cukup dibaca sebagai sengketa ganti rugi tanah. Analisis harus memasukkan hak atas tempat tinggal, kesehatan, lingkungan, penghidupan, informasi, partisipasi, dan pemulihan yang berkelanjutan.0F1
Pertanyaan analisis: Mengapa kompensasi atas aset belum tentu sama dengan pemulihan HAM yang utuh bagi korban Lumpur Sidoarjo?
[bookmark: _bookmark10][bookmark: Kasus_Internasional_-_Bhopal,_India]Kasus Internasional - Bhopal, India
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Bencana Bhopal pada 1984 memperlihatkan akibat ketika industri berisiko tinggi tidak dikelola dengan standar keselamatan, informasi, dan kesiapsiagaan yang memadai. Kerugian tidak berhenti pada korban saat kejadian, tetapi meluas menjadi masalah kesehatan, lingkungan, ekonomi keluarga, dan keadilan lintas generasi. Kasus ini menegaskan
[image: ]1 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, "Kronologi dan Sejarah Semburan Lumpur Sidoarjo," Kementerian PUPR, https://sda.pu.go.id/pusat/ppls/main/page/52-sejarah-semburan.
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[image: ]1 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, "Kronologi dan Sejarah Semburan Lumpur Sidoarjo," Kementerian PUPR, https://sda.pu.go.id/pusat/ppls/main/page/52-sejarah-semburan.
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bahwa manajemen risiko teknis adalah bagian dari penghormatan terhadap HAM. 21F

Pertanyaan analisis: Tindakan pencegahan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan dan pemerintah sebelum, saat, dan setelah bencana Bhopal?
[bookmark: _bookmark11]Rangkuman
· HAM memberi ukuran etis dan hukum untuk menilai cara perusahaan memperoleh keuntungan, bukan hanya jumlah keuntungan yang dihasilkan.
· Analisis bisnis dan HAM dimulai dari pemegang hak, bentuk dampak, tingkat keparahan, serta peran negara dan korporasi.
· CSR tidak dapat menggantikan kepatuhan, pencegahan dampak, akuntabilitas, dan pemulihan korban.
[bookmark: _bookmark12]Tugas Esai
1. Mengapa HAM tetap relevan untuk menilai keputusan bisnis yang secara formal telah memenuhi ketentuan hukum?
2. Jelaskan perbedaan antara pemegang hak, pemangku kepentingan, dan pemegang kewajiban dalam konteks bisnis dan HAM.
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3. Apakah kegiatan CSR dapat menggantikan kewajiban perusahaan untuk mencegah pelanggaran HAM? Jelaskan.
[image: ]2 Encyclopaedia Britannica, "Bhopal disaster," dan dokumen sejarah perkara Bhopal oleh Pemerintah India.
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4. Analisis hak-hak yang terdampak dalam kasus Lumpur Sidoarjo dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemulihan.
5. Buat peta pemangku kepentingan dan risiko HAM untuk sebuah perusahaan pertambangan.
[bookmark: _bookmark13]Soal Pilihan Ganda
1. Hak asasi manusia melekat pada setiap orang karena ...
A. status kewarganegaraan
B. martabatnya sebagai manusia
C. kepemilikan modal
D. hubungan kontraktual
2. Dalam pendekatan berbasis HAM, pekerja dan konsumen dipandang sebagai ...
A. objek bantuan
B. biaya produksi
C. pemegang hak
D. pihak luar
3. Dampak bisnis terhadap HAM dapat terjadi ...
A. hanya melalui tindakan langsung
B. langsung, tidak langsung, atau melalui hubungan bisnis
C. hanya setelah putusan pengadilan
D. hanya pada pekerja tetap
E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

4. CSR yang tepat adalah ...
A. pengganti kepatuhan hukum
B. pelengkap penghormatan HAM
C. sarana menghapus tanggung jawab
18




D. kegiatan tanpa evaluasi dampak
5. Prinsip non-diskriminasi berarti ...
A. semua orang harus memperoleh hasil identik
B. perbedaan perlakuan harus objektif dan sah
C. perusahaan bebas membedakan siapa pun
D. hanya berlaku di sektor publik
6. Contoh hak yang dapat terdampak pencemaran industri ialah
...
A. hak atas lingkungan sehat
B. hak merek
C. hak paten
D. hak dividen
7. Pihak yang wajib melindungi HAM terutama adalah ...
A. negara
B. konsumen
C. pemasok kecil
D. media
8. Korporasi bertanggung jawab untuk ...
A. menghormati HAM
B. menggantikan seluruh fungsi negara
C. menentukan hak baru secara sepihak
D. mengabaikan dampak tidak langsung
9. 	Pendekatan	berbasis	HAM	menekankan	partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, pemberdayaan, dan ...
A. kerahasiaan mutlak
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B. keterkaitan dengan standar hukum
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C. keuntungan maksimum
D. monopoli pasar
10. Kasus Bhopal terutama menunjukkan pentingnya ...
A. keselamatan proses produksi dan pemulihan korban
B. promosi merek
C. pengurangan pajak
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D. perluasan pasar

[image: ]20

[image: ]



BAB 2 PERKEMBANGAN HISTORIS HAM DAN BISNIS







[bookmark: _bookmark15][bookmark: _bookmark14][bookmark: BAB_2_PERKEMBANGAN_HISTORIS_HAM_DAN_BISN]Capaian Pembelajaran
· Menjelaskan evolusi perlindungan HAM dari negara-sentris menuju tanggung jawab korporasi.
· Memahami latar belakang lahirnya UN Guiding Principles.
· Menghubungkan globalisasi dan rantai pasok dengan risiko HAM.
2.1 [bookmark: _bookmark16][bookmark: 2.1_Dari_Kekuasaan_Negara_ke_Kekuatan_Ek]Dari Kekuasaan Negara ke Kekuatan Ekonomi
Sistem HAM modern pada awalnya berkembang sebagai pembatas terhadap kekuasaan negara. Pengalaman perang dunia, kolonialisme, perbudakan, diskriminasi rasial, dan pemerintahan represif memperlihatkan bahwa negara dapat menjadi pelaku utama pelanggaran terhadap hidup, kebebasan, rasa aman, persamaan, dan martabat manusia. Karena itu, instrumen HAM generasi awal banyak menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Fokus ini dapat disebut negara-sentris karena perhatian utama diarahkan pada bagaimana kekuasaan publik dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu maupun kelompok.

E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

Namun perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa kekuasaan yang memengaruhi kehidupan manusia tidak hanya berasal dari pemerintah. Perusahaan besar, terutama perusahaan multinasional, dapat menguasai modal, teknologi,

[image: ]22

data, jaringan produksi, infrastruktur, dan akses pasar yang melintasi batas negara. Dalam situasi tertentu, keputusan satu korporasi mengenai lokasi pabrik, harga pembelian, penggunaan teknologi, penutupan usaha, pengelolaan data, atau pemilihan pemasok dapat menentukan pekerjaan, lingkungan, akses kebutuhan dasar, dan kehidupan sosial jutaan orang. Oleh sebab itu, pembahasan HAM kemudian berkembang dari sekadar membatasi negara menuju analisis terhadap kekuatan ekonomi yang dijalankan oleh korporasi.
Bagi mahasiswa hukum bisnis, perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak selalu terjadi melalui tindakan langsung aparat negara. Risiko terhadap manusia dapat muncul dari model bisnis, struktur kontrak, sistem produksi, target penjualan, kebijakan pengadaan, atau pemrosesan data. Misalnya, negara mungkin tidak secara langsung memaksa pekerja bekerja lembur berlebihan, tetapi tekanan harga dan tenggat dari pembeli utama dapat mendorong pemasok menekan pekerja. Dengan demikian, analisis HAM perlu melihat bagaimana keputusan ekonomi swasta dapat menciptakan tekanan nyata terhadap hak manusia.
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Catatan sumber: Uraian mengenai pergeseran dari fokus negara menuju perhatian terhadap korporasi merujuk pada perkembangan agenda bisnis dan HAM sebagaimana tercermin dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Dokumen tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi HAM,
[image: ]sementara perusahaan sebagai organ masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam kegiatan dan hubungan bisnisnya.
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2.2 [bookmark: _bookmark17][bookmark: 2.2_Inisiatif_Internasional_Sebelum_UNGP]Inisiatif Internasional Sebelum UNGP
Sebelum lahirnya UN Guiding Principles, masyarakat internasional telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mengarahkan perilaku perusahaan. Rantai pasok global membuat perusahaan dapat memisahkan merek, desain, pemasaran, pembiayaan, dan produksi. Sebuah produk dapat dirancang di satu negara, diproduksi oleh pemasok di negara lain, dipasarkan secara global, dan dijual melalui platform digital. Pemisahan ini memberi efisiensi dan memperluas kesempatan ekonomi, tetapi juga menciptakan jarak tanggung jawab. Pelanggaran dapat terjadi pada pemasok tingkat kedua atau ketiga, sementara perusahaan utama menyatakan bahwa pelanggaran tersebut bukan tindakan langsungnya.
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Dari perspektif HAM, struktur kontraktual tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap risiko yang dapat diperkirakan. Perusahaan utama mungkin tidak mempekerjakan buruh pemasok secara langsung, tetapi tetap dapat memiliki pengaruh besar melalui penetapan harga, volume pesanan, standar kualitas, desain produk, tenggat pengiriman, dan ancaman pemutusan kontrak. Jika syarat komersial tersebut secara nyata mendorong pemasok menekan upah, memperpanjang jam kerja, atau mengabaikan keselamatan, maka hubungan bisnis harus dianalisis secara substantif, bukan hanya formal. Tanggung jawab perlu dinilai berdasarkan hubungan nyata, daya pengaruh, dan kemampuan perusahaan
[image: ]untuk mencegah atau mengurangi risiko.
Berbagai inisiatif sebelum UNGP berusaha menjawab
masalah
tersebut.
Pedoman
OECD	bagi
perusahaan
multinasional memberikan rekomendasi mengenai perilaku
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bisnis yang bertanggung jawab, termasuk penghormatan terhadap HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, antikorupsi, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen. Deklarasi Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial memberi pedoman mengenai pekerjaan, pelatihan, kondisi kerja, hubungan industrial, kebebasan berserikat, serta perundingan kolektif. UN Global Compact juga mendorong perusahaan menyelaraskan operasi dengan prinsip HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Meskipun demikian, inisiatif-inisiatif tersebut belum sepenuhnya menyatukan peran negara, perusahaan, dan korban dalam satu kerangka yang sederhana dan operasional.
Catatan sumber: Pembahasan mengenai inisiatif sebelum UNGP merujuk pada Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis Bertanggung Jawab, Deklarasi Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial, serta perkembangan UN Global Compact. Pedoman OECD menjelaskan pentingnya kontribusi positif perusahaan dan pencegahan dampak merugikan, sedangkan Deklarasi Tripartit ILO memberi panduan langsung kepada perusahaan mengenai kebijakan sosial dan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab.
2.3 [bookmark: _bookmark18][bookmark: 2.3_Lahirnya_UN_Guiding_Principles]Lahirnya UN Guiding Principles
[image: ]Lahirnya UN Guiding Principles tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebelum kerangka ini disahkan, telah berlangsung perdebatan panjang mengenai bagaimana hukum internasional harus menanggapi kekuatan perusahaan transnasional. Di satu sisi, muncul tuntutan agar korporasi dibebani kewajiban hukum internasional yang mengikat secara langsung. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang menekankan perlunya standar praktis
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yang dapat segera digunakan oleh negara, perusahaan, investor, masyarakat sipil, dan korban untuk mengelola risiko. Perdebatan ini muncul karena instrumen yang ada sebelumnya belum memberikan jawaban yang memadai tentang siapa harus melakukan apa ketika kegiatan bisnis menimbulkan dampak terhadap HAM.
UNGP kemudian menyusun kerangka yang lebih mudah dipahami melalui tiga pilar: Protect, Respect, and Remedy. Pilar pertama menegaskan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Pilar kedua menegaskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yaitu menghindari pelanggaran dan menangani dampak yang terkait dengan kegiatan maupun hubungan bisnisnya. Pilar ketiga menekankan akses korban terhadap pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial. Dengan tiga pilar ini, UNGP tidak hanya membicarakan norma, tetapi juga proses pencegahan, uji tuntas, akuntabilitas, dan pemulihan.
[image: ]Bagi mahasiswa, penting dipahami bahwa UNGP bukan perjanjian internasional yang menciptakan pengadilan baru atau sanksi pidana internasional bagi setiap perusahaan. Nilai pentingnya terletak pada fungsinya sebagai bahasa bersama. Negara dapat menggunakannya untuk menyusun kebijakan dan regulasi; perusahaan dapat menggunakannya untuk membangun kebijakan HAM dan uji tuntas; investor dapat menggunakannya untuk menilai risiko; masyarakat sipil dapat menggunakannya untuk mengadvokasi korban; dan pengadilan dapat mempertimbangkannya sebagai standar kehati-hatian. Karena itu, meskipun bersifat soft law, UNGP mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan hukum,
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kontrak, standar pembiayaan, audit, dan praktik tata kelola perusahaan.
Catatan sumber: UN Guiding Principles on Business and Human Rights disahkan secara bulat oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011. OHCHR menjelaskan bahwa UNGP merupakan standar global untuk mencegah dan menangani risiko dampak HAM yang merugikan dalam kegiatan bisnis serta menyediakan kerangka internasional yang diterima untuk meningkatkan standar dan praktik bisnis dan HAM.
2.4 [bookmark: _bookmark19][bookmark: 2.4__Perkembangan_di_Indonesia]Perkembangan di Indonesia
Perkembangan agenda bisnis dan HAM juga terjadi di Indonesia. Setelah UNGP disahkan pada 2011, banyak negara mulai menyusun kebijakan nasional untuk menerjemahkan tiga pilar tersebut ke dalam konteks masing-masing. Di Indonesia, isu ini semakin relevan karena kegiatan usaha berkembang di berbagai sektor yang berisiko tinggi terhadap HAM, seperti pertambangan, perkebunan, manufaktur, infrastruktur, keuangan, teknologi digital, dan rantai pasok ekspor. Risiko yang muncul dapat berkaitan dengan ketenagakerjaan, tanah, lingkungan, masyarakat adat, konsumen, data pribadi, dan akses pemulihan.
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Dasar kebijakan yang penting adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan filantropi menuju pengelolaan dampak. Perusahaan tidak lagi cukup menunjukkan kepedulian
[image: ]melalui donasi, program sosial, atau laporan keberlanjutan yang umum, tetapi perlu menilai risiko HAM dalam kegiatan intinya. Dengan demikian, perusahaan dituntut melakukan pencegahan 26
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sebelum sengketa terjadi, bukan hanya bereaksi setelah muncul protes, gugatan, kerusakan reputasi, atau konflik sosial.

	Bagi mahasiswa, perkembangan di Indonesia menunjukkan
bahwa bisnis dan HAM bukan sekadar wacana internasional. Konsep ini mulai masuk ke kebijakan nasional, praktik perusahaan, penilaian investor, pengadaan, kontrak, dan advokasi masyarakat sipil. Dalam praktik hukum bisnis, calon praktisi perlu mampu membaca izin, kontrak, kebijakan perusahaan, laporan keberlanjutan, pengaduan masyarakat, dan putusan pengadilan dengan kacamata HAM. Analisis tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan telah memiliki izin, tetapi juga harus menilai apakah risiko terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan telah dicegah, dikelola, dan dipulihkan secara memadai.
Catatan sumber: Uraian mengenai perkembangan di Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang mengaitkan agenda nasional dengan prinsip bisnis dan HAM. Rujukan konseptualnya tetap sejalan dengan tiga pilar UNGP, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, dan akses korban terhadap pemulihan.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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[image: ]Sejarah
menunjukkan
bahwa
banyak
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perlindungan pekerja dan masyarakat lahir setelah tragedi. Pembelajaran terpenting bagi calon praktisi hukum bisnis
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adalah menjadikan pengalaman masa lalu sebagai dasar pencegahan, bukan sekadar bahan mengenang korban.
[bookmark: _bookmark20]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark21][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Marsinah]Kasus Indonesia - Marsinah
Kasus Marsinah menempati posisi penting dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Keterlibatannya dalam tuntutan upah dan kematiannya setelah rangkaian aksi pekerja memperlihatkan keterhubungan antara hak ekonomi, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, rasa aman, serta kewajiban negara melakukan penyelidikan yang efektif.2F3
Pertanyaan analisis: Bagaimana kasus Marsinah memperlihatkan bahwa hak ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik?
[bookmark: _bookmark22][bookmark: Kasus_Internasional_-_Triangle_Shirtwais]Kasus Internasional - Triangle Shirtwaist Factory
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Kebakaran Triangle Shirtwaist Factory pada 1911 menewaskan 146 pekerja dan membuka kelemahan serius dalam keselamatan pabrik. Tragedi tersebut kemudian mendorong perubahan regulasi, inspeksi, dan organisasi pekerja. Pelajarannya adalah bahwa standar perlindungan sering lahir setelah korban berjatuhan; tata kelola modern harus mencegah pola tersebut terulang.3F4
[image: ]3 Komnas HAM, materi dan dokumentasi kasus Marsinah, Perpustakaan Komnas HAM.
4 Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Labor, sejarah kebakaran Triangle Shirtwaist Factory dan reformasi keselamatan kerja.
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Pertanyaan analisis: Mengapa reformasi setelah kebakaran Triangle perlu dilihat sebagai kewajiban negara sekaligus koreksi terhadap tata kelola bisnis?
[bookmark: _bookmark23]Rangkuman
· Perhatian bisnis dan HAM berkembang karena kekuatan ekonomi korporasi dapat memengaruhi hak manusia lintas negara.
· Rantai pasok memperluas manfaat produksi, tetapi juga dapat mengaburkan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran.
· UNGP dan Stranas BHAM menggeser praktik perusahaan dari CSR reaktif menuju pengelolaan risiko HAM secara sistematis.
[bookmark: _bookmark24]Tugas Esai
1. Jelaskan perubahan fokus perlindungan HAM dari negara-sentris menuju perhatian terhadap kekuatan korporasi.
2. Mengapa globalisasi dan rantai pasok lintas negara memperbesar risiko pelanggaran HAM?
3. Bandingkan pendekatan CSR tradisional dengan pendekatan bisnis dan HAM.
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4. Mengapa UN Guiding Principles tetap penting walaupun  bukan  perjanjian  internasional  yang
[image: ]mengikat?
5. Jelaskan tiga pilar Protect, Respect, and Remedy beserta contoh penerapannya.
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[bookmark: _bookmark25]Soal Pilihan Ganda
1. UN Guiding Principles on Business and Human Rights disahkan pada tahun ...
A. 1948
B. 1966
C. 1999
D. 2011
2. Tiga pilar UNGP adalah ...
A. Protect, Respect, Remedy
B. Profit, People, Planet
C. Prevent, Punish, Pay
D. Plan, Perform, Publish
3. Globalisasi memperbesar risiko HAM karena ...
A. rantai pasok menjadi lebih panjang dan kompleks
B. semua perusahaan berada di satu negara
C. kontrak tidak lagi diperlukan
D. hukum nasional hilang seluruhnya
4. Instrumen yang mendahului UNGP antara lain ...
A. Pedoman OECD dan Deklarasi Tripartit ILO
B. Konvensi Wina tentang Diplomatik saja
C. KUHP saja
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D. hukum pajak daerah
[image: ]5. Perbedaan utama CSR dan bisnis-HAM ialah bisnis-HAM ...
A. berfokus pada risiko terhadap manusia
B. hanya berfokus pada donasi
C. tidak memerlukan akuntabilitas
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D. tidak terkait kegiatan inti perusahaan
6. Pilar Protect terutama ditujukan kepada ...
A. negara
B. konsumen
C. auditor swasta
D. serikat pekerja
7. Pilar Respect terutama ditujukan kepada ...
A. perusahaan
B. pengadilan
C. media
D. universitas
8. Pilar Remedy menekankan ...
A. akses korban terhadap pemulihan
B. peningkatan iklan
C. pengurangan pajak
D. perluasan pasar
9. Rantai pasok dapat menyembunyikan pelanggaran karena ...
A. banyak lapis pemasok dan subkontraktor
B. semua proses selalu transparan
C. tidak ada pekerja
D. tidak ada kontrak
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10. Perpres 60 Tahun 2023 berkaitan dengan ...
[image: ]A. Strategi Nasional Bisnis dan HAM
B. pembentukan partai politik
C. hukum acara pidana
D. pengadaan tanah saja
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BAB 3 INSTRUMEN HUKUM HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL







[bookmark: _bookmark27][bookmark: _bookmark26][bookmark: BAB_3_INSTRUMEN_HUKUM_HAM_NASIONAL_DAN_I]Capaian Pembelajaran
· Mengidentifikasi sumber hukum HAM yang relevan bagi bisnis.
· Membedakan hard law dan soft law.
· Menerapkan hierarki peraturan dalam analisis kasus.
3.1 [bookmark: _bookmark28][bookmark: 3.1__Instrumen_Internasional]Instrumen Internasional
[image: ]Instrumen HAM internasional menyediakan kerangka dasar untuk memahami hak-hak yang harus dihormati dalam kegiatan bisnis. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 menjadi titik awal karena merumuskan standar umum bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang melekat. Walaupun DUHAM bukan perjanjian internasional yang secara langsung menciptakan kewajiban hukum seperti undang-undang nasional, pengaruhnya sangat besar karena menjadi rujukan bagi konstitusi, perjanjian internasional, putusan pengadilan, kebijakan negara, dan standar perusahaan. Bagi mahasiswa, DUHAM penting dibaca sebagai peta awal untuk mengenali hak dasar yang dapat terdampak oleh aktivitas bisnis, seperti hak atas hidup, keamanan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, informasi, dan pemulihan.
Instrumen berikutnya adalah International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR. Keduanya
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diadopsi pada 1966 dan bersama DUHAM sering disebut sebagai International Bill of Human Rights. ICCPR memuat hak sipil dan politik, seperti hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, hak atas privasi, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap peradilan yang adil. ICESCR memuat hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, standar hidup yang layak, dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Dalam dunia bisnis, kedua kelompok hak ini sering muncul bersamaan. Misalnya, kasus pekerja tidak hanya berkaitan dengan upah, tetapi juga kebebasan berserikat dan perlindungan dari intimidasi.
[image: ]Konvensi-konvensi ILO menambahkan standar khusus di bidang ketenagakerjaan. Standar tersebut mencakup kebebasan berserikat, hak berunding bersama, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, nondiskriminasi dalam pekerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun perjanjian internasional secara formal mengikat negara, perusahaan tetap menggunakan standar ini sebagai acuan praktis. Standar ILO dapat masuk ke dalam kode etik perusahaan, klausula kontrak pemasok, audit rantai pasok, kebijakan rekrutmen, tata kelola keselamatan kerja, dan uji tuntas HAM. Oleh karena itu, mahasiswa tidak boleh melihat instrumen internasional sebagai bahan teori semata, tetapi sebagai sumber standar yang memengaruhi praktik bisnis sehari-hari.
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Catatan sumber: Uraian ini	merujuk	pada	DUHAM yang diproklamasikan Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 sebagai standar bersama bagi semua bangsa, serta pada penjelasan OHCHR bahwa DUHAM, ICCPR, dan ICESCR membentuk International 33



Bill of Human Rights. OHCHR juga menjelaskan bahwa perjanjian HAM internasional menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, sementara standar-standar tersebut menjadi rujukan penting dalam kebijakan dan praktik bisnis.
3.2 [bookmark: _bookmark29][bookmark: 3.2__Instrumen_Nasional]Instrumen Nasional
Di tingkat nasional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar tertinggi perlindungan HAM. Pasal-pasal HAM dalam konstitusi memberi landasan bagi perlindungan hak atas persamaan di hadapan hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, kepastian hukum, kebebasan berserikat, rasa aman, kesehatan, informasi, pendidikan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dalam analisis bisnis, konstitusi penting karena menjadi ukuran dasar untuk menilai apakah peraturan, kebijakan, kontrak, atau tindakan perusahaan sejalan dengan perlindungan martabat manusia.
[image: ]UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi kerangka umum perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan pengertian HAM, kewajiban dasar manusia, larangan diskriminasi, kewajiban pemerintah, peran Komnas HAM, serta berbagai kategori hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak perempuan, dan hak anak. Bagi mahasiswa hukum bisnis, UU ini membantu menghubungkan isu bisnis dengan hak yang lebih luas, misalnya ketika kegiatan usaha berdampak pada kesehatan, lingkungan, pekerjaan, keamanan, atau kelompok rentan.
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Selain kerangka umum, terdapat regulasi sektoral yang sangat relevan bagi bisnis dan HAM. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja, upah, waktu kerja, keselamatan, serikat pekerja, dan penyelesaian perselisihan. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak konsumen atas keamanan, informasi, pilihan, pengaduan, dan ganti rugi. Hukum lingkungan mengatur pencegahan pencemaran, perizinan, AMDAL, tanggung jawab pemulihan, dan partisipasi masyarakat. Hukum perlindungan data pribadi mengatur dasar pemrosesan, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta keamanan data. Hukum perseroan dan tata kelola perusahaan juga penting karena menentukan tanggung jawab organ perusahaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.
[image: ]Ratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan ICESCR melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 memperkuat kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan, peraturan, dan praktik perlindungan HAM. Dalam analisis hukum bisnis, mahasiswa perlu membaca hubungan antara konstitusi, undang-undang HAM, undang-undang sektoral, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, kontrak, serta kebijakan internal perusahaan. Sebagai contoh, kasus pencemaran tidak cukup dianalisis dengan izin lingkungan saja, tetapi juga perlu dilihat dari hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, tanggung jawab pemulihan, dan akses masyarakat terhadap informasi serta keadilan.
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Catatan sumber: Uraian mengenai instrumen nasional merujuk pada UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Data 35



JDIH BPK menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2005 mengesahkan ICCPR, sedangkan rujukan hukum nasional dan internasional menegaskan bahwa UU Nomor 39 Tahun 1999 menjadi kerangka umum perlindungan HAM di Indonesia.
3.3 [bookmark: _bookmark30][bookmark: 3.3_Hard_law_dan_Soft_Law]Hard law dan Soft Law
Dalam studi hukum, mahasiswa perlu membedakan hard law dan soft law. Hard law adalah norma yang memiliki daya paksa formal dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jelas. Contohnya adalah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, putusan pengadilan, keputusan administratif, dan kontrak yang sah. Jika hard law dilanggar, biasanya tersedia konsekuensi hukum seperti sanksi administratif, ganti rugi perdata, pidana, pembatalan izin, perintah pemulihan, atau putusan pengadilan yang dapat dieksekusi.
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Soft law adalah pedoman, prinsip, deklarasi, standar, kode etik, atau panduan yang tidak selalu memiliki sanksi hukum langsung. Contohnya adalah UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Pedoman OECD, standar pelaporan keberlanjutan, kode etik pemasok, prinsip pembiayaan berkelanjutan, dan kebijakan sukarela perusahaan. Meskipun tidak selalu dapat dipaksakan seperti undang-undang, soft law dapat sangat berpengaruh. Standar sukarela dapat menjadi syarat  pembiayaan,  pengadaan,  akses  pasar,  kontrak
[image: ]internasional, sertifikasi, penilaian investor, atau ukuran kehati-hatian perusahaan dalam sengketa.
Hubungan antara hard law dan soft law bersifat dinamis. Prinsip yang mula-mula bersifat sukarela dapat diadopsi ke dalam peraturan, kontrak, kebijakan pengadaan, atau standar
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Hubungan antara hard law dan soft law bersifat dinamis. Prinsip yang mula-mula bersifat sukarela dapat diadopsi ke dalam peraturan, kontrak, kebijakan pengadaan, atau standar
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pembiayaan sehingga menjadi lebih mengikat secara praktis. Sebaliknya, hard law sering membutuhkan soft law untuk menjelaskan cara penerapannya. Misalnya, undang-undang mungkin mewajibkan perusahaan mencegah pencemaran, tetapi pedoman teknis, standar audit, atau prinsip uji tuntas membantu menjelaskan langkah konkret yang perlu dilakukan perusahaan. Karena itu, praktisi hukum tidak cukup hanya mencari pasal yang memuat sanksi, tetapi juga perlu memahami standar yang membentuk ekspektasi kehati-hatian dan tata kelola.
Dalam konteks bisnis, perbedaan ini dapat dilihat pada rantai pasok. Kewajiban membayar upah minimum berasal dari hard law. Namun kewajiban pemasok untuk menjalankan uji tuntas HAM, membuka akses audit, melindungi pelapor, atau menyediakan rencana perbaikan sering muncul dari kontrak dan kode etik yang dipengaruhi soft law. Apabila perusahaan pembeli mengabaikan standar tersebut, dampaknya dapat berupa kehilangan kontrak, pembatalan pembiayaan, reputasi buruk, atau gugatan berdasarkan kelalaian dan kegagalan tata kelola. Dengan demikian, soft law dapat membentuk kewajiban praktis meskipun sumber awalnya bukan undang-undang.
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Catatan sumber: Pembahasan hard law dan soft law selaras dengan penjelasan OHCHR mengenai hukum HAM internasional yang mencakup perjanjian, hukum kebiasaan, deklarasi, pedoman, dan prinsip. Dalam bisnis dan HAM, soft law seperti UNGP dan Pedoman
[image: ]OECD sering memengaruhi kontrak, standar pembiayaan, kebijakan perusahaan, dan penilaian kehati-hatian meskipun tidak selalu memiliki sanksi langsung seperti undang-undang.
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[image: ]OECD sering memengaruhi kontrak, standar pembiayaan, kebijakan perusahaan, dan penilaian kehati-hatian meskipun tidak selalu memiliki sanksi langsung seperti undang-undang.
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3.4 [bookmark: _bookmark31][bookmark: 3.4_Teknik_Analisis_Sumber_Hukum]Teknik Analisis Sumber Hukum
Teknik analisis sumber hukum dimulai dari identifikasi fakta dan isu hukum. Mahasiswa harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan faktual: siapa pihak yang terlibat, apa kegiatan bisnisnya, siapa yang terdampak, hak apa yang mungkin terganggu, kapan peristiwa terjadi, di mana lokasinya, dan bukti apa yang tersedia. Setelah fakta dipetakan, mahasiswa menentukan isu hukumnya, misalnya apakah terdapat pelanggaran hak pekerja, pencemaran lingkungan, diskriminasi, penyalahgunaan data, klausula baku yang merugikan, atau kegagalan pemulihan.
Langkah berikutnya adalah menentukan sumber hukum yang relevan. Mahasiswa perlu memeriksa hierarki norma, mulai dari UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, kontrak, hingga standar internasional yang relevan. Analisis harus menjelaskan mengapa sumber hukum tertentu dipilih dan bagaimana sumber tersebut menjawab fakta. Kesimpulan hukum tidak cukup berupa daftar pasal, tetapi harus menunjukkan hubungan antara norma, fakta, pihak yang bertanggung jawab, dan bentuk tindakan yang diperlukan.38


	Mahasiswa juga perlu membedakan norma umum dan norma

	khusus. Norma umum, seperti prinsip nondiskriminasi atau

	hak atas kesehatan, memberi dasar luas. Norma khusus,

	seperti aturan ketenagakerjaan, lingkungan, perlindungan

	konsumen, atau perlindungan data pribadi, menjelaskan

	kewajiban yang lebih konkret. Dalam banyak kasus, keduanya

	harus dibaca bersama. Misalnya, kasus kebocoran data dapat

	dianalisis melalui hak atas privasi, UU Perlindungan Data
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[image: ]Pribadi, kontrak layanan digital, kebijakan privasi perusahaan, dan standar keamanan yang lazim. Kasus pencemaran dapat dianalisis melalui hak atas lingkungan, hukum lingkungan, izin, AMDAL, putusan pengadilan, dan prinsip pencemar membayar.
Status peraturan harus selalu diperiksa sebelum digunakan. Peraturan dapat diubah, dicabut, dinyatakan tidak berlaku sebagian, atau digantikan oleh aturan baru. Putusan pengadilan juga perlu dibaca secara hati-hati: apakah putusan sudah berkekuatan hukum tetap, apa pertimbangan hukumnya, apa amar putusannya, dan apakah relevan dengan kasus yang dianalisis. Ketelitian ini penting karena penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dapat menghasilkan rekomendasi yang salah dan menimbulkan risiko bagi klien, perusahaan, korban, maupun masyarakat terdampak.
Agar analisis lebih sistematis, mahasiswa dapat menggunakan urutan sederhana: pertama, uraikan fakta; kedua, tentukan hak yang terdampak; ketiga, pilih sumber hukum nasional dan internasional yang relevan; keempat, jelaskan kedudukan dan hubungan antar-sumber hukum; kelima, nilai kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan; keenam, rumuskan rekomendasi pencegahan, penghentian, mitigasi, atau pemulihan. Dengan pola ini, analisis hukum menjadi lebih terarah dan tidak berhenti pada kutipan norma.
Catatan sumber: Teknik analisis ini didasarkan pada prinsip umum penalaran hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta pendekatan hukum HAM yang menuntut hubungan jelas antara fakta, hak yang terdampak, kewajiban negara, tanggung jawab
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	perusahaan, dan pemulihan. Rujukan konseptualnya sejalan dengan
penjelasan OHCHR bahwa negara yang meratifikasi perjanjian HAM berkewajiban menyesuaikan hukum dan praktik nasional agar selaras dengan kewajiban internasionalnya.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih
sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu
rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.


Kesalahan mahasiswa yang sering muncul adalah menumpuk pasal tanpa menjelaskan hubungan pasal dengan fakta. Analisis hukum baru bernilai ketika sumber hukum dipilih, ditafsirkan, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan konkret.
[bookmark: _bookmark32]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark33][bookmark: Kasus_Indonesia_-_PT_Kallista_Alam]Kasus Indonesia - PT Kallista Alam
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Perkara PT Kallista Alam memperlihatkan penggunaan hukum lingkungan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan gambut di Rawa Tripa. Gugatan tidak hanya mempersoalkan kepatuhan administratif, tetapi juga kerugian ekologis dan biaya pemulihan. Kasus ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan dapat ditegakkan melalui instrumen perdata lingkungan.4F5
[image: ]5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, informasi penegakan hukum dan putusan perkara PT Kallista Alam.
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Pertanyaan analisis: Bagaimana kombinasi konstitusi, hukum lingkungan, dan putusan pengadilan digunakan untuk melindungi hak dalam perkara PT Kallista Alam?
[bookmark: _bookmark34]Kasus Internasional - Vedanta Resources v Lungowe
Dalam Vedanta v Lungowe, warga Zambia mengajukan gugatan di Inggris terkait pencemaran operasi tambang anak perusahaan. Putusan Mahkamah Agung Inggris membuka pemeriksaan terhadap kemungkinan tanggung jawab perusahaan induk berdasarkan kebijakan dan pengawasan grup. Kasus ini penting untuk melihat pertemuan antara hukum korporasi, yurisdiksi, dan akses keadilan.5F6
Pertanyaan analisis: Faktor apa yang membuat pengadilan negara perusahaan induk dapat menjadi forum penting bagi korban di negara operasi?
[bookmark: _bookmark35]Rangkuman
· Sumber hukum bisnis dan HAM berasal dari instrumen internasional, konstitusi, undang-undang sektoral, putusan, dan standar tata kelola.
· Hard law dan soft law berbeda dalam daya paksa formal, tetapi keduanya dapat membentuk kewajiban praktis perusahaan.
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· Analisis yang baik selalu memeriksa hierarki, ruang lingkup, perubahan terakhir, dan relevansi norma terhadap fakta.
[image: ]6 UK Supreme Court, Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others [2019] UKSC 20.
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[bookmark: _bookmark36]Tugas Esai
1. Jelaskan hubungan antara UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, ICCPR, dan ICESCR dalam perlindungan HAM di Indonesia.
2. Mengapa DUHAM tetap penting walaupun bukan perjanjian internasional?
3. Bedakan hak sipil-politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta berikan contoh dalam aktivitas bisnis.
4. Jelaskan kedudukan konvensi ILO dalam perlindungan hak pekerja.
5. Analisis bagaimana standar internasional dapat memengaruhi kebijakan internal perusahaan Indonesia.
[bookmark: _bookmark37]Soal Pilihan Ganda
1. Instrumen HAM nasional utama di Indonesia adalah ...
A. UU No. 39 Tahun 1999
B. UU Persaingan Usaha
C. UU Kepailitan
D. UU Arbitrase
2. ICESCR mengatur terutama ...
A. hak ekonomi, sosial, dan budaya
B. hak merek
C. hukum laut
D. hukum pajak
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3. ICCPR telah diratifikasi Indonesia melalui ...
[image: ]A. UU No. 12 Tahun 2005
B. UU No. 11 Tahun 2005
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C. UU No. 39 Tahun 1999
D. UU No. 26 Tahun 2000
4. ICESCR diratifikasi melalui ...
A. UU No. 11 Tahun 2005
B. UU No. 12 Tahun 2005
C. UU No. 8 Tahun 1999
D. UU No. 40 Tahun 2007
5. Hak atas pekerjaan layak termasuk kelompok hak ...
A. ekonomi, sosial, dan budaya
B. kekayaan intelektual
C. diplomatik
D. maritim
6. Hak atas kebebasan berserikat termasuk ...
A. hak sipil-politik dan ketenagakerjaan
B. hak paten
C. hak kebendaan
D. hak waris
7. DUHAM diadopsi pada tahun ...
A. 1948
B. 1945
C. 1966
D. 1998
8. Konvensi ILO terutama relevan bagi ...
A. standar ketenagakerjaan
B. hukum pertanahan
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C. kepailitan
[image: ]43
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D. perpajakan
9. UUD 1945 mengatur HAM terutama dalam ...
A. Pasal 28A-28J
B. Pasal 1 saja
C. Aturan Peralihan saja
D. Penjelasan saja
10. Standar internasional dapat memengaruhi perusahaan melalui ...
A. kebijakan, kontrak, pembiayaan, dan rantai pasok
B. iklan saja
C. slogan perusahaan saja
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D. keputusan informal tanpa dokumen

[image: ]44
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BAB 4 KEWAJIBAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI







[bookmark: _bookmark39][bookmark: _bookmark38][bookmark: BAB_4_KEWAJIBAN_NEGARA_DAN_TANGGUNG_JAWA]Capaian Pembelajaran
· Membedakan kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan.
· Menjelaskan kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan.
· Menganalisis keterlibatan korporasi dalam dampak HAM.
4.1 [bookmark: _bookmark40][bookmark: 4.1_Kewajiban_Negara_untuk_Melindungi]Kewajiban Negara untuk Melindungi
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Negara memikul kewajiban utama untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Dalam kerangka bisnis dan HAM, kewajiban ini disebut pilar Protect. Artinya, negara tidak cukup hanya menghindari pelanggaran yang dilakukan aparatnya sendiri, tetapi juga harus mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku non-negara. Perlindungan dapat diwujudkan melalui pembentukan aturan, perizinan yang cermat, inspeksi, pengawasan berkala, sanksi administratif, penyelidikan, penegakan hukum, akses pengadilan, dan kebijakan ekonomi yang tidak mendorong pelanggaran. Dalam konteks bisnis, kewajiban ini mencakup sektor ketenagakerjaan, lingkungan, perlindungan konsumen, data pribadi, pertanahan, investasi, dan pengadaan barang atau jasa.

[image: ]45

Negara dapat dianggap gagal melindungi ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko serius, tetapi tidak mengambil langkah yang wajar untuk mencegah atau menanganinya. Kegagalan dapat berupa aturan yang lemah, izin yang diterbitkan tanpa kajian memadai, pengawasan yang tidak berjalan, konflik kepentingan, penegakan hukum yang selektif, mekanisme pengaduan yang tidak dapat digunakan korban, atau pembiaran terhadap intimidasi dan kekerasan. Bagi mahasiswa, penting dipahami bahwa kegagalan negara tidak selalu berupa tindakan aktif. Pembiaran, kelambanan, dan pengawasan yang tidak efektif juga dapat membuat negara gagal menjalankan kewajiban perlindungannya.
Contohnya dapat dilihat dalam perizinan industri. Jika pemerintah mengetahui bahwa suatu kegiatan berisiko mencemari air yang digunakan masyarakat, maka negara wajib memastikan adanya kajian dampak, standar teknis, konsultasi masyarakat, pengawasan kualitas air, mekanisme pengaduan, dan sanksi bila terjadi pelanggaran. Jika negara hanya menerbitkan izin tanpa memastikan pengawasan dan pemulihan, maka perlindungan HAM menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kewajiban negara tidak berhenti pada pembuatan aturan, tetapi mencakup pelaksanaan, pengawasan, koreksi, dan pemulihan.
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Catatan sumber: Uraian mengenai kewajiban negara untuk melindungi merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and
[image: ]Human Rights, khususnya pilar pertama yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap orang dari pelanggaran HAM oleh perusahaan melalui hukum, kebijakan, pengawasan, penegakan, dan akses pemulihan yang efektif.
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[image: ]Human Rights, khususnya pilar pertama yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap orang dari pelanggaran HAM oleh perusahaan melalui hukum, kebijakan, pengawasan, penegakan, dan akses pemulihan yang efektif.
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4.2 [bookmark: _bookmark41][bookmark: 4.2_Tanggung_Jawab_Korporasi_untuk_Mengh]Tanggung Jawab Korporasi untuk Menghormati
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, yaitu menghindari pelanggaran dan menangani dampak yang terkait dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnisnya. Dalam UNGP, tanggung jawab ini disebut pilar Respect. Tanggung jawab korporasi berbeda dari kewajiban negara, tetapi tetap berdiri sendiri. Artinya, perusahaan tidak dapat beralasan bahwa negara lemah, izin telah terbit, atau suatu tindakan belum dilarang secara tegas oleh hukum nasional untuk mengabaikan dampak terhadap manusia. Perusahaan tetap harus bertindak dengan kehati-hatian agar kegiatannya tidak menyebabkan, memperburuk, atau membiarkan dampak HAM yang dapat dicegah.
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Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, perusahaan memerlukan komitmen kebijakan, uji tuntas HAM, integrasi temuan ke dalam keputusan bisnis, pemantauan efektivitas, komunikasi kepada pihak terdampak, serta mekanisme pemulihan. Komitmen kebijakan harus disahkan pada tingkat pimpinan tertinggi, dikomunikasikan secara internal dan eksternal, serta diterjemahkan ke dalam prosedur operasional. Dokumen kebijakan tanpa perubahan anggaran, target produksi, sistem insentif, kontrak pemasok, atau mekanisme pengaduan tidak cukup membuktikan penghormatan terhadap HAM. Penghormatan terhadap HAM harus terlihat dalam cara perusahaan mengambil keputusan
[image: ]sehari-hari.
Bagi mahasiswa, tanggung jawab korporasi dapat dipahami melalui contoh sederhana. Jika perusahaan memiliki kebijakan keselamatan kerja tetapi tetap menetapkan target
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produksi yang hanya dapat dicapai dengan mengabaikan alat pelindung, maka kebijakan tersebut belum efektif. Jika perusahaan memiliki kode etik pemasok tetapi tetap menekan harga dan tenggat secara tidak realistis, maka perusahaan dapat ikut menciptakan risiko bagi pekerja pemasok. Jika platform digital menyatakan melindungi pengguna tetapi tidak menyediakan alasan dan mekanisme banding atas penonaktifan akun otomatis, maka tanggung jawab penghormatan terhadap hak pengguna belum dijalankan dengan memadai.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM merujuk pada UN Guiding Principles dan The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide dari OHCHR. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati HAM melalui kebijakan, uji tuntas, tindakan pencegahan, pelacakan, komunikasi, dan pemulihan.
[bookmark: _bookmark42][bookmark: 4.3._Menyebabkan,_Berkontribusi,_dan_Ter]4.3. Menyebabkan, Berkontribusi, dan Terkait Langsung
[image: ]UNGP membedakan tiga bentuk keterlibatan perusahaan dalam dampak HAM: menyebabkan, berkontribusi, dan terkait langsung. Pembedaan ini penting karena menentukan jenis tindakan yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan disebut menyebabkan dampak apabila tindakannya sendiri secara langsung menimbulkan kerugian, misalnya pabrik membuang limbah beracun ke sungai, perusahaan mengabaikan standar keselamatan sehingga pekerja cedera, atau platform menonaktifkan akun pekerja tanpa proses yang adil. Dalam keadaan ini, perusahaan harus menghentikan tindakan, mencegah dampak berlanjut, dan menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan.
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Perusahaan disebut berkontribusi apabila tindakannya bersama pihak lain secara substansial mendorong atau memperburuk dampak. Contohnya, pembeli utama menetapkan harga dan tenggat yang tidak realistis sehingga pemasok menekan upah dan jam kerja; bank tetap membiayai proyek berisiko tinggi tanpa syarat pengamanan; atau perusahaan keamanan bekerja sama dengan aparat yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Dalam keadaan ini, perusahaan harus menghentikan kontribusinya, mencegah dampak berlanjut, menggunakan pengaruhnya, dan membantu pemulihan sesuai tingkat kontribusinya.
Perusahaan disebut terkait langsung apabila dampak HAM terhubung dengan produk, jasa, atau hubungan bisnisnya, meskipun perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi secara langsung. Misalnya, suatu perusahaan menemukan bahwa pemasok tingkat kedua melakukan kerja paksa, atau layanan digitalnya digunakan oleh mitra untuk melanggar privasi pengguna. Dalam kondisi ini, perusahaan wajib menggunakan atau meningkatkan daya pengaruhnya untuk mencegah dan mengurangi dampak. Daya pengaruh atau leverage dapat muncul dari kontrak, volume pembelian, pembiayaan, teknologi, reputasi, posisi pasar, atau hubungan jangka panjang. Jika pengaruh belum cukup, perusahaan perlu meningkatkannya melalui kerja sama dengan pembeli lain, asosiasi industri, investor, regulator, atau masyarakat sipil.
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Pemutusan hubungan bisnis tidak selalu menjadi
[image: ]jawaban	pertama.	Dalam	beberapa	kasus,	penghentian hubungan secara tiba-tiba dapat memperburuk keadaan pekerja atau masyarakat, misalnya ketika pemasok langsung kehilangan pesanan dan melakukan PHK massal. Karena itu, perusahaan 49
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perlu menilai apakah perbaikan masih mungkin dilakukan, apakah ada rencana korektif, apakah korban terlindungi, dan apakah keluar dari hubungan bisnis dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap pemegang hak, bukan hanya kepentingan reputasi perusahaan.
Catatan sumber: Pembedaan antara menyebabkan, berkontribusi, dan terkait langsung merujuk pada UN Guiding Principles serta penjelasan OHCHR mengenai tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Kerangka ini menentukan apakah perusahaan harus menghentikan dampak, memberi atau membantu pemulihan, menggunakan pengaruh, atau meningkatkan daya pengaruh melalui hubungan bisnis.
[bookmark: _bookmark43][bookmark: 4.4_Akuntabilitas_dan_Tata_Kelola]4.4 Akuntabilitas dan Tata Kelola
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Akuntabilitas korporasi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara direksi, komisaris, manajemen, dan unit operasional. Risiko HAM tidak boleh ditempatkan hanya pada bagian keberlanjutan atau hubungan masyarakat. Keputusan pengadaan, produksi, sumber daya manusia, keamanan, pemasaran, hukum, teknologi, dan keuangan dapat menjadi sumber risiko yang sama pentingnya. Direksi berperan menetapkan kebijakan, sumber daya, prioritas, dan tindakan korektif. Komisaris berperan mengawasi apakah sistem pengelolaan risiko berjalan efektif. Unit operasional berperan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik sehari-hari.
[image: ]Pengawasan harus didukung data, konsultasi, dan ruang aman bagi pekerja serta masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Audit dokumen saja dapat gagal menangkap intimidasi,  kerja  paksa,  diskriminasi  tersembunyi,  atau
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ketakutan korban. Karena itu, tata kelola yang baik menggabungkan audit, wawancara independen, perlindungan pelapor, evaluasi insentif, pemantauan lapangan, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi. Perusahaan juga perlu memeriksa apakah sistem bonus, target produksi, kebijakan pembelian, atau tekanan biaya justru mendorong pelanggaran.51


	Akuntabilitas juga menuntut adanya bukti bahwa perusahaan
belajar dari pengaduan dan insiden. Jika kecelakaan kerja, keluhan masyarakat, atau pelanggaran pemasok terus berulang, maka masalahnya bukan hanya pada satu pelaku, melainkan pada sistem. Perusahaan perlu meninjau akar masalah, memperbaiki prosedur, mengubah insentif, menyediakan anggaran, memberi pelatihan, dan melaporkan kemajuan secara jujur. Bagi mahasiswa, tata kelola HAM yang baik dapat dikenali dari adanya hubungan antara kebijakan, tindakan, indikator, evaluasi, dan pemulihan.
Catatan sumber: Uraian mengenai akuntabilitas dan tata kelola merujuk pada UNGP yang menekankan komitmen kebijakan, uji tuntas HAM, pelacakan efektivitas, komunikasi, dan pemulihan. Rujukan tambahan selaras dengan UNGP Reporting Framework yang mendorong perusahaan menjelaskan bagaimana mereka mengidentifikasi isu HAM penting, memproses keluhan, menilai efektivitas respons, dan belajar dari pola pengaduan.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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Izin pemerintah bukan surat pembebasan tanggung jawab. Izin membuktikan bahwa kegiatan diperbolehkan secara administratif, tetapi tidak membenarkan pelanggaran yang timbul dari cara kegiatan tersebut dijalankan.
[bookmark: _bookmark44]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark45][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Lumpur_Sidoarjo_dan_Ta]Kasus Indonesia - Lumpur Sidoarjo dan Tanggung Jawab Multipihak
Penanganan Lumpur Sidoarjo melibatkan perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga khusus. Banyaknya aktor menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak selalu berada pada satu pihak. Analisis perlu memisahkan kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengawasan dari kewajiban perusahaan untuk mencegah, menghentikan, serta memperbaiki dampak.6F7

Pertanyaan analisis: Bagaimana tanggung jawab seharusnya dibagi antara negara dan perusahaan dalam penanganan dampak Lumpur Sidoarjo?
[bookmark: _bookmark46][bookmark: Kasus_Internasional_-_Pencemaran_Minyak_]Kasus Internasional - Pencemaran Minyak di Delta Niger
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Pencemaran minyak di Delta Niger memperlihatkan risiko ketika operasi korporasi berlangsung di tengah kelemahan pengawasan, konflik, dan ketergantungan ekonomi. Proses hukum di beberapa negara menyoroti peran perusahaan induk, kualitas pemeliharaan fasilitas, transparansi tumpahan,
[image: ]7 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, kronologi penanganan semburan Lumpur Sidoarjo.
52


[image: ]7 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, kronologi penanganan semburan Lumpur Sidoarjo.
52

serta kewajiban pemulihan lingkungan dan penghidupan masyarakat.87F

Pertanyaan analisis: Kapan perusahaan induk layak dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi dalam operasi anak perusahaan?
[bookmark: _bookmark47]Rangkuman
· Negara wajib mengatur, mengawasi, menegakkan, dan menyediakan akses pemulihan atas dampak bisnis.
· Perusahaan bertanggung jawab menghormati HAM terlepas dari kualitas penegakan hukum negara tempat beroperasi.
· Bentuk keterlibatan perusahaan menentukan tindakan: menghentikan, mencegah, menggunakan leverage, dan/atau memulihkan.
[bookmark: _bookmark48]Tugas Esai
1. Bedakan	kewajiban	negara	untuk	menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
2. Jelaskan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM menurut UNGP.
3. Kapan	negara	dapat	dianggap	gagal	melindungi masyarakat dari dampak kegiatan bisnis?
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4. Analisis hubungan antara perizinan pemerintah dan tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran HAM.
[image: ]8 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of Ogoniland, 2011.
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5. [image: ]Jelaskan arti keterlibatan perusahaan melalui cause, contribute, dan directly linked.
[bookmark: _bookmark49]Soal Pilihan Ganda
1. Kewajiban negara untuk mencegah pihak ketiga melanggar HAM disebut ...
A. melindungi
B. menghormati
C. mempromosikan merek
D. mengaudit laba
2. Tanggung jawab korporasi menurut UNGP adalah ...
A. menghormati HAM
B. membuat undang-undang
C. mengadili pelaku
D. menggantikan negara
3. Perusahaan menyebabkan dampak HAM apabila ...
A. tindakannya sendiri langsung menimbulkan dampak
B. tidak pernah terlibat
C. hanya membeli saham minoritas
D. sekadar mengetahui berita
4. Contribute berarti perusahaan ...
A. berkontribusi secara substansial terhadap dampak
B. tidak terkait sama sekali
C. hanya menjadi korban
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D. selalu bertanggung jawab pidana
54
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5. Directly linked berarti dampak terkait melalui ...
A. produk, jasa, atau hubungan bisnis
B. berita media saja
C. hubungan keluarga
D. lokasi kantor pusat saja
6. Izin pemerintah ...
A. tidak menghapus tanggung jawab perusahaan menghormati HAM
B. selalu membebaskan perusahaan
C. menggantikan uji tuntas
D. menghapus hak korban
7. Negara melanggar kewajiban perlindungan jika ...
A. gagal mengatur dan mengawasi risiko yang dapat diperkirakan
B. menerbitkan laporan tahunan
C. mengadakan seminar
D. memungut pajak
8. Kebijakan korporasi HAM sebaiknya disahkan oleh ...
A. tingkat pimpinan tertinggi
B. petugas magang
C. konsumen acak
D. pemasok tanpa kewenangan
9. Akuntabilitas mensyaratkan ...
A. tanggung jawab yang jelas dan evaluasi
B. kerahasiaan total
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C. tidak ada dokumentasi
[image: ]55
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D. keputusan tanpa alasan
10. Perlindungan efektif membutuhkan ...
A. regulasi, pengawasan, penegakan, dan pemulihan
B. slogan saja
C. donasi saja
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D. kontrak tanpa sanksi
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BAB 5 HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN







[bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark50][bookmark: BAB_5_HUMAN_RIGHTS_DUE_DILIGENCE_DAN_TAT]Capaian Pembelajaran
· Memahami tahapan uji tuntas HAM.
· Menyusun penilaian risiko berbasis tingkat keparahan.
· Menjelaskan integrasi temuan ke dalam keputusan bisnis.
5.1 [bookmark: _bookmark52][bookmark: 5.1_Konsep_Uji_Tuntas_HAM]Konsep Uji Tuntas HAM
Human Rights Due Diligence atau HRDD adalah proses berulang yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, melacak, dan mengomunikasikan cara perusahaan menangani dampak HAM yang merugikan. HRDD berbeda dari due diligence transaksi yang biasanya berfokus pada perlindungan kepentingan perusahaan, seperti risiko kerugian finansial, pajak, aset, reputasi, atau kepatuhan kontrak. HRDD memulai analisis dari pertanyaan yang berbeda: siapa yang dapat terdampak, hak apa yang dapat terganggu, seberapa berat dampaknya, dan tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan agar manusia tidak dirugikan. Dengan demikian, pusat perhatian HRDD adalah risiko terhadap manusia, bukan semata-mata risiko terhadap perusahaan.
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Proses HRDD mencakup kegiatan perusahaan sendiri, anak perusahaan, pemasok, kontraktor, distributor, mitra bisnis, pembiayaan, serta penggunaan produk atau jasa yang dapat diperkirakan. Ruang lingkupnya tidak berhenti pada kantor pusat atau pabrik utama, karena dampak HAM sering

[image: ]57

muncul dalam rantai pasok, hubungan kontraktual, penggunaan teknologi, atau layanan pihak ketiga. Skala proses dapat disesuaikan dengan ukuran perusahaan, sektor, kompleksitas operasi, dan tingkat risiko. Namun dampak yang berat tidak boleh diabaikan hanya karena perusahaan kecil, hubungan bisnis tidak langsung, atau pelanggaran terjadi di lapisan pemasok yang jauh. Semakin besar potensi dampak terhadap manusia, semakin serius pula proses HRDD yang diperlukan.
Bagi mahasiswa, HRDD dapat dipahami sebagai sistem “kenali sebelum terjadi, cegah sebelum meluas, dan perbaiki bila sudah terjadi”. Misalnya, perusahaan perkebunan perlu mengetahui apakah pembukaan lahan berisiko mengganggu masyarakat adat, sumber air, pekerja harian, atau lingkungan. Perusahaan digital perlu menilai apakah pengumpulan data, algoritma, dan keputusan otomatis dapat merugikan pengguna atau pekerja platform. Perusahaan garmen perlu memeriksa apakah tekanan harga dan tenggat kepada pemasok dapat mendorong pelanggaran upah, lembur, atau keselamatan. Dengan contoh tersebut, HRDD bukan sekadar dokumen kepatuhan, melainkan proses pengambilan keputusan yang harus memengaruhi strategi bisnis.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai HRDD merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, khususnya Prinsip 17, serta penjelasan OHCHR bahwa HRDD mencakup identifikasi dan penilaian dampak, integrasi temuan dan tindakan,
[image: ]pelacakan efektivitas, serta komunikasi tentang bagaimana dampak ditangani. OHCHR menekankan bahwa tujuan utama HRDD adalah pencegahan dampak merugikan terhadap manusia, bukan sekadar perlindungan risiko bisnis.
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5.2 [bookmark: _bookmark53][bookmark: 5.2_Identifikasi_dan_Prioritas_Risiko]Identifikasi dan Prioritas Risiko
Identifikasi risiko dilakukan melalui pemetaan operasi dan hubungan bisnis. Perusahaan perlu mengetahui di mana kegiatan dilakukan, siapa pekerjanya, siapa pemasoknya, bagaimana proses produksinya, siapa masyarakat sekitar yang terdampak, produk atau jasa digunakan untuk apa, dan apakah ada kelompok rentan yang berisiko lebih besar. Sumber informasi dapat berupa data pengaduan, audit, kunjungan lapangan, wawancara pekerja, konsultasi masyarakat, laporan media, putusan pengadilan, masukan serikat pekerja, kajian lingkungan, data kecelakaan, serta analisis konteks sosial-politik. Data internal perlu dibandingkan dengan pengalaman pihak terdampak karena laporan formal sering tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, terutama jika pekerja atau masyarakat takut menyampaikan keluhan.
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Setelah risiko diidentifikasi, perusahaan harus menentukan prioritas. Dalam pendekatan HAM, prioritas utama ditentukan berdasarkan tingkat keparahan, bukan hanya kemungkinan terjadinya atau besarnya kerugian bagi perusahaan. Keparahan dapat dinilai dari tiga unsur: skala, yaitu seberapa serius kerugian yang mungkin terjadi; ruang lingkup, yaitu berapa banyak orang atau kelompok yang terdampak; dan sulit tidaknya pemulihan, yaitu apakah keadaan dapat dikembalikan seperti semula. Kehilangan nyawa, kerja paksa, kekerasan, kerusakan lingkungan permanen, hilangnya tanah
[image: ]adat, atau kebocoran data sensitif yang tidak dapat ditarik kembali merupakan contoh dampak yang perlu diprioritaskan meskipun peluang terjadinya tampak kecil.
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Mahasiswa perlu membedakan risiko HAM dari risiko reputasi perusahaan. Suatu isu dapat tidak menarik perhatian media, tetapi tetap sangat serius bagi korban. Sebaliknya, isu yang ramai secara publik belum tentu paling berat dari sudut dampak HAM. Oleh karena itu, prioritas HRDD harus dimulai dari pemegang hak yang paling terdampak. Misalnya, dalam perusahaan perkebunan, risiko konflik lahan dengan masyarakat adat mungkin harus diprioritaskan karena menyangkut tempat tinggal, budaya, penghidupan, dan identitas komunitas. Dalam perusahaan digital, kebocoran data kesehatan atau data anak dapat menjadi prioritas karena dampaknya sulit dipulihkan dan dapat menimbulkan kerugian lanjutan.
Catatan sumber: Uraian mengenai identifikasi dan prioritas risiko merujuk pada UNGP, UNGP Reporting Framework, dan penjelasan OHCHR tentang HRDD. Kerangka tersebut menekankan bahwa isu HAM yang paling menonjol adalah hak yang berisiko mengalami dampak negatif paling berat, yang dinilai dari tingkat keparahan, keluasan dampak, dan kesulitan pemulihan, dengan fokus pada risiko terhadap manusia.
5.3 [bookmark: _bookmark54][bookmark: 5.3_Pencegahan,_Mitigasi,_dan_Integrasi]Pencegahan, Mitigasi, dan Integrasi
[image: ]Temuan HRDD harus masuk ke dalam keputusan perusahaan. Identifikasi risiko tidak berguna apabila hanya berhenti sebagai laporan. Tindakan pencegahan dan mitigasi dapat berupa perubahan SOP, perbaikan fasilitas, penyediaan alat pelindung, desain ulang produk, perubahan teknologi, penyesuaian target pembelian, klausula kontrak, pelatihan, perubahan sistem insentif, perlindungan pelapor, penghentian praktik berbahaya, atau penyediaan mekanisme pengaduan yang
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aman. Jika perusahaan menyebabkan dampak, ia harus menghentikan dan memperbaiki dampak tersebut. Jika perusahaan berkontribusi, ia harus menghentikan kontribusinya dan membantu pemulihan. Jika perusahaan terkait langsung melalui hubungan bisnis, ia harus menggunakan pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi dampak.
Integrasi gagal apabila setiap unit perusahaan bekerja dengan tujuan yang saling bertentangan. Bagian pengadaan, misalnya, tidak dapat menuntut harga sangat rendah dan tenggat sangat singkat sambil meminta pemasok menaati upah, jam kerja, dan keselamatan. Bagian pemasaran tidak dapat menjanjikan layanan cepat tanpa memperhitungkan beban kerja kurir atau pekerja platform. Bagian teknologi tidak dapat meluncurkan fitur pengumpulan data baru tanpa menilai risiko privasi. Pencegahan HAM membutuhkan penyelarasan keputusan komersial dengan standar yang dibebankan kepada mitra dan pekerja. Karena itu, HRDD harus melibatkan direksi, komisaris, pengadaan, produksi, SDM, hukum, teknologi, keuangan, keamanan, dan keberlanjutan.
[image: ]Dalam praktik, integrasi juga membutuhkan penanggung jawab, anggaran, indikator, dan tenggat waktu. Rencana perbaikan pemasok, misalnya, harus menyebut tindakan apa yang dilakukan, siapa yang membiayai, kapan diperiksa, bagaimana pekerja dilibatkan, dan apa konsekuensinya jika tidak ada perbaikan. Untuk kasus digital, mitigasi dapat mencakup pembatasan pengumpulan data, uji keamanan, peninjauan manusia atas keputusan otomatis, mekanisme banding, serta pemberitahuan kepada pengguna. Dengan demikian, HRDD bukan hanya kegiatan departemen
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kepatuhan, tetapi bagian dari tata kelola dan strategi perusahaan.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai pencegahan, mitigasi, dan integrasi merujuk pada UNGP dan OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Keduanya menekankan bahwa temuan uji tuntas harus diintegrasikan ke dalam fungsi dan proses perusahaan, lalu ditindaklanjuti melalui langkah yang sesuai dengan keterlibatan perusahaan dalam dampak HAM.
5.4 [bookmark: _bookmark55][bookmark: 5.4_Pelacakan_dan_Komunikasi]Pelacakan dan Komunikasi
Pelacakan efektivitas tidak cukup dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan. Jumlah pelatihan tidak otomatis membuktikan berkurangnya pelecehan; jumlah audit tidak otomatis membuktikan tempat kerja aman; dan banyaknya kebijakan tidak otomatis menunjukkan bahwa korban memperoleh pemulihan. Indikator perlu mengukur perubahan hasil, seperti penurunan kecelakaan, berkurangnya jam kerja berlebihan, membaiknya kualitas udara atau air, turunnya pengaduan berulang, meningkatnya penyelesaian keluhan, berkurangnya kesenjangan, serta meningkatnya rasa aman pihak terdampak. Pelacakan harus membandingkan data perusahaan dengan pengalaman pekerja, masyarakat, konsumen, atau pengguna yang terdampak.
[image: ]Komunikasi harus cukup terbuka untuk menunjukkan bagaimana risiko ditangani, sekaligus melindungi privasi, keamanan korban, dan rahasia bisnis yang sah. Semakin berat dampak, semakin besar tuntutan bagi perusahaan untuk menjelaskan fakta, keputusan, tindakan korektif, hasil pelacakan, dan rencana perbaikan. Komunikasi tidak selalu harus berupa laporan publik yang panjang. Dalam beberapa
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kasus, komunikasi langsung kepada pekerja, masyarakat, konsumen, atau pengguna terdampak lebih penting karena mereka perlu mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan, dan ke mana harus mengadu. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak boleh membahayakan korban atau pelapor.
[image: ]Pelacakan dan komunikasi juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran. Jika pengaduan serupa terus muncul, perusahaan perlu meninjau akar masalah, bukan hanya menyelesaikan kasus satu per satu. Jika audit menunjukkan pelanggaran berulang di pemasok yang sama, perusahaan perlu mengevaluasi praktik pembeliannya sendiri. Jika pengguna platform berkali-kali mengeluhkan suspend otomatis yang keliru, perusahaan perlu memperbaiki desain sistem dan menyediakan peninjauan manusia. Dengan cara ini, HRDD menjadi proses berkelanjutan yang mengikuti perubahan operasi, teknologi, pasar, regulasi, dan kondisi sosial.
Catatan sumber: Uraian mengenai pelacakan dan komunikasi merujuk pada UNGP, OHCHR, OECD Due Diligence Guidance, dan UNGP Reporting Framework. Rujukan tersebut menekankan bahwa perusahaan perlu melacak efektivitas respons, menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif, serta mengomunikasikan cara dampak HAM ditangani terutama kepada pemangku kepentingan yang terdampak.
Contoh Analisis
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Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
HRDD yang hanya menghasilkan daftar risiko tanpa mengubah keputusan komersial adalah latihan administratif. Nilai proses ini terlihat ketika perusahaan bersedia mengubah target, anggaran, kontrak, atau desain yang menjadi akar masalah.
[bookmark: _bookmark56]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark57]Kasus Indonesia - Kebocoran Data Tokopedia
Dugaan kebocoran data Tokopedia pada 2020 memperlihatkan bahwa perusahaan digital harus memetakan risiko bukan hanya pada server, tetapi juga pada kehidupan pengguna. Data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, dan serangan lanjutan. HRDD digital perlu mencakup keamanan sejak desain, respons insiden, pemberitahuan, dan pemulihan.8F9
Pertanyaan analisis: Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan digital dalam 72 jam pertama setelah mengetahui insiden kebocoran data?
[bookmark: _bookmark58][bookmark: Kasus_Internasional_-_Rana_Plaza_dan_Ran]Kasus Internasional - Rana Plaza dan Rantai Pasok
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Runtuhnya Rana Plaza pada 2013 memperlihatkan kegagalan berlapis dalam rantai pasok: kondisi bangunan, tekanan produksi, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya suara pekerja. Tragedi ini mengajarkan bahwa audit pemasok tidak
[image: ]9 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, keterangan mengenai dugaan kebocoran data Tokopedia, 2020.
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memadai	apabila	praktik	pembelian	merek	global	ikut mendorong kondisi tidak aman.109F

Pertanyaan analisis: Bagaimana kebijakan harga dan tenggat pembeli global dapat berkontribusi terhadap risiko keselamatan pemasok?
[bookmark: _bookmark59]Rangkuman
· HRDD berorientasi pada risiko terhadap manusia dan dilakukan terus-menerus sepanjang kegiatan serta hubungan bisnis.
· Risiko diprioritaskan berdasarkan keparahan, lalu diintegrasikan ke kebijakan, anggaran, kontrak, dan praktik operasional.
· Efektivitas dinilai dari perubahan kondisi dan pengalaman pemegang hak, bukan hanya jumlah audit atau pelatihan.
[bookmark: _bookmark60]Tugas Esai
1. Jelaskan tahapan Human Rights Due Diligence (HRDD) dari identifikasi hingga komunikasi hasil.
2. Mengapa HRDD harus berfokus pada risiko terhadap manusia, bukan hanya risiko terhadap perusahaan?
3. Buat rancangan sederhana HRDD untuk perusahaan perkebunan.
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4. Jelaskan peran direksi dan komisaris dalam tata kelola risiko HAM.
[image: ]5. Bagaimana perusahaan menilai efektivitas tindakan pencegahan dan mitigasi HAM?
10 International Labour Organization, "The Rana Plaza disaster ten years on: What has changed?"
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[bookmark: _bookmark61]Soal Pilihan Ganda
1. HRDD dimulai dengan ...
A. identifikasi dan penilaian dampak
B. pembayaran dividen
C. penghapusan laporan
D. kampanye iklan
2. Fokus utama HRDD adalah ...
A. risiko terhadap manusia
B. risiko reputasi semata
C. laba jangka pendek
D. biaya pemasaran
3. Setelah identifikasi risiko, perusahaan perlu ...
A. mengintegrasikan temuan dan mengambil tindakan
B. menyembunyikan temuan
C. menghentikan seluruh kegiatan tanpa analisis
D. menghapus bukti
4. Tracking dalam HRDD berarti ...
A. memantau efektivitas respons
B. melacak pesaing
C. mencari konsumen baru
D. menambah iklan
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5. Komunikasi HRDD harus ...
[image: ]A. memadai dan dapat dipahami pihak terdampak
B. selalu rahasia
C. hanya untuk pemegang saham mayoritas
D. tanpa data pendukung
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6. Konsultasi bermakna harus melibatkan ...
A. pemegang hak yang terdampak
B. hanya direksi
C. hanya investor
D. hanya konsultan
7. Risiko HAM yang berat diprioritaskan berdasarkan ...
A. skala, ruang lingkup, dan sulit dipulihkan
B. popularitas isu
C. biaya iklan
D. jumlah pesaing
8. Peran komisaris antara lain ...
A. mengawasi tata kelola risiko HAM
B. menjalankan semua operasi harian
C. menggantikan serikat pekerja
D. memutus perkara
9. Audit pemasok saja tidak cukup karena ...
A. akar masalah dapat berasal dari praktik pembelian perusahaan
B. audit selalu dilarang
C. pemasok tidak memiliki pekerja
D. kontrak tidak penting
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10. HRDD yang baik bersifat ...
[image: ]A. berkelanjutan dan berbasis risiko
B. sekali saja
C. hanya setelah terjadi kasus
D. hanya untuk perusahaan besar asing
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[bookmark: _bookmark63][bookmark: _bookmark62][bookmark: BAB_6_HAM_KETENAGAKERJAAN]Capaian Pembelajaran
· Menganalisis hak atas pekerjaan layak, upah, waktu kerja, berserikat, dan PHK.
· Mengidentifikasi bentuk pelanggaran HAM di tempat kerja.
· Menjelaskan mekanisme perlindungan hukum pekerja. 1110F

6.1 [bookmark: _bookmark64][bookmark: 6.1_Hak_atas_Pekerjaan_Layak]Hak atas Pekerjaan Layak
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Hak atas pekerjaan layak merupakan bagian penting dari HAM karena pekerjaan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menentukan martabat, identitas sosial, rasa aman, dan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan layak mencakup kesempatan bekerja secara bebas, perlakuan setara, imbalan yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat pribadi. Hak ini tidak berarti setiap orang dijamin memperoleh jabatan tertentu, tetapi negara dan perusahaan harus menghilangkan hambatan yang tidak adil, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa
[image: ]11 International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, amended 2022.
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hubungan kerja tidak merendahkan manusia menjadi sekadar alat produksi.
Dalam menganalisis hak atas pekerjaan layak, mahasiswa tidak boleh hanya bergantung pada nama kontrak. Seseorang dapat disebut “mitra”, “freelancer”, “tenaga harian”, “pekerja alih daya”, atau “pengemudi platform”, tetapi jika secara faktual ia bergantung secara ekonomi pada satu perusahaan, dikendalikan oleh sistem kerja, diwajibkan mengikuti standar tertentu, atau dapat kehilangan akses kerja secara sepihak, maka kebutuhan perlindungannya harus dinilai secara serius. Realitas hubungan kerja sering lebih penting daripada label formal. Karena itu, pendekatan HAM menuntut mahasiswa melihat unsur kontrol, ketergantungan, risiko, posisi tawar, dan akses terhadap pemulihan.
[image: ]Bagi mahasiswa hukum bisnis, pekerjaan layak perlu dipahami melalui empat dimensi utama. Pertama, adanya kesempatan kerja yang produktif dan tidak dipaksakan. Kedua, adanya hak-hak dasar di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat, larangan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, nondiskriminasi, dan keselamatan kerja. Ketiga, adanya perlindungan sosial, termasuk jaminan atas kecelakaan kerja, kesehatan, hari tua, dan risiko kehilangan penghasilan. Keempat, adanya dialog sosial, yaitu ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk berkomunikasi, berunding, dan menyelesaikan masalah secara adil. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa pekerjaan layak bukan hanya soal memiliki pekerjaan, tetapi juga soal kualitas, keamanan, dan martabat dalam bekerja.


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

69



Catatan sumber: Penjelasan mengenai pekerjaan layak merujuk pada agenda Decent Work ILO yang menekankan penciptaan kerja, hak di tempat kerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial sebagai empat pilar pekerjaan layak. ILO menjelaskan bahwa pekerjaan layak mencakup pekerjaan produktif dengan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial, kebebasan menyampaikan kepentingan, serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan.
6.2 [bookmark: _bookmark65][bookmark: 6.2_Upah,_Waktu_Kerja,_dan_Keselamatan]Upah, Waktu Kerja, dan Keselamatan
Upah merupakan salah satu unsur paling langsung dari hak atas pekerjaan layak. Upah perlu dibayar tepat waktu, transparan, dapat dipahami, dan tanpa diskriminasi. Kepatuhan terhadap upah minimum penting karena menjadi batas hukum paling rendah, tetapi upah minimum tidak selalu otomatis mencerminkan upah yang benar-benar layak bagi setiap pekerja. Kelayakan upah juga berkaitan dengan kebutuhan hidup, jumlah tanggungan, stabilitas pendapatan, biaya transportasi, biaya alat kerja, risiko pekerjaan, jam kerja, dan kondisi wilayah. Karena itu, mahasiswa perlu membedakan antara kepatuhan minimum secara hukum dan kelayakan substantif dari perspektif HAM.
[image: ]Jam kerja dan lembur harus diatur agar pekerja memperoleh waktu istirahat, kehidupan keluarga, pemulihan kesehatan, dan perlindungan dari kelelahan. Jam kerja yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, menurunkan konsentrasi, mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta mengurangi waktu pekerja untuk keluarga dan kehidupan sosial. Lembur harus dilakukan sesuai hukum, dibayar, dibatasi, dan tidak boleh menjadi cara rutin untuk menutup kekurangan tenaga kerja atau mengejar target
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produksi yang tidak realistis. Sistem insentif juga harus diperiksa karena target bonus, komisi, atau rating dapat mendorong pekerja mengabaikan keselamatan.
Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hak pekerja yang tidak dapat diperlakukan sebagai biaya tambahan semata. K3 menuntut identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyediaan alat pelindung, pelatihan, prosedur darurat, pelaporan kecelakaan, pemeriksaan kesehatan, pengawasan, dan perlindungan bagi pekerja yang menolak pekerjaan berbahaya. Dalam perspektif HAM, kecelakaan kerja bukan hanya masalah teknis, tetapi dapat menjadi kegagalan penghormatan terhadap hak atas hidup, kesehatan, dan rasa aman. Perusahaan harus membangun budaya pencegahan, bukan hanya bereaksi setelah kecelakaan terjadi.
Catatan sumber: Uraian mengenai upah, waktu kerja, dan keselamatan merujuk pada prinsip pekerjaan layak ILO serta perkembangan ILO tahun 2022 yang memasukkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai salah satu prinsip dan hak fundamental di tempat kerja. Dalam konteks Indonesia, analisis juga perlu memperhatikan UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksana terkait pengupahan, waktu kerja, istirahat, lembur, dan pemutusan hubungan kerja.
6.3 [bookmark: _bookmark66][bookmark: 6.3_Hak_Berserikat_dan_Perundingan_Kolek]Hak Berserikat dan Perundingan Kolektif
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Kebebasan berserikat memberi pekerja sarana untukmenyampaikan kepentingan secara kolektif. Dalam hubungan kerja, pekerja individual sering berada pada posisi tawar yang lebih	lemah		dibandingkan	perusahaan.		Serikat	 pekerja membantu	menyeimbangkan	posisi	tersebut	dengan merundingkan upah, jam kerja, keselamatan, jaminan sosial, 71




kebijakan disiplin, dan mekanisme penyelesaian keluhan. Hak berserikat juga melindungi pekerja agar dapat menyampaikan pendapat, memilih perwakilan, dan memperjuangkan kepentingannya tanpa takut dihukum. Karena itu, intimidasi, mutasi represif, pemutusan kontrak, pembentukan serikat tandingan, diskriminasi terhadap pengurus, atau pembalasan terhadap anggota serikat merupakan ancaman terhadap HAM ketenagakerjaan.
Perundingan kolektif harus berlangsung dengan itikad baik dan akses pada informasi yang relevan. Itikad baik berarti para pihak tidak hanya hadir secara formal, tetapi bersedia mendengar, memberikan informasi yang diperlukan, menjelaskan alasan, dan mencari solusi yang wajar. Dialog sosial bukan sekadar prosedur administratif. Dialog sosial memungkinkan perusahaan mengenali masalah sebelum berkembang menjadi mogok, sengketa, konflik terbuka, atau krisis reputasi. Bagi pekerja, perundingan kolektif memberi ruang untuk memengaruhi syarat kerja yang langsung memengaruhi hidup mereka.
[image: ]Mahasiswa perlu melihat hak berserikat bukan hanya sebagai isu hubungan industrial, tetapi juga sebagai alat pencegahan pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran, seperti upah tidak dibayar, jam kerja berlebihan, pelecehan, diskriminasi, atau kondisi tidak aman, lebih mudah diketahui ketika pekerja memiliki ruang kolektif untuk menyampaikan keluhan. Jika pekerja takut bersuara, perusahaan dapat kehilangan informasi penting tentang risiko yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap serikat pekerja juga membantu perusahaan menjalankan uji tuntas HAM dan memperbaiki tata kelola.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif merujuk pada prinsip fundamental ILO tentang freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Dalam konteks Indonesia, hak ini juga berkaitan dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan mekanisme hubungan industrial yang mengakui peran pekerja, serikat, pengusaha, dan pemerintah dalam penyelesaian perselisihan.
6.4 [bookmark: _bookmark67][bookmark: 6.4_PHK_dan_Perlindungan_Hukum]PHK dan Perlindungan Hukum
Pemutusan hubungan kerja atau PHK memengaruhi penghidupan pekerja dan keluarga, sehingga harus dipandang sebagai tindakan yang berdampak serius terhadap HAM. PHK tidak hanya menghilangkan pendapatan, tetapi juga dapat memengaruhi akses kesehatan, pendidikan anak, tempat tinggal, status sosial, dan rasa aman. Karena itu, PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah alternatif yang wajar dinilai, seperti penyesuaian jam kerja, pelatihan ulang, pemindahan tugas, dialog dengan serikat, pengurangan lembur, atau langkah efisiensi lain yang tidak langsung mengorbankan pekerja. Prosedur yang adil mencakup alasan yang sah, pemberitahuan yang memadai, dialog, kesempatan membela diri, perlakuan nondiskriminatif, dan pemenuhan hak normatif.
[image: ]Dalam sengketa hubungan industrial, para pihak pada umumnya terlebih dahulu menempuh perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan ke mediasi, konsiliasi, arbitrase untuk jenis perselisihan tertentu, atau Pengadilan Hubungan Industrial. Pendekatan HAM menambahkan perhatian pada kualitas proses, bukan hanya forum formal. Pekerja perlu memperoleh informasi yang jelas,
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waktu yang cukup, akses pendampingan, perlindungan dari pembalasan, dan pemulihan apabila proses PHK tidak adil. Kelompok rentan seperti pekerja hamil, pekerja disabilitas, pekerja migran, pekerja kontrak, atau pekerja dengan posisi tawar lemah memerlukan perhatian khusus agar tidak menjadi korban PHK diskriminatif.
[image: ]Perlindungan hukum pekerja tidak boleh hanya dipahami sebagai pembayaran pesangon. Pemulihan yang adil dapat mencakup pembayaran hak, pemulihan posisi, koreksi catatan kerja, jaminan sosial, bantuan transisi, pelatihan ulang, surat pengalaman kerja, akses informasi, atau penghentian praktik diskriminatif. Dalam kasus PHK massal, perusahaan perlu menilai dampak sosial yang lebih luas dan berdialog dengan pekerja, serikat, pemerintah, serta komunitas terdampak. Dengan demikian, PHK yang manusiawi menuntut proses, alasan, dan pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan sumber: Uraian mengenai PHK dan perlindungan hukum merujuk pada kerangka pekerjaan layak ILO, prinsip nondiskriminasi dan dialog sosial, serta hukum ketenagakerjaan Indonesia, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2021, dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Rujukan tersebut menegaskan pentingnya alasan yang sah, proses yang patut, pemenuhan hak, dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses.
Contoh Analisis
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Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
Dalam praktik, pelanggaran ketenagakerjaan sering bermula dari target produksi, sistem bonus, atau model kontrak. Karena itu, analisis tidak cukup berhenti pada bagian SDM; mahasiswa perlu menelusuri keputusan bisnis yang menciptakan tekanan terhadap pekerja.
[bookmark: _bookmark68]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark69][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Marsinah_dan_Hak_Berse]Kasus Indonesia - Marsinah dan Hak Berserikat
Kasus Marsinah menunjukkan bahwa sengketa upah dan kebebasan berserikat dapat berkembang menjadi pelanggaran terhadap rasa aman, integritas tubuh, dan akses keadilan. Ia mengingatkan bahwa hubungan industrial tidak boleh dikelola melalui intimidasi atau kekerasan.11F12

Pertanyaan analisis: Mengapa perlindungan terhadap kebebasan berserikat juga membutuhkan penyelidikan efektif atas intimidasi dan kekerasan?
[bookmark: _bookmark70]Kasus Internasional - Uber BV v Aslam
[image: ]Dalam Uber BV v Aslam, Mahkamah Agung Inggris menilai kenyataan kontrol platform atas pengemudi dan menyatakan para penggugat berstatus worker. Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa label “mitra” tidak selalu

12 Komnas HAM, dokumentasi kasus Marsinah dan kebebasan berserikat pekerja.
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menghapus hak minimum ketika hubungan kerja secara faktual menunjukkan ketergantungan dan kontrol 13.12F

Pertanyaan analisis: Indikator faktual apa yang dapat digunakan untuk membedakan hubungan kemitraan yang sejati dari hubungan kerja terselubung?
[bookmark: _bookmark71]Rangkuman
· Pekerjaan layak meliputi upah, jam kerja, keselamatan, nondiskriminasi, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat.
· Realitas kontrol dan ketergantungan lebih penting daripada label kontrak dalam menilai kebutuhan perlindungan pekerja.
· PHK yang manusiawi membutuhkan alasan, prosedur, dialog, pemenuhan hak, dan perhatian terhadap dampak transisi.
[bookmark: _bookmark72]Tugas Esai
1. Mengapa pekerjaan layak merupakan bagian dari HAM?
2. Analisis apakah upah minimum selalu dapat dianggap sebagai upah yang layak bagi pekerja.
3. Jelaskan hubungan antara jam kerja, waktu istirahat, lembur, dan martabat manusia.
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4. Mengapa	hak	berserikat	penting	untuk menyeimbangkan posisi tawar pekerja dan perusahaan?
[image: ]5. Analisis	prosedur	PHK	yang	adil	dan	bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja.
13 UK Supreme Court, Uber BV and others v Aslam and others [2021] UKSC 5, 19 February 2021.
76


[image: ]5. Analisis	prosedur	PHK	yang	adil	dan	bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja.
13 UK Supreme Court, Uber BV and others v Aslam and others [2021] UKSC 5, 19 February 2021.
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[bookmark: _bookmark73]Soal Pilihan Ganda
1. Hak atas pekerjaan layak mencakup ...
A. upah adil, kondisi aman, dan perlakuan setara
B. kerja tanpa istirahat
C. larangan berserikat
D. PHK tanpa proses
2. Jam kerja yang manusiawi bertujuan melindungi ...
A. kesehatan, keselamatan, dan kehidupan keluarga
B. merek perusahaan
C. monopoli pasar
D. nilai saham saja
3. Hak berserikat memungkinkan pekerja ...
A. melakukan perundingan kolektif
B. menghapus semua aturan
C. menentukan putusan pengadilan
D. menghindari seluruh kewajiban
4. PHK yang adil memerlukan ...
A. alasan, prosedur, dialog, dan hak pekerja
B. keputusan lisan sepihak
C. tanpa pemberitahuan
D. penghapusan pesangon otomatis
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5. Diskriminasi dalam pekerjaan dapat terjadi pada tahap ...
[image: ]A. rekrutmen, upah, promosi, dan PHK
B. pemasaran saja
C. perpajakan saja
D. pendaftaran merek saja
77


[image: ]A. rekrutmen, upah, promosi, dan PHK
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6. K3 berkaitan dengan hak pekerja atas ...
A. tempat kerja aman dan sehat
B. promosi otomatis
C. dividen
D. hak paten
7. Kerja paksa bertentangan dengan ...
A. kebebasan dan martabat manusia
B. strategi pemasaran
C. lisensi merek
D. persaingan usaha
8. Perundingan bipartit dilakukan antara ...
A. pekerja/serikat dan pengusaha
B. dua pengadilan
C. konsumen dan pemasok
D. pemerintah pusat dan daerah
9. Upah layak dinilai tidak hanya dari angka minimum, tetapi juga ...
A. kebutuhan hidup dan kondisi pekerjaan
B. warna seragam
C. lokasi iklan
D. nilai merek
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10. Pemutusan hubungan kerja seharusnya menjadi ...
[image: ]A. upaya terakhir setelah proses yang patut
B. langkah pertama tanpa dialog
C. hukuman tanpa bukti
D. kewenangan tanpa batas
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[image: ]A. upaya terakhir setelah proses yang patut
B. langkah pertama tanpa dialog
C. hukuman tanpa bukti
D. kewenangan tanpa batas
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BAB 7 KESETARAAN, NONDISKRIMINASI, DAN KELOMPOK RENTAN









[bookmark: _bookmark75][bookmark: _bookmark74][bookmark: BAB_7_KESETARAAN,_NONDISKRIMINASI,_DAN_K]Capaian Pembelajaran
· Memahami diskriminasi langsung dan tidak langsung.
· Mengidentifikasi risiko bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan pekerja migran.
· Merancang akomodasi yang layak dan kebijakan inklusif.
7.1 [bookmark: _bookmark76][bookmark: 7.1_Prinsip_Kesetaraan]Prinsip Kesetaraan
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Kesetaraan tidak selalu berarti semua orang diperlakukan secara identik. Dalam hukum HAM, kesetaraan yang hanya dipahami sebagai perlakuan sama disebut kesetaraan formal. Pendekatan ini penting sebagai titik awal karena melarang perlakuan berbeda yang tidak sah. Namun dalam praktik bisnis, perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama. Orang yang menghadapi hambatan berbeda mungkin memerlukan dukungan berbeda agar dapat menikmati haknya secara nyata. Karena itu, pendekatan kesetaraan substantif lebih tepat digunakan untuk menilai apakah kebijakan perusahaan benar-benar adil bagi pekerja,
[image: ]konsumen, pengguna, dan masyarakat yang terdampak.
Diskriminasi
langsung
terjadi
ketika
seseorang
diperlakukan lebih buruk karena karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, disabilitas, kehamilan, usia, status migran, asal
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sosial, agama, atau identitas kelompok tertentu. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika aturan yang tampak netral menghasilkan kerugian khusus bagi kelompok tertentu. Contohnya, syarat tinggi badan yang tidak relevan dapat menutup kesempatan bagi sebagian pelamar; sistem kerja tanpa fleksibilitas dapat merugikan pekerja dengan tanggung jawab pengasuhan; dan prosedur pengaduan yang hanya tersedia secara daring dapat menyulitkan pekerja atau konsumen yang tidak memiliki akses internet. Keduanya perlu dinilai dari tujuan kebijakan, relevansi syarat, bukti dampak, dan proporsionalitas.
Bagi mahasiswa, prinsip kesetaraan harus dibaca bersama data dan pengalaman nyata. Kebijakan rekrutmen, promosi, upah, disiplin, pemutusan hubungan kerja, akses layanan, dan mekanisme pengaduan dapat terlihat netral di atas kertas, tetapi menghasilkan pola yang tidak adil. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa apakah kelompok tertentu lebih sering ditolak, menerima upah lebih rendah, jarang dipromosikan, lebih sering mendapat sanksi, atau sulit menggunakan kanal pengaduan. Analisis tidak berhenti pada rumusan kebijakan, melainkan melihat hasil kebijakan bagi kelompok yang berbeda.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai kesetaraan dan nondiskriminasi merujuk pada prinsip umum hukum HAM internasional yang menempatkan equality and non-discrimination sebagai dasar perlindungan HAM. OHCHR menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dapat
[image: ]menghambat martabat manusia, membatasi partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta memperkuat peminggiran kelompok tertentu. Prinsip ini juga sejalan dengan kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan untuk mencegah diskriminasi dalam kebijakan dan praktik.
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[image: ]menghambat martabat manusia, membatasi partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta memperkuat peminggiran kelompok tertentu. Prinsip ini juga sejalan dengan kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan untuk mencegah diskriminasi dalam kebijakan dan praktik.
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7.2 [bookmark: _bookmark77][bookmark: 7.2_Gender_dan_Pelecehan]Gender dan Pelecehan
Pekerja perempuan dapat menghadapi berbagai bentuk hambatan di tempat kerja, seperti kesenjangan upah, hambatan promosi, diskriminasi karena kehamilan, pembatasan kesempatan pelatihan, beban pengasuhan yang tidak diakui, pelecehan, serta pembalasan setelah mengadu. Masalah tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk larangan tertulis. Sering kali diskriminasi terjadi melalui budaya kerja, penilaian subjektif, komentar merendahkan, pembagian tugas yang tidak adil, atau asumsi bahwa perempuan kurang berkomitmen karena memiliki tanggung jawab keluarga. Karena itu, perusahaan perlu menilai bukan hanya aturan formal, tetapi juga praktik sehari-hari yang dapat membatasi kesempatan perempuan.
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Pelecehan dan kekerasan di dunia kerja merupakan pelanggaran terhadap martabat, rasa aman, kesehatan, dan kesetaraan. Kebijakan perusahaan harus mencakup pencegahan, definisi yang jelas, kanal pengaduan yang aman, perlindungan dari pembalasan, investigasi independen, dukungan bagi korban, sanksi bagi pelaku, serta pemantauan pola kasus. Proses penanganan tidak boleh menyalahkan korban, memaksa korban berdamai, atau membuka identitas korban tanpa kebutuhan yang sah. Pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja rumah tangga, pekerja informal, dan pekerja platform juga harus mendapat perlindungan karena pelecehan dapat terjadi di berbagai bentuk hubungan kerja.
[image: ]Perspektif gender juga relevan di luar tempat kerja. Perubahan akses lahan, air, transportasi, atau layanan publik akibat proyek bisnis dapat memberi beban yang tidak sama kepada perempuan, terutama ketika mereka memikul tanggung
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[image: ]Perspektif gender juga relevan di luar tempat kerja. Perubahan akses lahan, air, transportasi, atau layanan publik akibat proyek bisnis dapat memberi beban yang tidak sama kepada perempuan, terutama ketika mereka memikul tanggung
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jawab pengasuhan, pengelolaan rumah tangga, dan ekonomi keluarga. Misalnya, pencemaran air dapat menambah beban perempuan yang bertanggung jawab mencari air bersih; relokasi dapat memutus jaringan dukungan sosial; dan jadwal konsultasi yang tidak memperhatikan waktu kerja domestik dapat membuat suara perempuan tidak terdengar. Karena itu, konsultasi dan penilaian dampak harus memperhatikan pengalaman perempuan secara nyata.
Catatan sumber: Uraian mengenai gender, pelecehan, dan kekerasan di dunia kerja merujuk pada ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), yang mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi tersebut menegaskan bahwa kekerasan dan pelecehan dapat menjadi pelanggaran HAM, mengancam kesetaraan kesempatan, serta tidak sesuai dengan pekerjaan layak.
7.3 [bookmark: _bookmark78][bookmark: 7.3_Penyandang_Disabilitas_dan_Akomodasi]Penyandang Disabilitas dan Akomodasi Layak
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Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan kerja, layanan, dan akses yang setara. Dalam pendekatan HAM, disabilitas tidak hanya dilihat sebagai kondisi individu, tetapi sebagai hasil interaksi antara hambatan fisik, komunikasi, sikap, teknologi, dan lingkungan dengan kondisi seseorang. Hambatan tersebut dapat muncul dalam gedung yang tidak aksesibel, informasi yang tidak tersedia dalam format yang mudah dipahami, wawancara kerja yang tidak memberi
[image: ]penyesuaian, sistem digital yang tidak kompatibel dengan teknologi bantu, atau stereotip bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja. Karena itu, perusahaan harus menilai hambatan yang diciptakan oleh sistemnya sendiri.
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[image: ]penyesuaian, sistem digital yang tidak kompatibel dengan teknologi bantu, atau stereotip bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja. Karena itu, perusahaan harus menilai hambatan yang diciptakan oleh sistemnya sendiri.
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Akomodasi yang layak adalah penyesuaian yang diperlukan dan sesuai agar penyandang disabilitas dapat menikmati haknya secara setara, selama tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Bentuknya dapat berupa penyesuaian bangunan, teknologi bantu, format komunikasi, fleksibilitas waktu, penataan tugas, pendampingan, perubahan metode tes, atau penyediaan perangkat kerja tertentu. Penolakan terhadap akomodasi harus didasarkan pada penilaian objektif, bukan stereotip atau asumsi umum. Perusahaan perlu membedakan fungsi esensial pekerjaan dari syarat yang tidak relevan. Misalnya, kemampuan berdiri lama tidak boleh dijadikan syarat jika pekerjaan sebenarnya dapat dilakukan dengan duduk.
Aksesibilitas sejak desain biasanya lebih efektif daripada perbaikan setelah muncul keluhan. Sistem rekrutmen digital, pelatihan, ruang kerja, prosedur keselamatan, dokumen perusahaan, kanal pengaduan, dan layanan konsumen perlu dirancang agar dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Dalam bisnis digital, aksesibilitas mencakup antarmuka yang dapat dibaca pembaca layar, teks alternatif, warna yang cukup kontras, navigasi yang jelas, dan dukungan layanan yang tidak hanya mengandalkan satu saluran. Dengan demikian, akomodasi layak dan aksesibilitas bukan sekadar tindakan belas kasihan, melainkan bagian dari kesetaraan dan nondiskriminasi.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai penyandang disabilitas dan
[image: ]akomodasi layak merujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Konvensi tersebut memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara hambatan dan kondisi individu, serta menegaskan hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan, memperoleh
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[image: ]akomodasi layak merujuk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Konvensi tersebut memandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara hambatan dan kondisi individu, serta menegaskan hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan, memperoleh
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lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan aksesibel, serta menerima akomodasi yang layak di tempat kerja.
7.4 [bookmark: _bookmark79][bookmark: 7.4_Anak,_Migran,_dan_Kelompok_Lain]Anak, Migran, dan Kelompok Lain
Anak harus dilindungi dari pekerjaan yang mengganggu pendidikan, kesehatan, keselamatan, perkembangan fisik dan mental, serta masa depannya. Dalam bisnis, risiko pekerja anak dapat muncul langsung di perusahaan atau tidak langsung melalui pemasok, subkontraktor, pekerjaan rumahan, pertanian, tambang kecil, atau sektor informal. Mahasiswa perlu membedakan pekerjaan ringan yang tidak merugikan dari pekerja anak yang eksploitatif dan berbahaya. Perusahaan harus memiliki sistem verifikasi usia, pengawasan pemasok, rencana perbaikan yang tidak langsung menghilangkan penghidupan keluarga, serta dukungan agar anak dapat kembali ke pendidikan atau layanan perlindungan.
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Pekerja migran rentan terhadap biaya rekrutmen, penahanan dokumen, kontrak yang tidak dipahami, jeratan utang, pemotongan upah, ancaman deportasi, hambatan bahasa, dan keterbatasan akses pengaduan. Risiko ini dapat terjadi sejak proses perekrutan, perjalanan, penempatan, bekerja, hingga kembali ke negara atau daerah asal. Perusahaan perlu memastikan perekrutan yang adil, larangan biaya rekrutmen yang dibebankan kepada pekerja, kontrak dalam bahasa yang dipahami, kebebasan menyimpan dokumen
[image: ]pribadi, akses penerjemah, dan kanal pengaduan yang aman. Perlindungan tidak boleh bergantung pada status migrasi semata, karena setiap pekerja tetap memiliki hak dasar.
84


[image: ]pribadi, akses penerjemah, dan kanal pengaduan yang aman. Perlindungan tidak boleh bergantung pada status migrasi semata, karena setiap pekerja tetap memiliki hak dasar.
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[image: ]Masyarakat adat dan komunitas lokal juga memerlukan perhatian khusus ketika kegiatan bisnis menyangkut tanah, hutan, air, wilayah budaya, atau sumber penghidupan. Mereka tidak boleh dipandang hanya sebagai pihak yang menghambat investasi. Perlindungan harus mencakup informasi yang jelas, konsultasi bermakna, penghormatan terhadap budaya, penilaian dampak sosial dan lingkungan, serta pemulihan apabila terjadi kerugian. Dalam banyak kasus, kehilangan tanah atau akses alam tidak hanya berarti kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya identitas, pengetahuan lokal, hubungan spiritual, dan jaringan sosial.
Kebijakan nondiskriminasi perlu didukung data untuk melihat kesenjangan hasil. Pengumpulan data harus aman, sukarela, proporsional, dan sesuai hukum perlindungan data. Tujuannya bukan memberi label atau mempermalukan kelompok tertentu, melainkan mengetahui apakah proses rekrutmen, upah, promosi, akses pelatihan, keselamatan, dan pengaduan menghasilkan pola yang tidak adil. Data juga harus dibaca bersama konsultasi dan pengalaman pihak terdampak, karena angka saja tidak selalu menjelaskan rasa takut, hambatan budaya, atau pembalasan yang tidak tercatat.
Catatan sumber: Uraian mengenai anak, pekerja migran, dan kelompok lain merujuk pada standar ILO tentang penghapusan pekerja anak, kerja paksa, dan rekrutmen yang adil, serta pada prinsip perlindungan kelompok rentan dalam hukum HAM internasional. ILO Fair Recruitment Initiative menekankan proses rekrutmen yang transparan, diatur, ditegakkan, melindungi hak pekerja, dan mencegah kerja paksa serta perdagangan orang. Rujukan ini juga sejalan dengan perlindungan masyarakat adat dan komunitas
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	lokal melalui partisipasi bermakna dan penghormatan terhadap hak
atas tanah, budaya, informasi, dan pemulihan.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.


Kebijakan “berlaku sama bagi semua orang” dapat terdengar adil, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan. Analisis harus melihat dampak kebijakan, bukan hanya rumusan netralnya.
[bookmark: _bookmark80]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark81][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Diskriminasi_terhadap_]Kasus Indonesia - Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial
Berbagai perkara hubungan industrial di Indonesia menunjukkan kerentanan pekerja perempuan terhadap diskriminasi kehamilan, pelecehan, pembatasan kesempatan, dan pembalasan. Kasus Marsinah juga dapat dibaca melalui interseksi gender, kelas, dan lemahnya posisi tawar pekerja dalam menghadapi kekuasaan.13F14

Pertanyaan analisis: Bagaimana perusahaan dapat membedakan kebijakan yang tampak netral dari kebijakan yang menimbulkan diskriminasi tidak langsung?
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14 Komnas HAM, dokumentasi kasus Marsinah; lihat pula ILO
[image: ]Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.
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[bookmark: _bookmark82][bookmark: Kasus_Internasional_-_Walmart_v_Dukes]Kasus Internasional - Walmart v Dukes
Dalam Walmart v Dukes, pekerja perempuan menuduh adanya pola diskriminasi pengupahan dan promosi. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak sertifikasi gugatan kelompok, tetapi kasus ini tetap penting karena memperlihatkan tantangan membuktikan diskriminasi sistemik ketika keputusan tersebar di banyak unit.14F15
Pertanyaan analisis: Bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan pola diskriminasi sistemik dalam perusahaan besar?
[bookmark: _bookmark83]Rangkuman
· Kesetaraan substantif berusaha menghilangkan hambatan nyata, bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama di atas kertas.
· Perusahaan perlu mencegah diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, pelecehan, dan pembalasan.
· Kelompok rentan membutuhkan desain kebijakan, akomodasi, data, dan mekanisme pengaduan yang sesuai kebutuhan mereka.
[bookmark: _bookmark84]Tugas Esai
1. Jelaskan	perbedaan	antara	perlakuan	sama	dan kesetaraan substantif.
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2. Bagaimana diskriminasi langsung dan tidak langsung dapat muncul dalam kebijakan perusahaan?
[image: ]15 Supreme Court of the United States, Wal-Mart Stores, Inc. v. Dukes, 564 U.S. 338 (2011).
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[image: ]15 Supreme Court of the United States, Wal-Mart Stores, Inc. v. Dukes, 564 U.S. 338 (2011).
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3. Analisis bentuk akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas.
4. Mengapa perempuan, anak, pekerja migran, dan masyarakat adat termasuk kelompok yang memerlukan perhatian khusus?
5. Buat kebijakan perusahaan singkat untuk mencegah pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja.
[bookmark: _bookmark85]Soal Pilihan Ganda
1. Kesetaraan substantif berarti ...
A. mengatasi hambatan nyata agar hasil lebih adil
B. selalu memperlakukan semua orang identik
C. menghapus semua standar
D. memberi hak hanya kepada mayoritas
2. Diskriminasi langsung terjadi ketika ...
A. seseorang diperlakukan lebih buruk karena karakteristik tertentu
B. aturan netral berdampak berbeda
C. perusahaan memberi pelatihan
D. pekerja menerima informasi
3. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika ...
A. aturan tampak netral tetapi merugikan kelompok tertentu
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B. ada penghinaan terbuka saja
[image: ]C. semua orang mendapat akses setara
D. tidak ada dampak
4. Akomodasi yang layak ditujukan terutama untuk ...
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A. menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas
B. menaikkan harga produk
C. mengurangi transparansi
D. membatasi akses kerja
5. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan ...
A. pelanggaran martabat dan kesetaraan
B. masalah pribadi semata
C. strategi manajemen
D. risiko pasar biasa
6. Kebijakan non-diskriminasi harus didukung oleh ...
A. prosedur pengaduan dan perlindungan dari pembalasan
B. slogan saja
C. kerahasiaan tanpa tindak lanjut
D. larangan melapor
7. Kelompok rentan memerlukan perhatian khusus karena ...
A. menghadapi hambatan dan risiko yang lebih besar
B. memiliki hak lebih sedikit
C. selalu lemah secara hukum
D. tidak dapat bekerja
8. Rekrutmen yang adil seharusnya ...
A. berdasarkan kompetensi dan persyaratan relevan
B. berdasarkan stereotip
C. menolak semua disabilitas
D. membatasi perempuan
9. Pembalasan terhadap pelapor diskriminasi ...
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A. harus dilarang
[image: ]89
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B. dibenarkan
C. tidak terkait HAM
D. wajib dilakukan
10. Data keberagaman dapat digunakan untuk ...
A. memantau kesenjangan secara sah dan aman
B. mempermalukan pekerja
C. menyebarkan data pribadi
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D. menghapus pengaduan
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[bookmark: _bookmark87][bookmark: _bookmark86][bookmark: BAB_8_HAM_DALAM_BISNIS_DIGITAL_DAN_PERLI]Capaian Pembelajaran
· Menganalisis privasi, data pribadi, dan dampak algoritma.
· Memahami tanggung jawab platform digital.
· Merancang prinsip pengolahan data berbasis HAM.
[bookmark: _bookmark88][bookmark: 8.1_Privasi_sebagai_HAM]8.1 Privasi sebagai HAM
Privasi merupakan bagian dari HAM karena melindungi ruang pribadi seseorang untuk mengendalikan informasi, identitas, pilihan, hubungan sosial, dan kehidupannya. Dalam masyarakat digital, privasi tidak hanya berarti “rahasia” atau “tidak diketahui orang lain”. Privasi juga berkaitan dengan kemampuan seseorang menentukan data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data digunakan, siapa yang dapat mengaksesnya, berapa lama data disimpan, dan bagaimana data tersebut memengaruhi keputusan tentang dirinya. Karena itu, pelanggaran privasi dapat mengganggu otonomi, rasa aman, reputasi, kesempatan ekonomi, dan kebebasan seseorang mengambil keputusan.
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Dalam bisnis digital, data bukan hanya catatan teknis, tetapi aset ekonomi yang dapat menentukan akses seseorang terhadap kredit, pekerjaan, layanan, harga, asuransi, reputasi, iklan, dan perlakuan platform. Data lokasi dapat menunjukkan pola hidup; data transaksi dapat menggambarkan kondisi

[image: ]91

[bookmark: _bookmark89][bookmark: 8.2_Persetujuan_dan_Transparansi]ekonomi; data kesehatan dapat memengaruhi akses layanan; dan data perilaku dapat digunakan untuk memprediksi kebiasaan atau memengaruhi pilihan. Karena itu, pemrosesan data yang tidak sah, berlebihan, tidak aman, atau tidak transparan dapat menimbulkan kerugian nyata meskipun tidak ada benda fisik yang hilang.
Perlindungan data pribadi mengharuskan adanya dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, pembatasan pengumpulan, keamanan, akurasi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak subjek data. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka bagi pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan subjek data pribadi. Undang-undang ini menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari pelindungan hak konstitusional. Bagi mahasiswa, hal ini berarti bahwa persoalan data tidak cukup dipahami sebagai isu teknologi informasi, tetapi harus dianalisis sebagai isu hukum, tata kelola, dan HAM.
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Catatan sumber: Uraian mengenai privasi dan data pribadi merujuk pada OHCHR tentang privacy in the digital age, yang menegaskan bahwa teknologi berbasis data dan AI dapat melacak, menganalisis, memprediksi, bahkan memengaruhi perilaku manusia sehingga menimbulkan risiko bagi martabat, otonomi, dan privasi. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi, serta
[image: ]larangan penggunaan data pribadi.
8.2 Persetujuan dan Transparansi
Persetujuan dalam pemrosesan data pribadi harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tegas.
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[image: ]larangan penggunaan data pribadi.
8.2 Persetujuan dan Transparansi
Persetujuan dalam pemrosesan data pribadi harus diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tegas.
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Persetujuan yang sah tidak boleh diperoleh melalui paksaan, manipulasi desain, informasi yang disembunyikan, atau pilihan yang sebenarnya tidak tersedia. Dalam praktik digital, pengguna sering diminta menekan tombol “setuju” untuk mengakses layanan. Namun, tombol tersebut belum tentu menunjukkan persetujuan yang bermakna apabila pengguna tidak memahami tujuan pemrosesan, jenis data yang dikumpulkan, risiko penggunaan, pihak penerima data, masa simpan, atau cara menarik persetujuan. Karena itu, kualitas persetujuan harus dinilai dari prosesnya, bukan hanya dari adanya klik atau tanda centang.
Persetujuan juga bukan satu-satunya dasar pemrosesan data. Pemrosesan dapat didasarkan pada dasar hukum lain yang sah, seperti pelaksanaan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan publik, atau kepentingan sah sesuai ketentuan hukum. Namun apa pun dasar yang digunakan, perusahaan tetap wajib menerapkan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, minimisasi data, keamanan, akurasi, dan akuntabilitas. Prinsip minimisasi berarti perusahaan hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, bukan semua data yang secara teknis dapat dikumpulkan. Data juga tidak boleh disimpan selamanya apabila tujuan pemrosesan telah selesai.
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Transparansi harus hadir pada saat keputusan dibuat, bukan hanya tersembunyi dalam dokumen privasi yang panjang.
[image: ]Informasi penting mengenai harga, pembaruan otomatis, penggunaan data lokasi, pembagian data kepada pihak ketiga, iklan terpersonalisasi, profil risiko, dan mekanisme pengaduan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam bisnis digital, desain antarmuka juga dapat memengaruhi 94
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pilihan pengguna. Dark pattern, yaitu desain yang mengarahkan atau memanipulasi pilihan, dapat membuat pengguna menyerahkan data, membeli layanan, atau menerima syarat yang sebenarnya tidak ia kehendaki.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai persetujuan, transparansi, dan prinsip minimisasi merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta prinsip pemrosesan yang terbatas, sah, transparan, akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rujukan ini juga sejalan dengan standar internasional pelindungan data yang menempatkan persetujuan sebagai salah satu dasar pemrosesan, bukan satu-satunya dasar.
8.3 [bookmark: _bookmark90][bookmark: 8.3_Algoritma,_AI,_dan_Diskriminasi]Algoritma, AI, dan Diskriminasi
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Algoritma dan kecerdasan buatan atau AI dapat membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat, misalnya dalam rekrutmen, pemberian kredit, penetapan harga, deteksi penipuan, distribusi order, moderasi konten, atau penilaian risiko. Namun kecepatan dan otomatisasi tidak selalu berarti adil. Algoritma dapat mengulang bias yang terdapat dalam data historis, tujuan bisnis, desain sistem, atau cara hasilnya digunakan. Jika data masa lalu mencerminkan diskriminasi, maka sistem dapat mereproduksi diskriminasi itu dalam bentuk yang tampak objektif. Akibatnya, seseorang dapat ditolak bekerja, mendapat bunga kredit lebih tinggi, kehilangan
[image: ]akses akun, atau menerima perlakuan berbeda tanpa mengetahui alasan yang jelas.
Dampak algoritma dapat muncul pada berbagai hak, seperti privasi, nondiskriminasi, pekerjaan, akses layanan, kebebasan berekspresi, perlindungan konsumen, dan akses
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Dampak algoritma dapat muncul pada berbagai hak, seperti privasi, nondiskriminasi, pekerjaan, akses layanan, kebebasan berekspresi, perlindungan konsumen, dan akses
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pemulihan. Karena itu, penilaian dampak algoritmik perlu memeriksa kualitas dan representasi data, tujuan penggunaan, kelompok yang mungkin dirugikan, tingkat akurasi, risiko kesalahan, kemampuan menjelaskan hasil, pengawasan manusia, dan jalur koreksi. Penggunaan data sensitif atau kategori yang dapat mengungkap identitas pribadi membutuhkan kehati-hatian lebih tinggi karena dapat memperbesar risiko diskriminasi dan pengawasan yang berlebihan.
Bagi mahasiswa, contoh sederhana dapat dilihat pada sistem rekrutmen otomatis. Jika sistem dilatih dengan data perusahaan yang selama bertahun-tahun lebih banyak mempekerjakan kelompok tertentu, maka sistem dapat menganggap pola tersebut sebagai ukuran “kecocokan” dan merugikan pelamar lain. Dalam layanan kredit digital, data lokasi, jenis perangkat, riwayat transaksi, atau pola belanja dapat digunakan untuk menyimpulkan kemampuan membayar, tetapi kesimpulan tersebut dapat salah atau diskriminatif apabila tidak diuji. Karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya pengawasan manusia, hak untuk memperoleh penjelasan yang memadai, dan mekanisme keberatan atas keputusan penting yang memengaruhi hidup seseorang.
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Catatan sumber: Uraian mengenai algoritma, AI, dan diskriminasi merujuk pada OHCHR tentang digital space and human rights yang menyebut risiko pengawasan, sensor, pelecehan daring, bias algoritmik,
[image: ]dan pengambilan keputusan otomatis terhadap hak asasi manusia. Rujukan tambahan berasal dari OECD AI Principles yang menekankan AI tepercaya, penghormatan terhadap HAM dan nilai demokratis, transparansi, kemampuan menjelaskan, keamanan, dan akuntabilitas.
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8.4 [bookmark: _bookmark91][bookmark: 8.4_Platform_dan_Pekerja_Digital]Platform dan Pekerja Digital
Platform digital memengaruhi kondisi pekerja gig, pengguna, konsumen, pembuat konten, pelaku usaha kecil, dan masyarakat luas. Sistem rating, target performa, distribusi order, penetapan tarif, suspend akun, rekomendasi konten, iklan terarah, dan moderasi konten dapat menentukan penghasilan, reputasi, akses pasar, serta kebebasan berekspresi seseorang. Dalam banyak kasus, keputusan platform berlangsung cepat, otomatis, dan sulit dipahami. Karena itu, perusahaan platform harus memastikan bahwa aturan, proses, dan keputusan yang memengaruhi hak pengguna atau pekerja dilakukan secara transparan, proporsional, nondiskriminatif, dan dapat diajukan keberatan.
Mekanisme digital yang sepenuhnya otomatis sering gagal memahami konteks, bukti, bahasa lokal, atau keadaan khusus. Misalnya, akun pengemudi dapat dinonaktifkan karena laporan otomatis, padahal masih diperlukan pemeriksaan atas bukti dan konteks. Konten dapat dihapus karena sistem moderasi salah membaca istilah, satire, dokumentasi kekerasan, atau kritik publik. Untuk keputusan yang memengaruhi penghidupan, reputasi, kebebasan berekspresi, atau akses layanan penting, perusahaan perlu menyediakan peninjauan manusia, alasan yang jelas, tenggat respons, kanal banding yang mudah digunakan, dan perlindungan dari kesalahan berulang.96


	Tanggung jawab platform juga mencakup keseimbangan

	antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari bahaya.

	Platform perlu menangani misinformasi, ujaran kebencian,

	penipuan, pelecehan, eksploitasi, atau konten berbahaya,

	tetapi penanganan tersebut tidak boleh dilakukan secara
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	sewenang-wenang. Aturan komunitas harus jelas, diterapkan
konsisten, dan disertai penjelasan. Pengguna yang terdampak harus mengetahui alasan pembatasan, memiliki akses banding, dan memperoleh pemulihan bila terjadi kesalahan. Dalam konteks pekerja platform, transparansi juga harus mencakup cara sistem menentukan order, insentif, rating, suspend, dan perubahan syarat kerja.
Catatan sumber: Uraian mengenai platform digital merujuk pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights sebagai standar global pencegahan dan penanganan dampak HAM dalam kegiatan bisnis, serta pada pedoman UNESCO dan OHCHR mengenai penilaian dampak HAM pada platform digital. Rujukan tersebut menekankan bahwa platform memengaruhi kebebasan berekspresi, partisipasi, keselamatan, dan akses informasi, sehingga memerlukan uji tuntas HAM, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pemulihan yang dapat digunakan.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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Dalam ekonomi data, kerugian sering terjadi tanpa kehilangan fisik. Hilangnya kendali, profil yang keliru, suspend otomatis, dan manipulasi pilihan dapat sama seriusnya dengan kerugian material.
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[bookmark: _bookmark92]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark93][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Kebocoran_Data_Tokoped]Kasus Indonesia - Kebocoran Data Tokopedia
Kebocoran data Tokopedia menunjukkan bahwa keamanan siber berkaitan langsung dengan HAM. Pengguna dapat kehilangan kendali atas identitas dan menghadapi risiko penipuan. Tanggung jawab perusahaan mencakup pencegahan, deteksi, pembatasan kerusakan, pemberitahuan yang jujur, bantuan kepada pengguna, dan evaluasi sistem.15F16

Pertanyaan analisis: Bentuk pemulihan apa yang realistis bagi pengguna ketika data pribadi tidak dapat “dikembalikan” setelah bocor?
[bookmark: _bookmark94][bookmark: Kasus_Internasional_-_Facebook_dan_Cambr]Kasus Internasional - Facebook dan Cambridge Analytica
Kasus Cambridge Analytica memperlihatkan bagaimana data dan profil perilaku dapat digunakan untuk penargetan politik tanpa pemahaman yang memadai dari pengguna. Persoalannya bukan hanya kebocoran, tetapi juga persetujuan, transparansi, tujuan pemrosesan, manipulasi pilihan, dan akuntabilitas platform.16F17

Pertanyaan analisis: Kapan personalisasi digital berubah menjadi manipulasi yang mengancam otonomi pengguna?






16 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, respons pemerintah terhadap dugaan kebocoran data Tokopedia, 2020.
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17 17UK Information Commissioner's Office, investigation into the use of data analytics in political campaigns and the Cambridge Analytica case.
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[bookmark: _bookmark95]Rangkuman1. Data pribadi melindungi ...
A. identitas dan kendali individu atas informasinya
B. merek perusahaan
C. hak paten
D. nilai tukar

· Privasi dan perlindungan data menjaga otonomi manusia, bukan sekadar kerahasiaan teknis.
· Persetujuan harus bermakna, sedangkan pemrosesan harus terbatas, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
· Algoritma dan platform perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap diskriminasi, penghidupan, kebebasan, dan akses koreksi.
[bookmark: _bookmark96]Tugas Esai
1. Mengapa	privasi	dan	perlindungan	data	pribadi termasuk isu HAM dalam bisnis digital?
2. Jelaskan syarat persetujuan yang sah dalam pemrosesan data pribadi.
3. Analisis risiko HAM dari penggunaan algoritma untuk rekrutmen atau pemberian kredit.
4. Bagaimana perusahaan harus merespons kebocoran data pribadi?
5. Jelaskan hubungan antara desain platform digital, kebebasan berekspresi, dan perlindungan kelompok rentan.
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[bookmark: _bookmark97]Soal Pilihan Ganda
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2. Persetujuan pemrosesan data harus ...
A. spesifik, terinformasi, dan bebas
B. tersembunyi
C. dipaksakan
D. tanpa tujuan jelas
3. Prinsip minimisasi data berarti ...
A. hanya mengumpulkan data yang diperlukan
B. mengumpulkan semua data
C. menyimpan selamanya
D. membagikan tanpa batas
4. Algoritma dapat diskriminatif apabila ...
A. data atau desainnya menghasilkan bias
B. menggunakan komputer
C. bekerja cepat
D. memiliki antarmuka sederhana
5. Kebocoran data dapat berdampak pada ...
A. privasi, keamanan, dan kerugian ekonomi
B. cuaca
C. hak paten saja
D. pajak daerah saja
6. Pengendali data berkewajiban ...
A. menjaga keamanan dan dasar pemrosesan
B. menjual data tanpa batas
C. meniadakan hak subjek data
D. menyimpan tanpa tujuan
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7. Dark pattern adalah ...
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A. desain yang memanipulasi pilihan pengguna
B. fitur keamanan
C. laporan audit
D. metode enkripsi
8. Hak subjek data antara lain ...
A. akses, koreksi, dan penghapusan sesuai hukum
B. mencuri data orang lain
C. menghapus kewajiban perusahaan
D. menentukan pajak
9. Moderasi konten harus menyeimbangkan ...
A. kebebasan berekspresi dan perlindungan dari bahaya
B. laba dan iklan saja
C. pajak dan dividen
D. paten dan merek
10. Privacy by design berarti ...
A. perlindungan privasi dibangun sejak perancangan sistem
B. privasi ditambahkan setelah insiden saja
C. data dibuka untuk umum
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D. keamanan diabaikan
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[bookmark: _bookmark99][bookmark: _bookmark98][bookmark: BAB_9_HAM_DALAM_KONTRAK_BISNIS]Capaian Pembelajaran
· Menjelaskan batas kebebasan berkontrak oleh HAM dan ketertiban umum.
· Menganalisis klausula berisiko HAM.
· Menyusun klausula kontrak yang mendukung uji tuntas dan pemulihan.
9.1 [bookmark: _bookmark100][bookmark: 9.1_Kebebasan_Berkontrak_dan_Batasnya]Kebebasan Berkontrak dan Batasnya
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Kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingan, hak, kewajiban, harga, waktu pelaksanaan, risiko, dan cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini penting dalam hukum bisnis karena memungkinkan transaksi berjalan fleksibel sesuai kebutuhan para pihak. Namun kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Kontrak tetap harus memenuhi syarat sah, itikad baik, kepatutan, ketertiban umum, dan ketentuan wajib. Dari perspektif HAM, kontrak tidak dapat digunakan untuk membenarkan kerja paksa, diskriminasi, pengabaian keselamatan, pelepasan hak minimum pekerja, pembungkaman korban, atau penggunaan data pribadi secara tidak sah. Dengan kata lain, kontrak yang sah secara formal belum tentu adil secara substantif apabila isinya atau proses pembentukannya merugikan martabat manusia.

[image: ]102

Pendekatan HAM menilai isi sekaligus proses kontrak. Isi kontrak perlu diperiksa apakah ada klausula yang terlalu berat sebelah, mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pihak yang lebih lemah, membatasi hak mengadu, menutup akses pemulihan, atau memberi kewenangan sepihak tanpa alasan yang jelas. Proses kontrak juga penting karena persetujuan formal dapat kehilangan makna apabila terdapat ketimpangan informasi, tekanan ekonomi, bahasa yang tidak dipahami, ketiadaan pilihan nyata, atau desain digital yang mendorong pihak lain menekan tombol “setuju” tanpa memahami akibatnya. Karena itu, tanda tangan atau klik “setuju” bukan akhir analisis. Mahasiswa perlu bertanya apakah para pihak benar-benar memahami, memiliki pilihan wajar, dan tidak dipaksa menerima syarat yang merugikan hak dasarnya.
[image: ]Contoh sederhana dapat dilihat pada kontrak baku layanan digital atau kemitraan platform. Jika perusahaan dapat mengubah tarif, menonaktifkan akun, mengambil data lokasi, atau mengubah syarat kerja secara sepihak tanpa pemberitahuan, alasan, dan mekanisme keberatan, maka kontrak tersebut berisiko menimbulkan masalah HAM. Demikian pula, kontrak kerja atau kontrak pemasok yang mewajibkan target sangat tinggi tanpa memperhitungkan keselamatan, upah, dan jam kerja dapat menjadi sumber tekanan terhadap hak pekerja. Oleh sebab itu, analisis kontrak berbasis HAM tidak hanya membaca pasal demi pasal, tetapi juga menilai dampak praktis kontrak terhadap manusia.
E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

Catatan sumber: Uraian mengenai kebebasan berkontrak dan batasnya merujuk pada prinsip umum hukum kontrak, ketentuan wajib dalam hukum nasional, serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab 103



menghormati HAM dalam kegiatan dan hubungan bisnisnya. OHCHR menjelaskan bahwa perusahaan perlu menghindari pelanggaran HAM dan menangani dampak merugikan yang terkait dengan operasi, produk, jasa, dan hubungan bisnisnya.
9.2 [bookmark: _bookmark101][bookmark: 9.2_Klausula_HAM_dalam_Rantai_Pasok]Klausula HAM dalam Rantai Pasok
Klausula HAM dalam rantai pasok adalah ketentuan kontrak yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan produksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan jasa tidak menimbulkan atau memperburuk pelanggaran HAM. Klausula tersebut dapat mengatur standar tenaga kerja, upah, jam kerja, keselamatan, kebebasan berserikat, larangan kerja paksa dan pekerja anak, nondiskriminasi, perlindungan lingkungan, privasi, keamanan data, audit, akses informasi, pelaporan, tindakan korektif, dan pemulihan. Klausula harus jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Rumusan yang terlalu umum, misalnya “pemasok wajib menghormati HAM”, dapat menjadi simbol kepatuhan apabila tidak disertai indikator, prosedur, pembagian tanggung jawab, jadwal, dan konsekuensi yang proporsional.
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Perusahaan pembeli tidak boleh sekadar memindahkan seluruh risiko kepada pemasok. Dalam banyak rantai pasok, pemasok berada pada posisi yang lebih lemah karena bergantung pada pesanan, harga, desain, volume, dan tenggat dari pembeli. Jika kontrak hanya berisi janji pemasok untuk selalu patuh tanpa memperhatikan pengaruh pembeli, maka
[image: ]kontrak dapat mendorong penyembunyian masalah. Pemasok mungkin takut melaporkan pelanggaran karena khawatir kontrak langsung diputus. Kontrak yang lebih bertanggung jawab perlu membagi kewajiban secara realistis, mengatur kerja sama, menyediakan waktu perbaikan, dukungan teknis,
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pembiayaan yang wajar, dan mekanisme pemulihan bagi pekerja atau pihak terdampak.
Klausula HAM yang baik sebaiknya memuat beberapa unsur. Pertama, komitmen para pihak untuk menghormati HAM dan mematuhi hukum yang relevan. Kedua, kewajiban melakukan uji tuntas HAM sebelum dan selama kontrak berjalan. Ketiga, mekanisme pertukaran informasi dan konsultasi dengan pihak terdampak. Keempat, prosedur audit yang tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga kondisi nyata dan suara pekerja. Kelima, rencana tindakan korektif yang memiliki tenggat, indikator, dukungan, dan verifikasi. Keenam, mekanisme pengaduan yang aman. Ketujuh, pemulihan yang berpusat pada korban apabila terjadi dampak. Dengan demikian, kontrak menjadi alat pencegahan dan pemulihan, bukan hanya alat pemindahan risiko hukum.
Catatan sumber: Uraian mengenai klausula HAM dalam rantai pasok merujuk pada UNGP dan penjelasan OHCHR tentang human rights due diligence, yang menekankan identifikasi, pencegahan, mitigasi, pelacakan, dan komunikasi dampak HAM dalam kegiatan serta hubungan bisnis. Rujukan tambahan berasal dari Model Contract Clauses dan Responsible Contracting Project yang mendorong kontrak berbasis tanggung jawab bersama, bukan sekadar pemindahan seluruh risiko kepada pemasok.
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9.3 [bookmark: _bookmark102][bookmark: 9.3_Praktik_Pembelian_yang_Bertanggung_J]Praktik Pembelian yang Bertanggung Jawab
[image: ]Praktik pembelian yang bertanggung jawab berarti
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pembayaran terlambat, atau permintaan perubahan desain tanpa penyesuaian waktu dan biaya dapat membuat pemasok menekan upah, memperpanjang lembur, mengabaikan keselamatan, menggunakan subkontraktor tidak resmi, atau menunda pembayaran pekerja. Oleh sebab itu, konsistensi antara syarat komersial dan kewajiban HAM menjadi bagian dari kontrak yang bertanggung jawab.
Audit pemasok tidak efektif apabila pembeli tidak menilai dampak kebijakannya sendiri. Perusahaan dapat meminta pemasok mematuhi standar upah, jam kerja, dan keselamatan, tetapi pada saat yang sama menetapkan harga dan tenggat yang membuat kepatuhan hampir mustahil. Dalam keadaan demikian, masalah bukan hanya berada pada pemasok, melainkan juga pada desain kontrak dan praktik pembelian pembeli. Kontrak seharusnya membagi kewajiban secara proporsional, mengatur akses informasi, menyediakan ruang untuk menyampaikan risiko, dan menghubungkan tindakan korektif dengan penyebab yang dapat dikendalikan masing-masing pihak.
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Dalam praktik, pembelian yang bertanggung jawab dapat diwujudkan melalui perencanaan pesanan yang realistis, harga yang memungkinkan kepatuhan terhadap standar kerja, pembayaran tepat waktu, pembagian biaya perbaikan, mekanisme perubahan pesanan yang adil, serta komunikasi dini apabila terjadi perubahan permintaan pasar. Pembeli juga perlu
[image: ]menghindari	sanksi	otomatis	yang	membuat	pemasok menyembunyikan	masalah.	Jika	ditemukan	pelanggaran, respons yang lebih tepat sering kali adalah rencana perbaikan, dukungan teknis, verifikasi, dan pemulihan korban. Pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila risiko berat tidak dapat 106


[image: ]menghindari	sanksi	otomatis	yang	membuat	pemasok menyembunyikan	masalah.	Jika	ditemukan	pelanggaran, respons yang lebih tepat sering kali adalah rencana perbaikan, dukungan teknis, verifikasi, dan pemulihan korban. Pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila risiko berat tidak dapat 106

diperbaiki, tetapi harus dirancang sebagai responsible exit agar tidak memperburuk kondisi pekerja atau masyarakat.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai praktik pembelian yang bertanggung jawab merujuk pada OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, yang menekankan bahwa uji tuntas harus membantu perusahaan menghindari dan menangani dampak merugikan terkait pekerja, HAM, lingkungan, konsumen, dan tata kelola dalam operasi serta rantai pasok. Responsible Contracting Project juga menekankan prinsip risk-sharing, responsible purchasing practices, remediation first, dan responsible exit.
9.4 [bookmark: _bookmark103][bookmark: 9.4_Penyelesaian_Sengketa_dan_Pemulihan]Penyelesaian Sengketa dan Pemulihan
[image: ]Klausula penyelesaian sengketa perlu dirancang dengan memperhatikan hak pihak yang terdampak. Dalam kontrak bisnis, para pihak sering memilih negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pilihan forum harus mempertimbangkan biaya, bahasa, lokasi, kerahasiaan, jangka waktu, daya paksa putusan, akses bukti, dan ketimpangan posisi. Arbitrase mungkin sesuai bagi sengketa komersial antarkorporasi yang setara, tetapi tidak selalu cocok untuk keluhan pekerja, konsumen, pengguna platform, atau komunitas lokal yang membutuhkan forum mudah diakses, bantuan hukum, dan keterbukaan informasi. Jika forum terlalu mahal, jauh, tertutup, atau menggunakan bahasa yang tidak dipahami, maka akses pemulihan menjadi lemah meskipun secara kontraktual terlihat tersedia.
Kontrak dapat mewajibkan kerja sama dalam investigasi dan pemulihan, tetapi tidak boleh membungkam korban atau menghilangkan hak yang bersifat wajib. Klausula kerahasiaan harus dibatasi agar tidak menutup informasi mengenai
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keselamatan publik, kesehatan masyarakat, pencemaran, pelecehan, kerja paksa, atau pola pelanggaran yang perlu diketahui pihak terdampak. Kerahasiaan dapat dibenarkan untuk melindungi rahasia dagang, data pribadi, atau keamanan korban, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghalangi pengaduan, pelaporan kepada regulator, bantuan hukum, atau akses korban terhadap pemulihan.
[image: ]Pemulihan dalam kontrak berbasis HAM harus berorientasi pada korban dan penyebab masalah. Bentuknya dapat berupa pembayaran kerugian, pemulihan pekerjaan, perbaikan kondisi kerja, koreksi data, pemberitahuan kepada pengguna, rehabilitasi, pemulihan lingkungan, perubahan prosedur, pelatihan, atau jaminan tidak berulang. Kontrak juga dapat mengatur mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, memiliki tenggat, melindungi pelapor, menyediakan peninjauan independen, dan tidak menutup akses ke forum lain. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya mencari siapa menang dan siapa kalah, tetapi memastikan kerugian nyata dipulihkan dan akar masalah diperbaiki.
Catatan sumber: Uraian mengenai penyelesaian sengketa dan pemulihan merujuk pada pilar ketiga UNGP tentang akses terhadap pemulihan. OHCHR menjelaskan bahwa korban pelanggaran HAM terkait bisnis harus memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial. UNGP juga menegaskan bahwa ketika perusahaan menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak merugikan, perusahaan harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.
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Contoh Analisis

Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
Kontrak bukan hanya alat membagi risiko hukum; ia juga membagi risiko manusia. Kontrak yang tampak efisien bagi satu pihak dapat mendorong pihak lain menekan upah, keselamatan, atau privasi.
[bookmark: _bookmark104]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark105][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Perjanjian_Kemitraan_P]Kasus Indonesia - Perjanjian Kemitraan Pengemudi Platform
Perjanjian kemitraan pengemudi platform di Indonesia sering memberi perusahaan ruang besar untuk mengubah tarif, insentif, akses order, dan status akun. Dari perspektif HAM, persoalannya adalah transparansi, keseimbangan, penggunaan data, proses suspend, dan tersedianya mekanisme keberatan yang independen.17F18

Pertanyaan analisis: Klausula minimum apa yang harus ada agar suspend akun pengemudi berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan?
[bookmark: _bookmark106][bookmark: Kasus_Internasional_-_Uber_BV_v_Aslam]Kasus Internasional - Uber BV v Aslam
Uber v Aslam menunjukkan bahwa pengadilan dapat melihat realitas hubungan di balik teks kontrak. Kontrol platform atas tarif, akses pelanggan, penerimaan perjalanan, dan

E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS


E-BOOK HAK ASASI MANUSIA DALAM DUNIA BISNIS

18 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kebijakan dan dialog
[image: ]mengenai tarif serta perlindungan pengemudi angkutan sewa khusus dan ojek daring.
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penilaian menjadi dasar untuk menilai status pekerja. Putusan ini membatasi penggunaan label kontrak untuk menghindari perlindungan minimum. 1918F

Pertanyaan analisis: Mengapa keadaan faktual hubungan dapat mengalahkan label “mitra independen” dalam kontrak?
[bookmark: _bookmark107]Rangkuman
· Kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum, itikad baik, kepatutan, martabat, dan ketentuan wajib.
· Klausula HAM harus didukung praktik pembelian yang bertanggung jawab dan pembagian kewajiban yang realistis.
· Forum sengketa dan kerahasiaan tidak boleh menghilangkan akses korban terhadap informasi, pengaduan, dan pemulihan.
[bookmark: _bookmark108]Tugas Esai
1. Apakah kontrak yang sah secara formal selalu adil menurut perspektif HAM? Jelaskan.
2. Kapan klausul “para pihak sepakat” tidak cukup membuktikan adanya persetujuan yang bebas dan sadar?
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3. Jika pembeli menekan harga vendor sangat rendah, apakah pembeli ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hak pekerja vendor?
[image: ]19 UK Supreme Court, Uber BV and others v Aslam and others [2021] UKSC 5.
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4. Apakah klausul HAM harus selalu memberikan hak pemutusan kontrak sepihak? Jelaskan alternatif yang lebih proporsional.
5. Analisis kontrak mitra kurir yang memberi perusahaan hak mengubah tarif, menonaktifkan akun, dan memakai data lokasi secara sepihak.
[bookmark: _bookmark109]Soal Pilihan Ganda
1. Kebebasan berkontrak dalam perspektif HAM ...
A. bersifat absolut
B. dibatasi hukum, kepatutan, dan martabat manusia
C. mengalahkan semua undang-undang
D. membolehkan diskriminasi
2. Klik “Saya Setuju” belum tentu menunjukkan consent yang bermakna apabila ...
A. klausul jelas dan dapat ditolak
B. pengguna tidak memiliki pilihan nyata atau informasi memadai
C. layanan berbayar
D. kontrak dibuat tertulis
3. Klausul baku bermasalah terutama jika ...
A. dicetak rapi
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B. berat sebelah dan membatasi tanggung jawab secara
[image: ]tidak wajar
C. menggunakan nomor pasal
D. ditandatangani elektronik
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4. Kontrak rantai pasok yang mendukung HAM sebaiknya memuat ...
A. kewajiban kepatuhan, audit, pelaporan, dan tindakan korektif
B. kerahasiaan tanpa batas
C. pemindahan seluruh tanggung jawab
D. larangan pengaduan
5. Human rights due diligence sebelum kontrak bertujuan ...
A. mengidentifikasi dan mencegah risiko HAM
B. menaikkan harga otomatis
C. menghapus negosiasi
D. membatasi bukti
6. Pemutusan kontrak vendor pelanggar HAM ...
A. selalu satu-satunya solusi
B. perlu dinilai dampaknya dan dapat didahului rencana perbaikan
C. tidak pernah boleh dilakukan
D. otomatis memulihkan korban
7. Klausul privasi yang baik menjelaskan ...
A. jenis data, tujuan, penerima, masa simpan, dan pengaduan
B. slogan perusahaan
C. data pesaing
D. keuntungan pemegang saham
8. Mekanisme pengaduan kontraktual harus ...
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A. mudah diakses, aman, dan tidak membalas pelapor
[image: ]112
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B. mahal dan rahasia
C. hanya tersedia untuk perusahaan
D. tanpa tenggat waktu
9. Responsible exit berarti ...
A. keluar dari hubungan bisnis dengan mempertimbangkan dampak terhadap pekerja dan korban
B. memutus kontrak seketika tanpa analisis
C. menghapus semua bukti
D. menutup kanal pengaduan
10. Klausul kerahasiaan menjadi bermasalah jika ...
A. melindungi rahasia dagang secara wajar
B. digunakan membungkam korban atau menutupi risiko keselamatan
C. membatasi akses dokumen internal saja
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D. memiliki jangka waktu
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[bookmark: _bookmark110][bookmark: BAB_10_HAM_DAN_PERLINDUNGAN_KONSUMEN]BAB 10 HAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
[bookmark: _bookmark111]Capaian Pembelajaran

· Menghubungkan hak konsumen dengan hak atas kesehatan, informasi, dan pemulihan.
· Menganalisis praktik bisnis tidak adil.
· Menjelaskan tanggung jawab produk dan platform.
10.1 [bookmark: _bookmark112][bookmark: 10.1_Konsumen_sebagai_Pemegang_Hak]Konsumen sebagai Pemegang Hak
Konsumen merupakan pemegang hak, bukan sekadar pihak yang membeli barang atau menggunakan jasa. Dalam perspektif HAM, konsumen adalah manusia yang dapat terdampak oleh kualitas, keamanan, informasi, harga, desain, dan cara pelaku usaha menjalankan layanan. Hak atas keamanan, keselamatan, informasi, pilihan, didengar, perlakuan yang adil, privasi, dan ganti rugi berkaitan langsung dengan kesehatan, martabat, standar hidup, dan kemampuan seseorang mengambil keputusan secara bebas. Perspektif HAM menjadi sangat penting ketika barang atau jasa menyangkut kebutuhan dasar, seperti obat, pangan, air, listrik, transportasi, layanan kesehatan, layanan keuangan, pendidikan, perumahan, dan layanan digital.
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UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk kerangka hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberi kepastian hukum, meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, serta

[image: ]115

mendorong perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam praktik modern, perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut toko fisik, tetapi juga platform digital, sistem pembayaran, iklan daring, ulasan pengguna, layanan langganan, pemrosesan data pribadi, algoritma rekomendasi, dan keputusan otomatis yang memengaruhi pilihan konsumen.
Bagi mahasiswa, hubungan antara perlindungan konsumen dan HAM dapat dilihat dari ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya lebih menguasai informasi tentang bahan, risiko, harga, garansi, sistem layanan, penggunaan data, dan kelemahan produk. Konsumen sering hanya melihat iklan, label, tampilan aplikasi, atau janji penjual. Ketika informasi tidak seimbang, konsumen sulit membuat pilihan yang benar-benar bebas dan sadar. Karena itu, hukum perlindungan konsumen berfungsi mengoreksi ketimpangan tersebut agar transaksi tidak merugikan kesehatan, keselamatan, privasi, dan martabat konsumen.
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Catatan sumber: Uraian mengenai konsumen sebagai pemegang hak merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi konsumen serta mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Rujukan tambahan berasal dari United Nations Guidelines for Consumer Protection yang menekankan perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan
[image: ]dan keselamatan, akses pada informasi yang memadai, penyelesaian sengketa dan ganti rugi yang efektif, serta perlindungan bagi konsumen rentan dan pengguna perdagangan elektronik.
115


[image: ]dan keselamatan, akses pada informasi yang memadai, penyelesaian sengketa dan ganti rugi yang efektif, serta perlindungan bagi konsumen rentan dan pengguna perdagangan elektronik.
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10.2 [bookmark: _bookmark113][bookmark: 10.2_Informasi,_Iklan,_dan_Klausula_Baku]Informasi, Iklan, dan Klausula Baku
Informasi merupakan syarat utama agar konsumen dapat membuat keputusan yang bebas dan sadar. Informasi harus benar, jelas, jujur, tidak menyesatkan, dan diberikan sebelum transaksi terjadi. Transparansi bukan sekadar menyediakan dokumen panjang atau tautan syarat dan ketentuan. Informasi penting mengenai harga akhir, biaya tambahan, risiko penggunaan, komposisi, tanggal kedaluwarsa, keamanan produk, pembaruan otomatis, penggunaan data, garansi, pembatalan, pengembalian barang, dan kanal pengaduan harus ditampilkan pada waktu serta format yang mudah dipahami. Jika informasi penting disembunyikan atau dibuat terlalu rumit, maka persetujuan konsumen menjadi lemah.
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Dark pattern, iklan menyesatkan, ulasan palsu, promosi semu, dan klausula baku dapat mengarahkan konsumen pada pilihan yang tidak dikehendaki. Ketimpangan semakin besar ketika pelaku usaha menguasai data, desain aplikasi, sistem rekomendasi, dan akses layanan, sementara konsumen tidak memiliki alternatif yang sebanding. Misalnya, tombol pembatalan langganan dibuat sulit ditemukan, biaya tambahan baru muncul pada tahap akhir pembayaran, atau pilihan menolak pemrosesan data dibuat lebih rumit daripada pilihan menerima. Praktik seperti ini dapat merusak otonomi konsumen karena keputusan yang tampak sukarela sebenarnya
[image: ]dibentuk oleh desain yang manipulatif.
Klausula baku perlu diperiksa dari sudut keseimbangan dan kewajaran. Klausula yang mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen, membatasi hak pengembalian,
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[image: ]dibentuk oleh desain yang manipulatif.
Klausula baku perlu diperiksa dari sudut keseimbangan dan kewajaran. Klausula yang mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen, membatasi hak pengembalian,
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meniadakan garansi, melarang pengaduan, atau memberi pelaku usaha hak mengubah syarat secara sepihak dapat merugikan konsumen. Dalam perspektif HAM, masalahnya bukan hanya kerugian ekonomi kecil, tetapi juga hilangnya akses informasi, pilihan, privasi, dan pemulihan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menilai apakah konsumen memiliki kesempatan nyata untuk memahami, menolak, atau menegosiasikan syarat yang berdampak penting pada haknya.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai informasi, iklan, dan klausula baku merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta mengatur larangan klausula baku tertentu. Rujukan tambahan berasal dari OECD mengenai dark commercial patterns, yaitu desain antarmuka yang mengarahkan, menipu, memaksa, atau memanipulasi konsumen untuk membuat pilihan yang sering kali tidak sesuai dengan kepentingannya.
10.3 [bookmark: _bookmark114][bookmark: 10.3_Keamanan_Produk_dan_Kelompok_Rentan]Keamanan Produk dan Kelompok Rentan
[image: ]Keamanan produk harus dikelola sepanjang siklus hidup, mulai dari desain, pemilihan bahan, produksi, pengujian, distribusi, penyimpanan, pemasaran, penggunaan yang dapat diperkirakan, sampai pembuangan. Produk yang tidak aman dapat mengancam hak atas kesehatan, keselamatan, bahkan hidup. Karena itu, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti ketika produk terjual. Jika risiko ditemukan setelah produk beredar, perusahaan harus memperingatkan konsumen, menghentikan penjualan, menarik produk, memperbaiki produk, mengganti produk, memberi kompensasi, dan bekerja sama dengan regulator. Penarikan produk bukan sekadar
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tindakan reputasi, tetapi bagian dari pencegahan kerugian lanjutan.
Anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, orang dengan kondisi kesehatan tertentu, dan masyarakat berpendapatan rendah dapat lebih rentan terhadap pemasaran agresif atau produk berbahaya. Kerentanan dapat muncul karena keterbatasan informasi, ketergantungan pada produk murah, hambatan membaca label, keterbatasan akses layanan pengaduan, atau dampak ekonomi yang lebih berat ketika terjadi kerugian. Perlindungan perlu memperhatikan kemampuan memahami informasi, aksesibilitas, bahasa, desain kemasan, keamanan penggunaan, dan akibat ekonomi yang tidak seimbang.
Dalam bisnis digital, keamanan produk juga dapat berarti keamanan layanan dan sistem. Aplikasi keuangan, layanan kesehatan digital, platform transportasi, dan perdagangan elektronik dapat menimbulkan risiko apabila sistem pembayaran tidak aman, data bocor, produk palsu beredar, atau mekanisme verifikasi penjual lemah. Platform tidak dapat hanya menyatakan bahwa ia sekadar perantara apabila desain sistemnya memengaruhi kepercayaan konsumen, akses terhadap penjual, metode pembayaran, dan penyelesaian keluhan. Tanggung jawab platform perlu dianalisis berdasarkan perannya dalam mengendalikan informasi, transaksi, algoritma, dan mekanisme pemulihan.
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Catatan sumber: Uraian mengenai keamanan produk dan kelompok rentan merujuk pada United Nations Guidelines for Consumer Protection yang mengakui kebutuhan sah konsumen atas perlindungan dari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan, perlindungan konsumen rentan dan
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kurang beruntung, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. Rujukan nasionalnya adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
10.4 [bookmark: _bookmark115][bookmark: 10.4_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen]Penyelesaian Sengketa Konsumen
Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengaduan internal perusahaan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, regulator sektoral, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, gugatan perdata, mekanisme administratif, atau pengadilan. Tidak semua sengketa memerlukan jalur pengadilan, tetapi setiap mekanisme harus dapat diakses dan efektif. Mekanisme internal perusahaan seharusnya mudah digunakan, gratis atau murah, cepat, memiliki petugas yang berwenang mengambil keputusan, menyediakan nomor pengaduan atau bukti laporan, memberi tenggat respons, serta tidak menghalangi konsumen menggunakan forum lain.
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Pemulihan dapat berupa pengembalian uang, perbaikan, penggantian, kompensasi, koreksi informasi, penarikan produk, penghentian praktik, pemulihan data, permintaan maaf, bantuan kesehatan, dan jaminan tidak berulang. Bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan sifat dan tingkat kerugian. Kupon promosi tidak memadai untuk kerugian kesehatan serius; permintaan maaf saja tidak cukup untuk produk berbahaya; dan pengembalian uang tidak
[image: ]menyelesaikan masalah apabila data pribadi konsumen telah disalahgunakan. Dalam perspektif HAM, pemulihan harus menjawab kerugian nyata dan mencegah korban lain mengalami kerugian serupa.
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[image: ]menyelesaikan masalah apabila data pribadi konsumen telah disalahgunakan. Dalam perspektif HAM, pemulihan harus menjawab kerugian nyata dan mencegah korban lain mengalami kerugian serupa.
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	Mahasiswa perlu menilai efektivitas penyelesaian sengketa
dari sudut konsumen, bukan hanya dari sudut administrasi perusahaan. Pertanyaan yang perlu diajukan antara lain: apakah konsumen mengetahui kanal pengaduan; apakah prosedurnya mudah; apakah bahasa dan dokumennya dapat dipahami; apakah konsumen rentan mendapat bantuan; apakah bukti mudah diajukan; apakah ada perlindungan dari intimidasi; apakah hasilnya dapat dilaksanakan; dan apakah perusahaan menggunakan data pengaduan untuk memperbaiki produk atau praktik bisnis. Mekanisme yang hanya menghasilkan jawaban otomatis tanpa penyelesaian substantif tidak memenuhi standar pemulihan yang efektif.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai penyelesaian sengketa dan pemulihan konsumen merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen dan pembentukan BPSK, serta United Nations Guidelines for Consumer Protection yang menekankan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi konsumen yang efektif. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan bisnis dan HAM yang menempatkan pemulihan sebagai bagian penting dari perlindungan hak.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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[image: ]Konsumen sering dianggap telah memilih secara bebas, padahal pilihan dibentuk oleh informasi, desain aplikasi, kebutuhan mendesak, dan ketimpangan daya tawar. Hukum
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[image: ]Konsumen sering dianggap telah memilih secara bebas, padahal pilihan dibentuk oleh informasi, desain aplikasi, kebutuhan mendesak, dan ketimpangan daya tawar. Hukum
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perlindungan konsumen hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut.
[bookmark: _bookmark116]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark117][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Gagal_Ginjal_Akut_dan_]Kasus Indonesia - Gagal Ginjal Akut dan Obat Sirop
Kasus gagal ginjal akut pada anak yang dikaitkan dengan cemaran dalam obat sirop menunjukkan pentingnya pengawasan bahan, rantai pasok, pengujian, penarikan produk, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban multipihak. Korban membutuhkan pemulihan kesehatan serta kepastian mengenai siapa yang menanggung kerugian.19F20
Pertanyaan analisis: Bagaimana tanggung jawab harus dibagi antara produsen, pemasok bahan, distributor, dan regulator dalam kasus obat berbahaya?
[bookmark: _bookmark118][bookmark: Kasus_Internasional_-_Volkswagen_Dieselg]Kasus Internasional - Volkswagen Dieselgate
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Dieselgate memperlihatkan penggunaan perangkat lunak untuk mengakali uji emisi. Konsumen menerima informasi yang menyesatkan, sementara masyarakat menanggung pencemaran. Penyelesaian yang mencakup pembelian kembali, kompensasi, dan dana mitigasi menunjukkan bahwa kerugian konsumen dan lingkungan dapat dipulihkan secara bersamaan.20F21
[image: ]20 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi resmi penanganan kasus gagal ginjal akut dan pengawasan obat sirop, 2022-2023.
21 21United States Environmental Protection Agency, "Learn About Volkswagen Violations" dan Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement.
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[image: ]20 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi resmi penanganan kasus gagal ginjal akut dan pengawasan obat sirop, 2022-2023.
21 21United States Environmental Protection Agency, "Learn About Volkswagen Violations" dan Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement.
121

[bookmark: _bookmark121]Pertanyaan analisis: Mengapa kompensasi konsumen tidak cukup apabila praktik menyesatkan juga menimbulkan pencemaran publik?
[bookmark: _bookmark119]Rangkuman
· Perlindungan konsumen berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, informasi, privasi, pilihan, dan pemulihan.
· Transparansi harus dapat dipahami dan tidak boleh digantikan oleh klausula panjang atau desain yang manipulatif.
· Pemulihan konsumen harus sesuai dengan sifat kerugian dan dapat mencakup perubahan produk maupun praktik bisnis.
[bookmark: _bookmark120]Tugas Esai
1. Mengapa perlindungan konsumen dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan HAM?
2. Apakah semua kerugian konsumen otomatis merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan batasannya.
3. Apakah tombol “setuju” pada aplikasi selalu berarti konsumen bebas dan sadar menerima seluruh risiko?
4. Apakah diskon atau layanan gratis dapat menjadi alasan perusahaan mengambil data konsumen secara luas?
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5. Analisis kasus aplikasi belanja yang mengirim produk berbeda, mempersulit garansi, dan memakai data konsumen untuk promosi pihak ketiga.
[image: ]Soal Pilihan Ganda
1. Hak konsumen yang paling langsung melindungi kesehatan adalah hak atas ...
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[image: ]Soal Pilihan Ganda
1. Hak konsumen yang paling langsung melindungi kesehatan adalah hak atas ...
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A. keamanan dan keselamatan
B. promosi
C. dividen
D. paten
2. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang ...
A. benar, jelas, dan jujur
B. rumit dan tersembunyi
C. hanya menguntungkan penjual
D. tidak dapat diverifikasi
3. Klausul baku dilarang jika ...
A. mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara tidak wajar
B. memakai bahasa Indonesia
C. dicetak dalam kontrak
D. mencantumkan harga
4. Hak atas ganti rugi muncul ketika ...
A. barang atau jasa menimbulkan kerugian atau tidak sesuai
B. konsumen melihat iklan
C. perusahaan memperoleh laba
D. produk laris
5. Dalam bisnis digital, perlindungan konsumen juga mencakup ...
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A. privasi dan data pribadi
[image: ]B. hak paten perusahaan
C. strategi pajak
D. rahasia dagang pesaing
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[image: ]B. hak paten perusahaan
C. strategi pajak
D. rahasia dagang pesaing
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6. Konsumen rentan memerlukan ...
A. informasi dan layanan yang mudah diakses
B. syarat yang lebih rumit
C. biaya lebih tinggi tanpa alasan
D. penolakan otomatis
7. Iklan menyesatkan melanggar terutama hak konsumen atas
...
A. informasi yang benar
B. kepemilikan saham
C. merek
D. waris
8. BPSK merupakan forum ...
A. penyelesaian sengketa konsumen
B. pendaftaran merek
C. pidana militer
D. perpajakan
9. Pengaduan konsumen yang efektif harus ...
A. mudah, cepat, dan memberi tindak lanjut
B. hanya berupa jawaban otomatis
C. tanpa petugas
D. tanpa bukti
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10. Perlindungan konsumen berbasis HAM menilai transaksidari aspek ...
A. keamanan, keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi
B. laba saja
C. promosi saja
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[image: ]
D. pajak saja
[bookmark: _bookmark122][bookmark: BAB_11_HAM_DAN_LINGKUNGAN_HIDUP_DALAM_AK]BAB 11 HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
AKTIVITAS BISNIS





[bookmark: _bookmark123]Capaian Pembelajaran
· Menjelaskan lingkungan hidup sebagai dimensi HAM.
· Menganalisis tanggung jawab korporasi atas pencemaran dan perubahan iklim.
· Memahami partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan.
11.1 [bookmark: _bookmark124][bookmark: 11.1_Hak_atas_Lingkungan_yang_Baik_dan_S]Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat
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Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi pemenuhan banyak hak dasar manusia. Hak atas hidup, kesehatan, air bersih, pangan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, budaya, dan standar hidup yang layak sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Karena itu, pencemaran udara, air, tanah, kerusakan hutan, kebakaran lahan, limbah berbahaya, atau hilangnya sumber daya alam tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis atau administratif. Ketika kerusakan lingkungan mengganggu kehidupan, kesehatan, penghidupan, atau keberlanjutan komunitas,  persoalan  tersebut  menjadi  bagian  dari
[image: ]perlindungan HAM.
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[image: ]perlindungan HAM.
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Keadilan lingkungan menanyakan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi dan siapa yang menanggung bebannya. Dalam banyak kasus, manfaat proyek dinikmati oleh perusahaan, investor, konsumen, atau pemerintah melalui pajak dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan beban pencemaran, kehilangan lahan, banjir, penyakit, atau berkurangnya sumber penghidupan ditanggung oleh masyarakat lokal. Masyarakat miskin, komunitas adat, nelayan, petani, anak, perempuan, dan kelompok rentan sering menerima risiko lebih besar meskipun memiliki pengaruh kecil dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, analisis lingkungan berbasis HAM harus melihat distribusi manfaat, risiko, suara, dan akses pemulihan.
Bagi mahasiswa, contoh sederhana dapat dilihat pada pencemaran sungai oleh kegiatan industri. Persoalannya tidak berhenti pada apakah perusahaan memiliki izin pembuangan limbah. Analisis harus menilai apakah air sungai masih aman digunakan, apakah masyarakat memperoleh informasi tentang kualitas air, apakah nelayan atau petani kehilangan pendapatan, apakah anak-anak mengalami gangguan kesehatan, dan apakah ada pemulihan yang nyata. Dengan demikian, hak atas lingkungan yang baik dan sehat berfungsi sebagai jembatan antara hukum lingkungan, hukum HAM, dan tanggung jawab korporasi.
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Catatan sumber: Uraian mengenai hak atas lingkungan yang baik dan
[image: ]sehat merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Rujukan internasionalnya mencakup Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/76/300 Tahun 2022 yang mengakui hak atas lingkungan 126


[image: ]sehat merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Rujukan internasionalnya mencakup Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/76/300 Tahun 2022 yang mengakui hak atas lingkungan 126

yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM, serta penjelasan OHCHR bahwa hak ini mencakup udara bersih, air aman, pangan yang berkelanjutan, iklim yang aman, dan ekosistem yang sehat.
11.2 [bookmark: _bookmark125][bookmark: 11.2_Perizinan,_AMDAL,_dan_Partisipasi]Perizinan, AMDAL, dan Partisipasi
Perizinan lingkungan, AMDAL, dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting untuk mencegah kerusakan sebelum kegiatan usaha berjalan. AMDAL seharusnya menjadi proses untuk memahami dampak penting suatu rencana usaha, menilai alternatif lokasi atau teknologi, merumuskan mitigasi, menentukan pemantauan, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi serta keberatan. Karena itu, AMDAL tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen administratif semata yang hanya diperlukan untuk melengkapi izin. Jika AMDAL dibuat sekadar formalitas, risiko terhadap manusia dan ekosistem dapat terlambat diketahui.
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Partisipasi masyarakat harus dilakukan sejak awal, menggunakan informasi yang dapat dipahami, dan memberi ruang nyata untuk memengaruhi keputusan. Konsultasi yang hanya dilakukan setelah desain proyek selesai tidak memenuhi makna partisipasi karena masyarakat hanya diminta menerima keputusan yang sudah hampir final. Persetujuan juga tidak bermakna apabila masyarakat tidak mengetahui risiko, mengalami intimidasi, tidak memiliki akses pada dokumen
[image: ]penting, atau tidak diberi waktu yang wajar untuk menilai dampak. Dalam pendekatan HAM, partisipasi bukan sekadar hadir dalam rapat, melainkan hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dipertimbangkan secara serius, dan memperoleh alasan atas keputusan yang diambil.
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[image: ]penting, atau tidak diberi waktu yang wajar untuk menilai dampak. Dalam pendekatan HAM, partisipasi bukan sekadar hadir dalam rapat, melainkan hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dipertimbangkan secara serius, dan memperoleh alasan atas keputusan yang diambil.
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Mahasiswa perlu membedakan antara izin dan legitimasi sosial. Suatu perusahaan mungkin telah memperoleh izin, tetapi tetap menghadapi masalah HAM jika prosesnya tidak transparan, masyarakat tidak didengar, atau dampak yang muncul lebih berat daripada yang diperkirakan. Perizinan yang baik harus disertai pemantauan, pembaruan data, kewajiban pelaporan, mekanisme pengaduan, dan koreksi ketika risiko berubah. Dengan demikian, izin bukan akhir pengawasan, melainkan awal dari tanggung jawab berkelanjutan untuk memastikan kegiatan bisnis tidak merugikan manusia dan lingkungan.
Catatan sumber: Uraian mengenai perizinan, AMDAL, dan partisipasi merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, sistem informasi lingkungan, hak masyarakat, peran masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan. Rujukan ini juga sejalan dengan prinsip akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan dalam perlindungan lingkungan berbasis HAM.
11.3 [bookmark: _bookmark126][bookmark: 11.3_Tanggung_Jawab_dan_Pemulihan_Lingku]Tanggung Jawab dan Pemulihan Lingkungan
[image: ]Tanggung jawab lingkungan dapat berbentuk administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dapat berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin. Tanggung jawab perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan lingkungan, atau perintah melakukan tindakan tertentu. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila pencemaran atau perusakan memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Namun dari perspektif HAM, pertanyaan utamanya bukan hanya jenis sanksi apa yang
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dijatuhkan, melainkan apakah kerusakan dihentikan, korban dipulihkan, dan kejadian serupa dicegah agar tidak berulang.
Pemulihan lingkungan harus mencakup penghentian sumber pencemaran, pembersihan, restorasi ekosistem, pemulihan kesehatan, pemulihan penghidupan, pemantauan jangka panjang, dan jaminan tidak berulang. Ganti rugi uang hanyalah salah satu komponen. Dalam banyak kasus, kerusakan ekologis memiliki dimensi budaya dan antar-generasi. Hilangnya tanah adat, sumber air, kawasan sakral, hutan, atau wilayah tangkap nelayan tidak selalu dapat dinilai dengan harga pasar. Karena itu, penilaian pemulihan harus melibatkan komunitas terdampak, ahli independen, data ilmiah, dan pengetahuan lokal.
Prinsip penting dalam pemulihan lingkungan adalah pencemar membayar, pencegahan, kehati-hatian, dan pemulihan pada sumbernya. Prinsip pencemar membayar menegaskan bahwa biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan tidak boleh dialihkan kepada korban atau masyarakat. Prinsip kehati-hatian menuntut tindakan pencegahan ketika ada risiko serius meskipun kepastian ilmiah belum sepenuhnya tersedia. Bagi mahasiswa, prinsip-prinsip ini membantu menganalisis mengapa perusahaan tidak dapat menunggu sampai kerusakan menjadi permanen baru bertindak.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pemulihan
[image: ]lingkungan merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009, yang memuat pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan, pembuktian, dan ketentuan pidana. UU tersebut juga menempatkan perlindungan lingkungan sebagai upaya sistematis dan
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terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11.4 [bookmark: _bookmark127][bookmark: 11.4_Perubahan_Iklim_dan_Transisi_Berkea]Perubahan Iklim dan Transisi Berkeadilan
Perubahan iklim memperbesar risiko terhadap hidup, kesehatan, pekerjaan, pangan, air, tempat tinggal, dan keamanan. Bencana iklim, kenaikan suhu, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, kenaikan muka air laut, dan perubahan pola penyakit dapat berdampak langsung pada pekerja, petani, nelayan, masyarakat pesisir, anak, lansia, dan kelompok rentan. Dalam aktivitas bisnis, perusahaan perlu mengukur emisi, mengurangi jejak karbon, menilai risiko iklim terhadap operasi dan komunitas, serta menghindari klaim hijau yang menyesatkan. Klaim lingkungan yang tidak didukung data, target, dan tindakan nyata dapat menjadi greenwashing.
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Transisi menuju ekonomi rendah karbon harus berlangsung adil. Penutupan atau perubahan industri tinggi emisi dapat mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat berdampak pada pekerja, keluarga, usaha kecil, dan daerah yang bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, transisi berkeadilan memerlukan dialog sosial, pelatihan ulang, perlindungan pendapatan, penciptaan pekerjaan hijau yang layak, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan kelompok yang terdampak. Kebijakan lingkungan yang baik tidak boleh
[image: ]memindahkan seluruh beban kepada pekerja dan masyarakat, sementara manfaatnya hanya dinikmati oleh pihak yang memiliki modal.
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	Dalam analisis hukum bisnis, mahasiswa perlu melihat
perubahan iklim sebagai risiko HAM sekaligus risiko tata kelola. Perusahaan yang bergantung pada energi tinggi emisi perlu menilai apakah strategi usahanya sejalan dengan perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, dan kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga harus berhati-hati dalam membuat laporan keberlanjutan agar tidak hanya menonjolkan program kecil sambil menutupi dampak utama kegiatan usahanya. Transisi yang adil menuntut kejujuran data, partisipasi pekerja dan komunitas, serta rencana yang dapat diverifikasi.
Catatan sumber: Uraian mengenai perubahan iklim dan transisi berkeadilan merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/76/300, penjelasan OHCHR mengenai hubungan antara lingkungan sehat dan HAM, serta ILO Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All. ILO menekankan bahwa transisi menuju ekonomi berkelanjutan harus adil dan inklusif, menciptakan pekerjaan layak, melindungi pekerja, serta melibatkan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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[image: ]Izin lingkungan tidak mengubah pencemaran menjadi sah. Kualitas pengelolaan harus dinilai dari kondisi nyata, data pemantauan, dan pengalaman masyarakat, bukan hanya kelengkapan dokumen.
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[bookmark: _bookmark128]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark129][bookmark: Kasus_Indonesia_-_PT_Kallista_Alam_dan_R]Kasus Indonesia - PT Kallista Alam dan Rawa Tripa
Perkara PT Kallista Alam mengenai kerusakan gambut Rawa Tripa menunjukkan penggunaan gugatan lingkungan untuk meminta ganti rugi dan biaya pemulihan. Kasus ini penting karena kerusakan gambut tidak hanya berdampak pada lahan, tetapi juga keanekaragaman hayati, iklim, kesehatan, dan penghidupan masyarakat.21F22
Pertanyaan analisis: Mengapa biaya pemulihan ekologis dapat jauh lebih besar daripada nilai ekonomi lahan yang rusak?
[bookmark: _bookmark130][bookmark: Kasus_Internasional_-_Shell_di_Delta_Nig]Kasus Internasional - Shell di Delta Niger
Pencemaran minyak di Delta Niger berdampak pada air, tanah, perikanan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi. Proses pemulihan yang panjang menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak selesai dengan membersihkan sebagian lokasi; masyarakat memerlukan informasi, pemantauan independen, pemulihan mata pencaharian, dan kepastian tidak berulang.22F23
Pertanyaan analisis: Indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemulihan Delta Niger benar-benar dirasakan komunitas?
[bookmark: _bookmark131]Rangkuman
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· Hak atas lingkungan menopang banyak hak lain dan harus
[image: ]dipertimbangkan dalam seluruh siklus kegiatan bisnis.
22 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, penegakan hukum perkara PT Kallista Alam.
23 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of Ogoniland, 2011.
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[image: ]dipertimbangkan dalam seluruh siklus kegiatan bisnis.
22 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, penegakan hukum perkara PT Kallista Alam.
23 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of Ogoniland, 2011.
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· AMDAL dan partisipasi masyarakat harus memengaruhi keputusan, bukan sekadar memenuhi formalitas perizinan.
· Pemulihan lingkungan memerlukan penghentian sumber kerusakan, restorasi, pemulihan manusia, dan jaminan tidak berulang.
[bookmark: _bookmark132]Tugas Esai
1. Mengapa kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM?
2. Apakah pembangunan ekonomi boleh mengorbankan sebagian kualitas lingkungan? Berikan argumentasi hukum.
3. Mengapa tanggung jawab lingkungan tidak cukup hanya diserahkan kepada pemerintah?
4. Jelaskan hak masyarakat atas informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Analisis kasus pencemaran oleh korporasi dengan menggunakan prinsip pencegahan, pencemar membayar, dan pemulihan.
[bookmark: _bookmark133]Soal Pilihan Ganda
1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam ...
A. UUD 1945
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B. hanya kontrak perusahaan
[image: ]C. anggaran dasar
D. iklan
2. Kerusakan lingkungan dapat memengaruhi hak atas ...
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[image: ]C. anggaran dasar
D. iklan
2. Kerusakan lingkungan dapat memengaruhi hak atas ...
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A. hidup, kesehatan, air, pangan, dan tempat tinggal
B. merek saja
C. paten saja
D. dividen saja
3. Prinsip pencemar membayar berarti ...
A. pencemar menanggung biaya pencegahan dan pemulihan
B. korban membayar semua biaya
C. negara selalu menanggung sendiri
D. biaya dihapus
4. AMDAL bertujuan ...
A. menilai dampak penting sebelum kegiatan dilaksanakan
B. menggantikan semua izin
C. menghapus partisipasi publik
D. menjamin tidak ada risiko
5. Partisipasi masyarakat harus ...
A. bermakna dan dilakukan sejak awal
B. hanya setelah keputusan final
C. dibatasi tanpa alasan
D. diganti iklan
6. Prinsip kehati-hatian digunakan ketika ...
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A. terdapat risiko serius meskipun kepastian ilmiah belum penuh
[image: ]B. tidak ada risiko
C. laba menurun
D. produk tidak laku
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[image: ]B. tidak ada risiko
C. laba menurun
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7. Perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan apabila
...
A. kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan
B. hanya ada kritik media
C. izin masih berlaku
D. telah membayar pajak
8. Greenwashing adalah ...
A. klaim lingkungan yang menyesatkan atau tidak didukung tindakan nyata
B. proses daur ulang
C. audit independen
D. restorasi ekosistem
9. Kelompok masyarakat yang terdampak harus memperoleh
...
A. informasi, partisipasi, dan akses pemulihan
B. kerahasiaan total
C. larangan menggugat
D. beban pembuktian yang mustahil
10. Tanggung jawab lingkungan korporasi tetap ada meskipun
...
A. perusahaan memiliki izin
B. pencemaran terbukti
C. [image: ]ada korban
D. ada putusan
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BAB 12 STUDI KASUS PELANGGARAN HAM OLEH KORPORASI







[bookmark: _bookmark135][bookmark: _bookmark134][bookmark: BAB_12_STUDI_KASUS_PELANGGARAN_HAM_OLEH_]Capaian Pembelajaran
· Menerapkan kerangka analisis pada kasus nyata.
· Mengidentifikasi pola kegagalan tata kelola.
· Merumuskan langkah pencegahan dan pemulihan.
[bookmark: _bookmark136][bookmark: 12.1_Metode_Analisis_Kasus]12.1 Metode Analisis Kasus
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Analisis kasus pelanggaran HAM oleh korporasi harus dimulai dengan membedakan fakta terverifikasi, dugaan, tanggapan perusahaan, temuan lembaga, laporan media, kesaksian korban, hasil audit, dan putusan pengadilan. Pembedaan ini penting karena kasus korporasi sering kompleks, melibatkan banyak aktor, dan berlangsung dalam waktu panjang. Kesimpulan yang terlalu cepat dapat merugikan korban yang membutuhkan pengakuan, tetapi juga dapat merugikan pihak yang dituduh apabila informasi belum diuji. Karena itu, mahasiswa harus membangun analisis berdasarkan sumber yang beragam, menjelaskan tingkat kepastian informasi, dan menyebut bagian mana yang masih berupa klaim atau membutuhkan pembuktian lebih lanjut.Langkah berikutnya adalah menyusun kronologi, peta aktor, hubungan korporasi, hak yang terdampak, bentuk keterlibatan perusahaan, peran negara, serta forum penyelesaian yang tersedia. Kronologi membantu melihat kapan risiko
136




pertama kali muncul, siapa yang mengetahui risiko tersebut, tindakan apa yang dilakukan, dan apakah ada kesempatan untuk mencegah dampak. Peta aktor membantu membedakan perusahaan induk, anak perusahaan, pemasok, kontraktor, pemberi pembiayaan, regulator, aparat keamanan, pekerja, masyarakat, dan korban. Kerangka menyebabkan, berkontribusi, dan terkait langsung membantu menentukan tanggung jawab yang berbeda bagi setiap aktor, termasuk apakah perusahaan perlu menghentikan tindakan, membantu pemulihan, menggunakan pengaruh, atau memperbaiki sistem pengawasan.
Mahasiswa juga perlu menilai bukti dari beberapa kategori. Bukti pertama adalah bukti faktual, seperti foto, dokumen, rekaman, data kesehatan, data lingkungan, kontrak, atau laporan inspeksi. Bukti kedua adalah bukti hubungan, misalnya hubungan kepemilikan, kontrak pasok, pembiayaan, pengawasan, atau instruksi operasional. Bukti ketiga adalah bukti pengetahuan atau kemampuan mengetahui risiko, misalnya peringatan sebelumnya, laporan audit, keluhan pekerja, atau informasi regulator. Bukti keempat adalah bukti respons, yaitu tindakan perusahaan dan negara setelah mengetahui risiko. Bukti kelima adalah bukti dampak, termasuk kerugian fisik, ekonomi, sosial, psikologis, lingkungan, dan kebutuhan pemulihan. Dengan cara ini, analisis kasus menjadi lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada opini umum.
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Catatan sumber: Metode analisis ini merujuk pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights yang menekankan kewajiban negara	untuk	melindungi,	tanggung	jawab	perusahaan	untuk menghormati, dan akses korban terhadap pemulihan. UNGP juga menggunakan kategori keterlibatan perusahaan berupa menyebabkan, 137




berkontribusi, dan terkait langsung, serta menempatkan uji tuntas HAM sebagai proses untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak HAM.
[bookmark: _bookmark137][bookmark: 12.2._Rana_Plaza_dan_Rantai_Pasok_Garmen]12.2. Rana Plaza dan Rantai Pasok Garmen
Rana Plaza memperlihatkan bagaimana pelanggaran HAM dalam rantai pasok dapat terjadi karena gabungan faktor teknis, komersial, dan tata kelola. Bangunan yang tidak aman, penggunaan ruang yang tidak sesuai, beban mesin produksi, lemahnya inspeksi, tekanan produksi, serta terbatasnya suara pekerja bertemu dalam satu bencana. Kasus ini menunjukkan bahwa risiko HAM tidak selalu muncul dari satu keputusan tunggal, melainkan dari rangkaian keputusan yang saling memperkuat. Pekerja berada pada posisi paling rentan karena mereka menghadapi bahaya langsung, tetapi sering tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan produksi atau menolak masuk kerja ketika ada ancaman keselamatan.
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Pelajaran penting dari Rana Plaza adalah keterbatasan audit sosial yang hanya memeriksa dokumen atau dilakukan secara terjadwal. Audit yang dapat diprediksi, berfokus pada daftar periksa administratif, dan tidak memberi ruang aman bagi pekerja mudah gagal mendeteksi bahaya nyata. Perbaikan membutuhkan inspeksi teknis independen, transparansi daftar pemasok, keterlibatan serikat pekerja, mekanisme pengaduan yang aman, pembiayaan renovasi, dan kontrak pembelian yang
[image: ]tidak menekan pemasok sampai mengabaikan keselamatan. Tanggung jawab tidak berhenti pada pemilik gedung atau pemasok lokal; merek global dan pembeli utama juga perlu menilai apakah praktik pembelian mereka ikut menciptakan tekanan yang membahayakan pekerja.
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Bagi mahasiswa, Rana Plaza dapat dianalisis melalui beberapa pertanyaan. Apakah pembeli mengetahui atau seharusnya mengetahui kondisi pabrik? Apakah tenggat produksi dan harga pembelian mendorong pemasok mengambil risiko? Apakah pekerja memiliki hak untuk menolak bekerja di bangunan berbahaya? Apakah pemerintah menjalankan inspeksi secara efektif? Apakah korban memperoleh kompensasi, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan jaminan tidak berulang? Pertanyaan ini membantu mahasiswa melihat bahwa pelanggaran HAM dalam rantai pasok tidak dapat diselesaikan hanya dengan audit sesaat, tetapi memerlukan perubahan model bisnis, kontrak, pengawasan, dan perlindungan pekerja.
Catatan sumber: Uraian mengenai Rana Plaza merujuk pada berbagai kajian bisnis dan HAM yang menempatkan bencana tersebut sebagai contoh kegagalan keselamatan kerja, lemahnya pengawasan, dan tekanan rantai pasok. Institute for Human Rights and Business mencatat bahwa Rana Plaza menewaskan 1.134 orang dan melukai ribuan pekerja, serta menunjukkan perlunya transparansi rantai pasok, kontrak yang bertanggung jawab, dan perlindungan pekerja yang lebih kuat. Business & Human Rights Resource Centre juga mencatat bahwa reformasi setelah Rana Plaza masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keadilan bagi korban dan perlindungan keselamatan yang berkelanjutan.
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[bookmark: _bookmark138][bookmark: 12.3_Bhopal_dan_Industri_Berisiko_Tinggi]12.3 Bhopal dan Industri Berisiko Tinggi
[image: ]Bhopal memperlihatkan karakter pelanggaran HAM dalam industri berisiko tinggi. Persoalannya tidak hanya terletak pada kebocoran gas sebagai peristiwa sesaat, tetapi juga pada desain fasilitas, pemeliharaan, sistem keselamatan, informasi bahaya, kesiapsiagaan darurat, standar perusahaan induk,
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pengawasan negara, yurisdiksi, kompensasi, bukti kesehatan, dan pemulihan jangka panjang. Bencana industri dapat menimbulkan dampak berlapis: kematian, penyakit kronis, trauma, kehilangan penghidupan, pencemaran tanah dan air, serta dampak lintas generasi. Karena itu, Bhopal harus dipahami sebagai contoh bahwa kegagalan keselamatan teknis dapat berkembang menjadi persoalan HAM yang berlangsung puluhan tahun.
Dalam industri berbahaya, pencegahan harus didasarkan pada skenario terburuk yang masuk akal, bukan hanya pada keadaan normal. Perusahaan perlu memastikan desain fasilitas yang aman, pemeliharaan berkala, sistem peringatan dini, pelatihan pekerja, informasi bahaya bagi masyarakat sekitar, latihan darurat, koordinasi dengan pemerintah, serta rencana pemulihan sebelum kecelakaan terjadi. Negara juga wajib menetapkan standar, melakukan inspeksi, menindak pelanggaran, dan memastikan korban memiliki akses terhadap perawatan medis serta pemulihan. Jika perusahaan induk menetapkan standar keselamatan, teknologi, atau pengawasan grup, maka hubungan antara perusahaan induk dan operasi lokal perlu dianalisis secara serius.
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Bagi mahasiswa, Bhopal mengajarkan bahwa pemulihan tidak dapat dibatasi pada pembayaran uang satu kali. Korban dapat membutuhkan perawatan kesehatan jangka panjang, pemantauan  penyakit,  air  bersih,  pembersihan  limbah,
[image: ]pemulihan lingkungan, dukungan psikososial, pengakuan fakta, dan akses keadilan. Kasus ini juga menunjukkan kesulitan
pembuktian
ketika
struktur
perusahaan
multinasional,
perbedaan yurisdiksi, dan ketimpangan sumber daya membuat korban sulit menuntut pihak yang memiliki kekuasaan nyata.
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perbedaan yurisdiksi, dan ketimpangan sumber daya membuat korban sulit menuntut pihak yang memiliki kekuasaan nyata.
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Oleh karena itu, analisis harus menggabungkan aspek keselamatan industri, tata kelola perusahaan, kewajiban negara, dan akses pemulihan.
Catatan sumber: Uraian mengenai Bhopal merujuk pada pernyataan OHCHR tahun 2024 yang menekankan bahwa dampak Bhopal masih berlanjut melalui kontaminasi, gangguan kesehatan, dan tuntutan korban atas pemulihan yang memadai. OHCHR mencatat bahwa paparan gas dan pencemaran lanjutan telah berdampak pada ratusan ribu orang serta menimbulkan persoalan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Institute for Human Rights and Business juga menyoroti Bhopal sebagai pelajaran penting tentang akuntabilitas korporasi, celah pertanggungjawaban lintas negara, dan keterbatasan kompensasi yang tidak melibatkan korban secara memadai.
[bookmark: _bookmark139][bookmark: 12.4_Kasus_Kontekstual_Indonesia]12.4 Kasus Kontekstual Indonesia
[image: ]Kasus korporasi di Indonesia dapat muncul di sektor ekstraktif, perkebunan, manufaktur, infrastruktur, keuangan, digital, transportasi, konsumen, maupun lingkungan. Analisis harus menghindari generalisasi karena setiap sektor memiliki model bisnis, bentuk hubungan, kelompok terdampak, aturan, dan pola risiko yang berbeda. Sektor ekstraktif sering berkaitan dengan tanah, lingkungan, masyarakat adat, keamanan, dan pemulihan ekologis. Sektor perkebunan dapat menyangkut konflik lahan, pekerja harian, rantai pasok, pestisida, dan akses air. Sektor digital dapat berkaitan dengan data pribadi, algoritma, suspend akun, dan perlindungan konsumen. Karena itu, mahasiswa perlu memahami konteks sektor sebelum menarik kesimpulan tentang tanggung jawab.
Rekomendasi dalam kasus kontekstual Indonesia tidak cukup  berupa  “perusahaan  harus  menaati  hukum”.
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Rekomendasi harus operasional, yaitu menyebut siapa yang bertanggung jawab, tindakan apa yang harus dilakukan, kapan dilaksanakan, anggaran apa yang diperlukan, indikator keberhasilan apa yang digunakan, siapa yang mengawasi, bagaimana korban dilibatkan, dan mekanisme pemulihan apa yang tersedia. Jika masalahnya adalah pencemaran, rekomendasi harus menyebut penghentian sumber pencemaran, pemantauan independen, layanan kesehatan, kompensasi, pemulihan lingkungan, dan jaminan tidak berulang. Jika masalahnya adalah PHK atau diskriminasi, rekomendasi harus mencakup proses yang adil, pemulihan hak, perlindungan dari pembalasan, dan perbaikan kebijakan.
[image: ]Dalam menyusun analisis Indonesia, mahasiswa perlu menggabungkan sumber hukum nasional dan standar internasional. UUD NRI 1945, UU HAM, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, pelindungan data pribadi, hukum perseroan, perizinan, kontrak, serta putusan pengadilan harus dibaca bersama kerangka UNGP dan Stranas Bisnis dan HAM. Mahasiswa juga perlu memperhatikan bukti lokal, seperti dokumen izin, AMDAL, laporan pengaduan, peta wilayah, data kesehatan, data lingkungan, kontrak kerja, kebijakan perusahaan, dan keterangan komunitas. Dengan pendekatan ini, analisis menjadi lebih dekat dengan realitas Indonesia dan tidak hanya mengulang teori umum.
Catatan sumber: Uraian mengenai kasus kontekstual Indonesia merujuk pada kerangka UNGP, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta prinsip analisis kasus berbasis fakta, pemegang hak,
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	keterlibatan aktor, dan pemulihan. Kerangka ini menuntut
rekomendasi yang spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, dan berorientasi pada korban, bukan sekadar pernyataan umum tentang kepatuhan hukum.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih
sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu
rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.


Kasus nyata jarang memiliki satu penyebab. Biasanya terdapat gabungan desain buruk, tekanan biaya, pengawasan lemah, budaya diam, serta mekanisme pengaduan yang tidak dipercaya. Analisis harus mencari pola sistemik tersebut.
[bookmark: _bookmark140]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark141][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Lumpur_Sidoarjo_sebaga]Kasus Indonesia - Lumpur Sidoarjo sebagai Pelanggaran HAM oleh Aktivitas Bisnis
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Lumpur Sidoarjo dapat dipelajari sebagai rangkaian dampak terhadap tempat tinggal, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Analisis yang baik perlu memeriksa sebab, standar kehati-hatian, peran perusahaan dan negara, kualitas kompensasi, serta kebutuhan pemulihan jangka panjang.23F24
[image: ]24 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, sejarah dan penanganan semburan Lumpur Sidoarjo.
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[image: ]24 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, sejarah dan penanganan semburan Lumpur Sidoarjo.
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Pertanyaan analisis: Susun lima kategori bukti yang diperlukan untuk menilai tanggung jawab dalam kasus Lumpur Sidoarjo.
[bookmark: _bookmark142][bookmark: Kasus_Internasional_-_Bhopal_sebagai_Ben]Kasus Internasional - Bhopal sebagai Bencana Industri
Bhopal menjadi contoh bencana industri yang menguji akuntabilitas perusahaan multinasional. Perbedaan yurisdiksi, struktur perusahaan, keterbatasan bukti, dan ketimpangan sumber daya korban memperlihatkan bahwa akses keadilan sering sama pentingnya dengan norma substantif.24F25
Pertanyaan analisis: Bagaimana struktur perusahaan multinasional dapat mempersulit pembuktian dan pelaksanaan pemulihan dalam perkara Bhopal?
[bookmark: _bookmark143]Rangkuman
· Analisis kasus harus membedakan fakta, tuduhan, tanggapan, temuan, dan putusan serta menggunakan sumber yang beragam.
· Keterlibatan setiap aktor dinilai berdasarkan sebab, kontribusi, hubungan bisnis, pengaruh, dan kewajiban hukumnya.
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· Rekomendasi harus operasional: pihak, tindakan, tenggat, anggaran, indikator, pengawasan, dan pemulihan.
[image: ]25 Government of India dan sumber resmi mengenai Bhopal Gas Leak Disaster; lihat juga dokumen pengadilan terkait penyelesaian perkara Union Carbide.
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[image: ]25 Government of India dan sumber resmi mengenai Bhopal Gas Leak Disaster; lihat juga dokumen pengadilan terkait penyelesaian perkara Union Carbide.
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[bookmark: _bookmark144]Tugas Esai
1. Analisis faktor tata kelola yang menyebabkan pelanggaran HAM oleh korporasi dapat berlangsung lama.
2. Bandingkan kasus korporasi di Indonesia dan internasional dari aspek hak terdampak, penyebab, dan pemulihan.
3. Kapan perusahaan induk dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan anak perusahaan atau pemasok?
4. Jelaskan peran audit, whistleblowing, media, dan masyarakat sipil dalam mengungkap pelanggaran HAM korporasi.
5. Pilih satu kasus nyata dan susun rekomendasi pencegahan agar pelanggaran tidak berulang.
[bookmark: _bookmark145]Soal Pilihan Ganda
1. Analisis kasus HAM korporasi sebaiknya dimulai dari ...
A. fakta, pemegang hak, hak terdampak, dan keterlibatan para pihak
B. reputasi perusahaan saja
C. harga saham saja
D. iklan perusahaan
2. Kegagalan tata kelola dapat berupa ...
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A. pengawasan lemah dan insentif yang mendorong pelanggaran
[image: ]B. laporan transparan
C. pengaduan efektif
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[image: ]B. laporan transparan
C. pengaduan efektif
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D. audit independen
3. Whistleblower perlu dilindungi dari ...
A. pembalasan
B. pelatihan
C. promosi
D. konsultasi
4. Perusahaan induk dapat terkait jika ...
A. mengendalikan, berkontribusi, atau terhubung langsung melalui hubungan bisnis
B. tidak mengetahui apa pun dan tidak terkait
C. hanya memiliki nama mirip
D. berada di negara berbeda saja
5. Audit sosial yang baik harus ...
A. melibatkan pekerja dan memeriksa kondisi nyata
B. hanya memeriksa dokumen formal
C. diumumkan mendadak tanpa wawancara
D. mengabaikan keluhan
6. Kasus Rana Plaza menunjukkan risiko ...
A. keselamatan kerja dan tekanan rantai pasok
B. pelanggaran merek
C. sengketa pajak
D. kepailitan bank
7. Kasus Bhopal menunjukkan pentingnya ...
A. keselamatan industri dan pemulihan jangka panjang
B. promosi produk
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C. perluasan pasar
[image: ]146
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D. rahasia dagang
8. Pelanggaran HAM korporasi sering berulang apabila ...
A. akar masalah dan insentif bisnis tidak diperbaiki
B. ada laporan publik
C. korban dipulihkan
D. pengawasan diperkuat
9. Dokumentasi bukti penting untuk ...
A. akuntabilitas dan pemulihan
B. menghapus hak korban
C. menutup pengaduan
D. memperpanjang sengketa tanpa tujuan
10. Remediasi korporasi harus berorientasi pada ...
A. kebutuhan dan hak korban
B. citra perusahaan semata
C. hukuman simbolis saja
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D. promosi merek
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[bookmark: _bookmark147][bookmark: _bookmark146][bookmark: BAB_13_PENYELESAIAN_SENGKETA_BISNIS_BERB]Capaian Pembelajaran
· Membedakan mekanisme yudisial dan nonyudisial.
· Memilih forum sesuai jenis hak dan korban.
· Menilai efektivitas mekanisme pengaduan.

13.1 [bookmark: _bookmark148][bookmark: 13.1_Spektrum_Mekanisme_Penyelesaian]Spektrum Mekanisme Penyelesaian
Sengketa bisnis berbasis HAM dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, mulai dari negosiasi langsung, mediasi, mekanisme pengaduan perusahaan, mekanisme komunitas, lembaga administratif, Komnas HAM, mekanisme hubungan industrial, BPSK, gugatan perdata, proses pidana, sengketa tata usaha negara, hingga forum internasional tertentu. Spektrum ini menunjukkan bahwa tidak ada satu forum yang selalu tepat untuk semua kasus. Sengketa upah pekerja, pencemaran lingkungan, kebocoran data, penggusuran masyarakat, produk berbahaya, atau diskriminasi di tempat kerja membutuhkan forum yang berbeda sesuai jenis hak, aktor, bukti, dan bentuk pemulihan yang diinginkan.
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Pemilihan forum harus mempertimbangkan beberapa faktor: hak apa yang dilanggar, siapa korban dan pihak yang bertanggung jawab, tujuan korban, bukti yang tersedia, biaya, waktu, keamanan, risiko pembalasan, batas waktu pengajuan, daya paksa putusan, dan kemungkinan eksekusi. Misalnya,

[image: ]149

korban pencemaran mungkin membutuhkan penghentian sumber pencemaran, pemulihan lingkungan, layanan kesehatan, dan kompensasi. Tujuan tersebut mungkin memerlukan kombinasi forum, seperti pengaduan kepada regulator lingkungan, mediasi untuk kebutuhan mendesak, dan gugatan perdata untuk ganti rugi serta pemulihan. Penting pula dipahami bahwa Pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kompetensi khusus untuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan semua sengketa bisnis yang mengandung isu HAM.
Bagi mahasiswa, forum penyelesaian harus dipilih dari sudut kebutuhan pemegang hak, bukan semata-mata dari kebiasaan kontrak atau kenyamanan perusahaan. Negosiasi dapat berguna jika para pihak relatif setara dan korban aman menyampaikan tuntutan. Mediasi dapat membantu ketika korban membutuhkan dialog dengan pihak ketiga netral. Regulator penting ketika diperlukan pengawasan, sanksi, atau perintah administratif. Pengadilan diperlukan ketika dibutuhkan putusan mengikat, pembuktian formal, dan eksekusi. Mekanisme perusahaan dapat berguna untuk keluhan awal, tetapi tidak boleh menutup akses korban ke mekanisme lain.
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Catatan sumber: Uraian mengenai spektrum mekanisme penyelesaian merujuk pada pilar ketiga UN Guiding Principles on Business and
[image: ]Human	Rights	tentang	akses	terhadap	pemulihan.	OHCHR menjelaskan bahwa akses pemulihan dalam kasus bisnis dan HAM dapat diberikan melalui mekanisme yudisial berbasis negara, mekanisme nonyudisial berbasis negara, dan mekanisme non-negara. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 26 Tahun 2000 membatasi kompetensi 150


[image: ]Human	Rights	tentang	akses	terhadap	pemulihan.	OHCHR menjelaskan bahwa akses pemulihan dalam kasus bisnis dan HAM dapat diberikan melalui mekanisme yudisial berbasis negara, mekanisme nonyudisial berbasis negara, dan mekanisme non-negara. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 26 Tahun 2000 membatasi kompetensi 150

Pengadilan HAM pada pelanggaran HAM berat, terutama genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
13.2 [bookmark: _bookmark149][bookmark: 13.2_Litigasi_dan_Tantangannya]Litigasi dan Tantangannya
Litigasi menawarkan beberapa kelebihan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis HAM. Pengadilan dapat menghasilkan putusan yang mengikat, memeriksa bukti secara formal, menghadirkan saksi dan ahli, menilai tanggung jawab para pihak, serta memberikan dasar eksekusi. Litigasi juga dapat menciptakan preseden hukum, membuka informasi melalui proses pembuktian, dan memberi pengakuan resmi terhadap pelanggaran. Dalam kasus tertentu, pengadilan menjadi penting karena korban membutuhkan perintah penghentian kegiatan, ganti rugi, pemulihan lingkungan, rehabilitasi, koreksi informasi, atau perubahan kebijakan perusahaan.
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Namun litigasi juga memiliki tantangan besar. Korban dapat menghadapi biaya tinggi, proses panjang, bahasa hukum yang sulit, ketimpangan informasi, risiko pembalasan, dan kesulitan membuktikan hubungan korporasi yang kompleks. Dalam kasus rantai pasok atau perusahaan multinasional, korban sering harus membuktikan hubungan antara perusahaan induk, anak perusahaan, pemasok, kontraktor, pemberi pembiayaan, dan pihak yang secara langsung menimbulkan dampak. Bukti penting sering berada di tangan perusahaan, sementara korban memiliki akses terbatas. Tantangan lain
[image: ]adalah pelaksanaan putusan, karena putusan yang baik tidak selalu otomatis menghasilkan pemulihan jika eksekusi lemah atau pengawasan tidak berjalan.
Akses terhadap litigasi dapat diperkuat melalui bantuan hukum, gugatan kelompok, pendampingan masyarakat sipil,
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[image: ]adalah pelaksanaan putusan, karena putusan yang baik tidak selalu otomatis menghasilkan pemulihan jika eksekusi lemah atau pengawasan tidak berjalan.
Akses terhadap litigasi dapat diperkuat melalui bantuan hukum, gugatan kelompok, pendampingan masyarakat sipil,
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pendanaan perkara yang sah, perintah sementara, keterbukaan dokumen, perlindungan saksi dan korban, serta penggunaan ahli independen. Dalam kasus lingkungan, misalnya, pengadilan dapat memerintahkan ganti rugi dan biaya pemulihan, tetapi keberhasilan litigasi harus dinilai sampai tahap eksekusi dan restorasi nyata. Dalam kasus ketenagakerjaan, proses di Pengadilan Hubungan Industrial harus dilihat bersama tahapan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang mendahuluinya. Dengan demikian, litigasi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal apakah putusan dapat menjawab kebutuhan korban.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai litigasi dan tantangannya merujuk pada OHCHR tentang akses terhadap pemulihan, yang menempatkan mekanisme yudisial berbasis negara sebagai bagian penting dari pilar pemulihan dalam UNGP. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur melalui UU Nomor 2 Tahun 2004, yang mengenal tahapan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase untuk jenis tertentu, dan Pengadilan Hubungan Industrial.
13.3 [bookmark: _bookmark150][bookmark: 13.3_Mekanisme_Nonyudisial]Mekanisme Nonyudisial
[image: ]Mekanisme nonyudisial dapat berupa mediasi, mekanisme pengaduan perusahaan, mekanisme komunitas, mekanisme regulator, ombudsman, Komnas HAM, BPSK, lembaga pembiayaan pembangunan, asosiasi industri, atau mekanisme multipihak. Kelebihannya adalah proses dapat lebih cepat, fleksibel, dekat dengan korban, dan memungkinkan solusi yang tidak selalu tersedia di pengadilan. Misalnya, mekanisme nonyudisial dapat menghasilkan permintaan maaf, perubahan prosedur, akses informasi, perbaikan layanan,
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penghentian praktik tertentu, pemulihan komunitas, atau rencana tindakan korektif yang dipantau bersama.
Namun efektivitas mekanisme nonyudisial bergantung pada legitimasi, aksesibilitas, kepastian proses, kesetaraan, transparansi, kesesuaian dengan HAM, pembelajaran berkelanjutan, dan dialog. Mekanisme yang dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan dapat kehilangan kepercayaan apabila tidak independen, tidak melindungi pelapor, atau tidak memberi ruang bagi korban untuk memperoleh informasi dan pendampingan. Mediasi juga tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar menerima kerahasiaan, melepaskan hak yang tidak boleh dikesampingkan, atau menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan kerugian.
Bagi mahasiswa, mekanisme pengaduan yang efektif harus mudah ditemukan, mudah digunakan, tidak mahal, tersedia dalam bahasa yang dipahami, memiliki tenggat waktu, melindungi korban dan saksi dari pembalasan, menyediakan akses informasi, dan memberi hasil yang dapat dipantau. Mekanisme tersebut juga harus menjadi sumber pembelajaran. Jika keluhan yang sama terus muncul, perusahaan tidak boleh hanya menyelesaikan kasus satu per satu, tetapi perlu memperbaiki akar masalah dalam operasi, kontrak, insentif, atau pengawasan. Dengan demikian, mekanisme nonyudisial tidak hanya berfungsi menyelesaikan keluhan, tetapi juga mencegah pelanggaran berulang.
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Catatan sumber: Uraian mengenai mekanisme nonyudisial merujuk pada Prinsip 31 UNGP yang menetapkan kriteria efektivitas mekanisme pengaduan nonyudisial: legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-compatible, a source of continuous learning, and based
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on engagement and dialogue. OHCHR melalui Accountability and Remedy Project juga menekankan pentingnya perlindungan dari pembalasan, keterlibatan pemangku hak, transparansi proses, dan hubungan antara mekanisme pengaduan dengan uji tuntas HAM.
13.4 [bookmark: _bookmark151][bookmark: 13.4_Strategi_Penyelesaian_Berbasis_HAM]Strategi Penyelesaian Berbasis HAM
Strategi penyelesaian berbasis HAM harus dimulai dari tujuan korban dan hak yang terdampak. Tujuan korban dapat berupa menghentikan bahaya, memperoleh keselamatan, mendapatkan informasi, pengakuan fakta, permintaan maaf, kompensasi, pemulihan kesehatan, pemulihan lingkungan, pemulihan pekerjaan, perubahan kebijakan, atau jaminan tidak berulang. Karena kebutuhan korban dapat lebih dari satu, penyelesaian sering memerlukan kombinasi forum. Misalnya, kasus pencemaran dapat memerlukan pengaduan kepada regulator untuk menghentikan sumber pencemaran, mediasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan, serta pemantauan independen untuk memastikan perubahan berjalan.
[image: ]Kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa perlu dibatasi ketika terdapat kepentingan publik, risiko keselamatan, pencemaran, kekerasan, diskriminasi sistemik, atau kemungkinan pelanggaran berulang. Kesepakatan berbasis HAM harus memuat jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pengawasan, konsekuensi bila dilanggar, dan ruang bagi korban untuk menilai pelaksanaannya. Kesepakatan tidak boleh memaksa korban melepaskan hak wajib, menutup akses kepada regulator, atau membungkam informasi yang penting bagi keselamatan publik. Dengan demikian, penyelesaian yang baik
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bukan sekadar menutup perkara, tetapi memulihkan korban dan memperbaiki sistem.154


	Mahasiswa dapat menyusun strategi penyelesaian dengan
urutan praktis. Pertama, tentukan tujuan korban dan risiko mendesak. Kedua, petakan forum yang tersedia beserta kelebihan dan keterbatasannya. Ketiga, nilai bukti, biaya, waktu, keamanan, dan daya paksa hasil. Keempat, pilih kombinasi forum yang paling mungkin menghasilkan pemulihan. Kelima, pastikan proses melindungi korban dari pembalasan dan memberi akses informasi. Keenam, rumuskan kesepakatan atau tuntutan yang memuat pemulihan individual, pemulihan kolektif, dan jaminan tidak berulang. Dengan pola ini, penyelesaian sengketa menjadi alat perlindungan HAM, bukan hanya teknik penyelesaian konflik bisnis.
Catatan sumber: Penjelasan mengenai strategi penyelesaian berbasis HAM merujuk pada OHCHR tentang access to remedy, yang menegaskan bahwa pemulihan efektif harus responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan pemegang hak serta dapat mencakup berbagai bentuk pemulihan. UNGP juga menempatkan akses terhadap pemulihan sebagai pilar ketiga dan menegaskan bahwa perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak HAM harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.
Contoh Analisis

	Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber
hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
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Pilihan forum bukan keputusan teknis belaka. Forum menentukan siapa dapat berbicara, bukti apa yang terbuka, biaya yang harus ditanggung, dan bentuk pemulihan yang mungkin diperoleh.
[bookmark: _bookmark152]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark153][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Gugatan_Lingkungan_ter]Kasus Indonesia - Gugatan Lingkungan terhadap PT Kallista Alam
Gugatan lingkungan terhadap PT Kallista Alam menunjukkan kemampuan litigasi menghasilkan putusan ganti rugi dan biaya pemulihan. Namun putusan yang baik masih memerlukan eksekusi, pengawasan pemulihan, dan waktu panjang. Akses keadilan tidak selesai pada pembacaan amar.25F26
Pertanyaan analisis: Mengapa keberhasilan litigasi lingkungan harus dinilai sampai tahap eksekusi dan pemulihan ekologis?
[bookmark: _bookmark154][bookmark: Kasus_Internasional_-_Vedanta_Resources_]Kasus Internasional - Vedanta Resources v Lungowe
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Vedanta v Lungowe menunjukkan alasan korban mencari forum di negara perusahaan induk: akses bukti, kemampuan tergugat, pembiayaan perkara, dan efektivitas pengadilan lokal. Kasus ini mengajarkan bahwa yurisdiksi dan forum merupakan bagian substantif dari akses terhadap pemulihan.26F27
[image: ]26 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perkara perdata lingkungan PT Kallista Alam.
27 UK Supreme Court, Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others [2019] UKSC 20.
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[image: ]26 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perkara perdata lingkungan PT Kallista Alam.
27 UK Supreme Court, Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others [2019] UKSC 20.
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[bookmark: _bookmark157]Pertanyaan analisis: Faktor apa yang membuat forum di negara perusahaan induk lebih efektif atau justru lebih sulit bagi korban?
[bookmark: _bookmark155]Rangkuman
· Forum penyelesaian dipilih berdasarkan hak, tujuan korban, bukti, biaya, keamanan, tenggat, dan daya paksa hasil.
· Litigasi dan mekanisme nonyudisial memiliki kelebihan serta keterbatasan; kombinasi dapat diperlukan.
· Kesepakatan berbasis HAM harus dapat dipantau, tidak membungkam korban, dan berorientasi pada pemulihan nyata.
[bookmark: _bookmark156]Tugas Esai
1. Apa yang membedakan penyelesaian sengketa bisnis biasa dengan penyelesaian sengketa bisnis berbasis HAM?
2. Bandingkan negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi, dan mekanisme HAM dari sudut akses korban.
3. Bagaimana ketimpangan posisi tawar memengaruhi pilihan forum dan hasil penyelesaian sengketa?
4. Jelaskan prinsip efektivitas mekanisme pengaduan menurut UNGP.
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5. Susun strategi penyelesaian sengketa berbasis HAM untuk kasus pencemaran yang melibatkan perusahaan dan masyarakat lokal.
[image: ]Soal Pilihan Ganda
1. Penyelesaian sengketa berbasis HAM berfokus pada ...
A. hak, martabat, partisipasi, dan pemulihan korban
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A. hak, martabat, partisipasi, dan pemulihan korban
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B. kemenangan komersial saja
C. kerahasiaan mutlak
D. biaya hukum terbesar
2. Negosiasi dapat bermasalah jika ...
A. terdapat ketimpangan posisi tawar yang ekstrem
B. para pihak setara dan terinformasi
C. ada penasihat hukum
D. ada agenda jelas
3. Mediasi menggunakan ...
A. pihak ketiga netral yang membantu kesepakatan
B. hakim yang memutus
C. auditor keuangan
D. polisi sebagai arbiter
4. Arbitrase umumnya menghasilkan putusan yang ...
A. mengikat para pihak
B. selalu tidak mengikat
C. hanya berupa rekomendasi
D. tidak dapat dilaksanakan
5. Litigasi penting ketika ...
A. diperlukan putusan yang dapat dipaksakan dan preseden hukum
B. tidak ada sengketa
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C. para pihak tidak membutuhkan bukti
[image: ]D. hanya ada masalah internal kecil
6. Mekanisme pengaduan non-yudisial harus ...
A. legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-
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[image: ]D. hanya ada masalah internal kecil
6. Mekanisme pengaduan non-yudisial harus ...
A. legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-
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compatible
B. rahasia dan tanpa prosedur
C. hanya untuk direksi
D. tanpa evaluasi
7. Perlindungan dari pembalasan penting agar ...
A. korban dan saksi dapat menyampaikan pengaduan dengan aman
B. perusahaan bebas menghukum pelapor
C. bukti dihapus
D. pengaduan ditutup
8. Akses keadilan mencakup ...
A. mekanisme yudisial dan non-yudisial
B. pengadilan saja
C. arbitrase saja
D. negosiasi saja
9. Kesepakatan penyelesaian tidak boleh ...
A. menghapus hak wajib atau membungkam informasi keselamatan publik
B. mencantumkan jadwal pembayaran
C. memuat tanda tangan
D. menggunakan mediator
10. Keberhasilan penyelesaian berbasis HAM diukur dari ...
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A. pemulihan efektif dan pencegahan keberulangan
B. panjang dokumen
C. jumlah rapat
D. publikasi iklan
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[bookmark: _bookmark159][bookmark: _bookmark158][bookmark: Capaian_Pembelajaran][bookmark: BAB_14_MEKANISME_PEMULIHAN_BAGI_KORBAN_P]Capaian Pembelajaran
· Memahami konsep pemulihan efektif.
· Membedakan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulang.
· Merancang mekanisme pemulihan berpusat pada korban.
14.1 [bookmark: _bookmark160][bookmark: 14.1_Hak_atas_Pemulihan]Hak atas Pemulihan
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Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan hak, martabat, keamanan, dan kemampuan hidup korban sejauh mungkin setelah terjadi pelanggaran HAM oleh aktivitas bisnis. Pemulihan tidak sama dengan hukuman kepada pelaku. Sanksi administratif, pidana, denda, atau kerusakan reputasi perusahaan dapat menjadi bagian dari akuntabilitas, tetapi belum tentu menjawab kerugian korban secara langsung. Orang yang kehilangan kesehatan, pekerjaan, rumah, tanah, data pribadi, lingkungan, atau rasa aman membutuhkan tindakan yang secara nyata memulihkan keadaan, mengurangi penderitaan, dan membantu mereka melanjutkan hidup secara
[image: ]bermartabat.
Pemulihan yang efektif harus dapat diakses, tepat waktu, proporsional, aman, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan kebutuhan korban. Akses pemulihan merupakan pilar
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[image: ]bermartabat.
Pemulihan yang efektif harus dapat diakses, tepat waktu, proporsional, aman, dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan kebutuhan korban. Akses pemulihan merupakan pilar
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ketiga UNGP dan bagian penting dari Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Bagi mahasiswa, hal ini berarti bahwa analisis kasus tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan bersalah atau apakah negara lalai. Analisis harus dilanjutkan dengan pertanyaan: kerugian apa yang dialami korban, bentuk pemulihan apa yang paling sesuai, siapa yang harus menyediakan pemulihan, melalui mekanisme apa pemulihan diberikan, dan bagaimana memastikan pemulihan benar-benar dirasakan korban.
Hak atas pemulihan memiliki dua sisi. Pertama, sisi prosedural, yaitu korban harus memiliki jalan untuk mengajukan keluhan, memperoleh informasi, mendapatkan pendampingan, menyampaikan bukti, dan menuntut pertanggungjawaban tanpa intimidasi. Kedua, sisi substantif, yaitu hasil pemulihan harus menjawab kerugian yang dialami. Mekanisme yang mudah diakses tetapi hanya menghasilkan permintaan maaf simbolis belum tentu memadai. Sebaliknya, putusan yang menjanjikan kompensasi besar tetapi tidak dapat dieksekusi juga tidak efektif. Karena itu, pemulihan harus dinilai dari proses dan hasilnya sekaligus.
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Catatan sumber: Uraian mengenai hak atas pemulihan merujuk pada pilar ketiga United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. OHCHR menjelaskan bahwa akses terhadap pemulihan efektif merupakan komponen inti UNGP, mencakup mekanisme yudisial berbasis negara, mekanisme nonyudisial berbasis negara, dan mekanisme
[image: ]non-negara. Prinsip 22 UNGP juga menegaskan bahwa perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak merugikan harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.
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[image: ]non-negara. Prinsip 22 UNGP juga menegaskan bahwa perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak merugikan harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.
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14.2 [bookmark: _bookmark161][bookmark: 14.2_Bentuk-Bentuk_Pemulihan]Bentuk-Bentuk Pemulihan
Restitusi berusaha mengembalikan korban pada keadaan sebelum pelanggaran sejauh mungkin. Bentuknya dapat berupa pengembalian pekerjaan, pengembalian tanah, pemulihan akses layanan, pengembalian dokumen, pengaktifan kembali akun digital, pemulihan tempat tinggal, atau pengembalian hak lain yang hilang. Namun restitusi tidak selalu sepenuhnya mungkin. Korban yang kehilangan kesehatan, anggota keluarga, lingkungan hidup, atau data pribadi yang sudah tersebar mungkin tidak dapat dikembalikan persis seperti keadaan semula. Dalam kondisi demikian, restitusi perlu dilengkapi bentuk pemulihan lain.
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Kompensasi adalah pembayaran atas kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, baik kerugian material maupun immaterial. Kerugian material dapat meliputi kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, kerusakan rumah, kehilangan aset, biaya relokasi, atau hilangnya kesempatan kerja. Kerugian immaterial dapat meliputi penderitaan, trauma, rasa takut, kehilangan martabat, dan gangguan kehidupan keluarga. Rehabilitasi menyediakan layanan medis, psikologis, sosial, hukum, pendidikan, atau dukungan ekonomi agar korban dapat memulihkan fungsi hidupnya. Dalam kasus pencemaran, rehabilitasi dapat berupa pemeriksaan kesehatan berkala, layanan medis jangka panjang, penyediaan air bersih, dan dukungan mata pencaharian.
[image: ]Kepuasan
merupakan
bentuk
pemulihan
yang
berhubungan dengan pengakuan, kebenaran, dan martabat korban. Bentuknya dapat berupa pengakuan fakta, permintaan maaf,  koreksi  catatan,  pengungkapan  hasil  investigasi,
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peringatan publik, atau penghormatan terhadap korban. Jaminan tidak berulang bertujuan mencegah pelanggaran terjadi kembali melalui perubahan kebijakan, perbaikan fasilitas, penggantian personel yang bertanggung jawab, perubahan kontrak, pengawasan independen, pelatihan, perubahan sistem insentif, dan mekanisme pengaduan yang lebih kuat. Bagi mahasiswa, penting dipahami bahwa satu kasus sering membutuhkan gabungan beberapa bentuk pemulihan, bukan hanya kompensasi uang.
Catatan sumber: Bentuk-bentuk pemulihan merujuk pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147. OHCHR menjelaskan bahwa reparasi dapat mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulang, serta harus memadai, efektif, cepat, dan proporsional dengan tingkat pelanggaran serta kerugian yang dialami.
14.3 [bookmark: _bookmark162][bookmark: 14.3_Pemulihan_Berpusat_pada_Korban]Pemulihan Berpusat pada Korban
[image: ]Pemulihan berpusat pada korban berarti proses dan hasil pemulihan harus dirancang dengan memperhatikan pengalaman, kebutuhan, pilihan, keamanan, privasi, aksesibilitas, dan martabat korban. Korban tidak boleh hanya diperlakukan sebagai penerima bantuan pasif. Mereka harus diberi ruang untuk menjelaskan dampak yang dialami, memilih bentuk pemulihan yang sesuai, menilai rancangan program, dan memantau pelaksanaannya. Pendekatan ini penting karena perusahaan, pemerintah, atau pihak luar sering menganggap kompensasi uang sudah cukup, padahal korban mungkin lebih
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membutuhkan layanan kesehatan, pemulihan penghidupan, informasi, pengakuan fakta, atau jaminan tidak berulang.
Pemulihan berpusat pada korban juga menuntut proses yang aman. Korban tidak boleh dipaksa menerima mediasi, meminta maaf kepada pelaku, menyetujui kerahasiaan yang tidak dipahami, atau melepaskan hak yang bersifat wajib. Perusahaan dan mediator harus menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban, membuka identitas korban tanpa persetujuan, atau menempatkan korban berhadapan langsung dengan pihak yang membuatnya takut. Kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan masyarakat adat dapat berbeda. Pendampingan, penerjemah, dukungan psikososial, akses fisik, format informasi yang mudah dipahami, dan keterlibatan perwakilan komunitas sering diperlukan agar partisipasi benar-benar bermakna.
[image: ]Dalam praktik, pemulihan berpusat pada korban dapat dimulai dengan pemetaan kebutuhan. Korban pencemaran mungkin membutuhkan pemeriksaan kesehatan, air bersih, kompensasi penghasilan, pemulihan lingkungan, dan informasi hasil pemantauan. Korban PHK tidak adil mungkin membutuhkan pembayaran hak, pemulihan posisi, surat pengalaman kerja, akses jaminan sosial, dan perlindungan dari daftar hitam. Pengguna digital yang datanya bocor mungkin membutuhkan pemberitahuan yang jujur, bantuan keamanan akun, pemantauan risiko penipuan, koreksi data, dan perubahan sistem keamanan. Dengan demikian, bentuk pemulihan harus mengikuti jenis dampak, bukan ditentukan sepihak oleh perusahaan.
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Catatan sumber: Penjelasan mengenai pemulihan berpusat pada korban merujuk pada OHCHR Access to Remedy dan Accountability and Remedy Project, yang menekankan bahwa mekanisme pemulihan harus responsif terhadap pengalaman dan harapan pemegang hak. OHCHR juga menekankan pentingnya perlindungan dari pembalasan, akses informasi, partisipasi korban, dan kemampuan mekanisme untuk menghasilkan pemulihan yang nyata, bukan sekadar penyelesaian administratif.
14.4 [bookmark: _bookmark163][bookmark: 14.4_Desain_Mekanisme_Perusahaan]Desain Mekanisme Perusahaan
Mekanisme pemulihan perusahaan perlu dirancang sebagai sistem yang mudah ditemukan, mudah digunakan, aman, dan dipercaya. Perusahaan sebaiknya menyediakan beberapa kanal pengaduan, seperti tatap muka, telepon, surat elektronik, aplikasi, kotak pengaduan, perwakilan komunitas, atau pihak independen. Kanal tersebut harus mempertimbangkan bahasa, literasi, disabilitas, akses internet, lokasi, dan rasa aman korban. Mekanisme juga perlu memiliki prosedur tertulis, pencatatan, nomor pengaduan, tenggat respons, perlindungan pelapor, peninjauan independen, proses banding, dan informasi hasil. Petugas yang menangani pengaduan harus memahami trauma, kerahasiaan, nondiskriminasi, serta cara bertanya yang tidak mempermalukan atau menyalahkan korban.
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Data pengaduan perlu digunakan untuk menemukanpola dan memperbaiki akar masalah. Banyak kasus serupa
menunjukkan adanya kegagalan sistemik, misalnya target produksi yang berlebihan, pengawasan pemasok yang lemah, desain platform yang tidak adil, prosedur keselamatan yang tidak berjalan, atau budaya kerja yang membiarkan pelecehan.
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Penyelesaian individual tanpa perbaikan akar masalah hanya memindahkan risiko ke korban berikutnya. Karena itu, mekanisme perusahaan harus terhubung dengan uji tuntas HAM, evaluasi risiko, perubahan kebijakan, pelatihan, anggaran, dan pengawasan manajemen puncak.
[image: ]Desain mekanisme perusahaan juga harus memenuhi kriteria efektivitas. Mekanisme harus sah dan dipercaya, dapat diakses, memiliki prosedur yang dapat diperkirakan, memberi kesempatan yang adil bagi korban, transparan dalam proses, sesuai dengan HAM, menjadi sumber pembelajaran, dan dibangun melalui dialog dengan pihak terdampak. Untuk kasus yang berat, perusahaan tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme internal. Perusahaan harus bekerja sama dengan regulator, lembaga independen, serikat pekerja, komunitas, ahli, atau mekanisme yudisial apabila diperlukan. Mekanisme perusahaan tidak boleh menutup akses korban ke pengadilan atau forum lain.
Catatan sumber: Uraian mengenai desain mekanisme perusahaan merujuk pada Prinsip 31 UNGP tentang kriteria efektivitas mekanisme pengaduan nonyudisial, yaitu legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-compatible, a source of continuous learning, and based on engagement and dialogue. Rujukan tambahan berasal dari UNGP Reporting Framework yang menanyakan bagaimana perusahaan menerima keluhan, memastikan orang merasa aman menyampaikan keluhan, memproses pengaduan, menilai efektivitas hasil, dan belajar dari pola pengaduan.
Contoh Analisis
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Identifikasi fakta, tentukan hak yang terdampak, pilih sumber hukum, nilai peran negara dan perusahaan, lalu rumuskan langkah pencegahan serta pemulihan yang proporsional.
Pemulihan yang baik tidak diukur dari besar anggaran saja. Ukurannya adalah apakah korban memperoleh kembali keamanan, kemampuan menentukan hidup, penghidupan, kesehatan, hubungan sosial, dan kepercayaan terhadap institusi.
[bookmark: _bookmark164][bookmark: Studi_Kasus_Nyata]Studi Kasus Nyata
[bookmark: _bookmark165][bookmark: Kasus_Indonesia_-_Kompensasi_dan_Relokas]Kasus Indonesia - Kompensasi dan Relokasi Korban Lumpur Sidoarjo
Pemulihan korban Lumpur Sidoarjo mencakup pembayaran aset, relokasi, penanganan infrastruktur, dan dukungan sosial. Kasus ini menunjukkan keterbatasan kompensasi uang apabila kesehatan, mata pencaharian, pendidikan, jaringan sosial, dan rasa aman belum pulih.27F28
Pertanyaan analisis: Bagaimana pemulihan sosial dan ekonomi dapat dirancang selain pembayaran atas tanah dan bangunan?
[bookmark: _bookmark166][bookmark: Kasus_Internasional_-_Rana_Plaza_Compens]Kasus Internasional - Rana Plaza Compensation Arrangement
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Skema kompensasi Rana Plaza yang difasilitasi ILO memberikan pembayaran kepada korban dan keluarga. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya metodologi
[image: ]28 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, kebijakan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.
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[image: ]28 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, kebijakan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.
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penilaian kerugian, koordinasi multipihak, transparansi dana, verifikasi penerima, dan layanan kesehatan jangka panjang. 2928F

Pertanyaan analisis: Prinsip apa yang harus digunakan agar pembagian dana kompensasi kepada ribuan korban berlangsung adil dan transparan?
[bookmark: _bookmark167][bookmark: Rangkuman]Rangkuman
· Pemulihan harus menjawab kerugian korban dan tidak dapat digantikan hanya dengan sanksi kepada pelaku.
· Restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak berulang dapat digabungkan sesuai kebutuhan.
· Mekanisme yang berpusat pada korban harus aman, aksesibel, partisipatif, dapat ditinjau, dan menjadi sumber perbaikan sistem.
[bookmark: _bookmark168][bookmark: Tugas_Esai]Tugas Esai
1. Mengapa pemulihan korban tidak cukup hanya berupa pembayaran uang?
2. Bandingkan	restitusi,	kompensasi,	rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan.
3. Bagaimana perusahaan menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan korban?
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4. Jelaskan	peran	korban	dalam	merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemulihan.
[image: ]29 International Labour Organization, Bangladesh: Rana Plaza Compensation Scheme, 26 November 2015.
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5. Susun paket pemulihan komprehensif untuk korban pencemaran industri yang kehilangan kesehatan dan mata pencaharian.B. pembagian dividen
C. promosi merek
D. diskon produk
5. Kepuasan dapat mencakup ...

[bookmark: _bookmark169][bookmark: Soal_Pilihan_Ganda]Soal Pilihan Ganda
1. Tujuan utama pemulihan adalah ...
A. memulihkan hak dan martabat korban sejauh mungkin
B. menjaga citra perusahaan saja
C. menghapus bukti
D. menutup akses pengadilan
2. Restitusi bertujuan ...
A. mengembalikan korban pada keadaan sebelum pelanggaran sejauh mungkin
B. memberi hukuman penjara
C. membuat iklan
D. menaikkan laba
3. Kompensasi adalah ...
A. pembayaran atas kerugian yang dapat dinilai
B. permintaan maaf saja
C. pelatihan internal saja
D. audit pemasaran
4. Rehabilitasi dapat berupa ...
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A. layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum
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A. pengakuan fakta dan permintaan maaf
B. penghapusan sejarah
C. pembungkaman korban
D. penolakan tanggung jawab
6. Jaminan ketidakberulangan mencakup ...
A. reformasi kebijakan, pengawasan, dan perubahan praktik
B. kompensasi satu kali saja
C. iklan baru
D. pemindahan kantor
7. Pemulihan yang efektif harus ...
A. berpusat pada korban dan proporsional dengan dampak
B. ditentukan sepihak perusahaan
C. selalu rahasia
D. hanya simbolis
8. Konsultasi korban penting karena ...
A. kebutuhan pemulihan berbeda-beda dan korban memiliki hak berpartisipasi
B. korban tidak memahami dampak
C. perusahaan selalu paling tahu
D. memperlambat proses tanpa manfaat
9. Pemulihan kolektif tepat ketika ...
A. dampak mengenai komunitas atau kelompok secara luas
B. hanya ada satu transaksi kecil
C. tidak ada korban
D. sengketa merek
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10. Pemantauan pemulihan diperlukan untuk ...
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A. menilai apakah hak korban benar-benar dipulihkan
B. menunda pembayaran
C. menutup pengaduan
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D. menghapus tanggung jawab
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[bookmark: _bookmark171][bookmark: LAMPIRAN]LAMPIRAN
[bookmark: _bookmark172][bookmark: Kunci_Jawaban_Esai_dan_Pilihan_Ganda]Kunci Jawaban Esai dan Pilihan Ganda

	Petunjuk

	Jawaban esai berikut merupakan garis besar. Mahasiswa
dapat menggunakan argumentasi lain sepanjang logis, didukung sumber hukum, dan menjawab persoalan.


Jawaban esai berikut merupakan kerangka jawaban, bukan satu-satunya rumusan yang benar. Mahasiswa tetap dapat mengembangkan posisi berbeda sepanjang argumentasinya runtut, didukung sumber yang sah, menanggapi fakta, dan mempertimbangkan kepentingan pemegang hak.
[bookmark: _bookmark173][bookmark: Bab_1%3A_Konsep_Dasar_Hak_Asasi_Manusia_]Bab 1: Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dan Relevansinya bagi Dunia Bisnis
[bookmark: _bookmark174]Garis Besar Jawaban Esai
1. Kepatuhan formal adalah batas minimum. Suatu keputusan dapat sesuai prosedur tetapi tetap menimbulkan dampak yang berat, tidak proporsional, atau diskriminatif. Perspektif HAM menilai akibat nyata terhadap martabat dan hak pemegang hak.
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2. Pemegang hak adalah orang atau kelompok yang haknya dilindungi; pemangku kepentingan adalah pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi; pemegang kewajiban adalah pihak yang harus bertindak, terutama negara, sedangkan perusahaan memikul tanggung jawab menghormati.

[image: ]174

3. Tidak. CSR bersifat pelengkap. Kewajiban mencegah, menghentikan, dan memulihkan pelanggaran dalam kegiatan inti tetap ada meskipun perusahaan melakukan donasi atau program sosial.
4. Hak yang terdampak meliputi tempat tinggal, kesehatan, lingkungan, pekerjaan, pendidikan, informasi, dan pemulihan. Negara wajib melindungi serta mengawasi; perusahaan wajib menangani dampak sesuai keterlibatannya; pemulihan harus mencakup aset dan kehidupan sosial-ekonomi.
5. Peta harus memuat pekerja, kontraktor, komunitas, masyarakat adat, pemerintah, pemasok, investor, dan kelompok rentan. Risiko meliputi keselamatan, konflik lahan, pencemaran, relokasi, intimidasi, dan hilangnya penghidupan, lalu diprioritaskan berdasarkan keparahan.
[bookmark: _bookmark175]Kunci Pilihan Ganda
1. B; 2. C; 3. B; 4. B; 5. B; 6. A; 7. A; 8. A; 9. B; 10. A
[bookmark: _bookmark176][bookmark: Bab_2%3A_Perkembangan_Historis_HAM_dan_B][bookmark: _bookmark177]Bab 2: Perkembangan Historis HAM dan Bisnis Garis Besar Jawaban Esai
1. [image: ]Fokus awal HAM membatasi kekuasaan negara. Globalisasi memperlihatkan bahwa korporasi juga memiliki kekuatan besar atas pekerjaan, data, lingkungan, dan kebutuhan dasar, sehingga tanggung jawab non-negara menjadi perhatian.
2. Rantai pasok memisahkan perusahaan utama dari lokasi produksi dan menciptakan banyak lapis pemasok. Jarak informasi dan kontraktual dapat mengaburkan pelaku,
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sementara tekanan harga dan waktu tetap berasal dari pembeli utama.
3. CSR tradisional sering berfokus pada donasi dan reputasi. Bisnis dan HAM berfokus pada risiko kegiatan inti terhadap manusia, uji tuntas, akuntabilitas, dan pemulihan.
4. UNGP penting karena memberi kerangka bersama yang digunakan negara, perusahaan, investor, pengadilan, dan masyarakat. Prinsipnya juga memengaruhi peraturan, kontrak, standar pembiayaan, dan praktik pengadaan.
5. Protect berarti negara melindungi melalui aturan dan penegakan; Respect berarti perusahaan menghindari serta menangani dampak; Remedy berarti korban memperoleh mekanisme dan hasil pemulihan yang efektif.
[bookmark: _bookmark178]Kunci Pilihan Ganda
1. D; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark179][bookmark: Bab_3%3A_Instrumen_Hukum_HAM_Nasional_da]Bab	3:	Instrumen	Hukum	HAM	Nasional	dan Internasional
[bookmark: _bookmark180]Garis Besar Jawaban Esai
1. UUD 1945 menjadi dasar konstitusional, UU 39/1999 memberi kerangka nasional, sedangkan ICCPR dan ICESCR memperkuat kewajiban melalui ratifikasi. Keempatnya dibaca bersama dengan regulasi sektoral.
2. [image: ]DUHAM tetap penting sebagai fondasi universal dan sumber interpretasi moral serta hukum. Banyak ketentuannya memengaruhi kovenan, konstitusi, dan standar perusahaan.
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3. Hak sipil-politik mencakup privasi, rasa aman, pendapat, dan berserikat; hak ekonomi-sosial-budaya mencakup pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kegiatan bisnis dapat memengaruhi keduanya sekaligus.
4. Konvensi ILO menetapkan standar khusus ketenagakerjaan. Setelah diratifikasi, negara wajib menyesuaikan hukum; perusahaan juga menjadikannya rujukan kebijakan, kontrak, audit, dan uji tuntas.
5. Standar internasional masuk melalui hukum nasional, persyaratan investor, pembiayaan, kontrak rantai pasok, sertifikasi, dan tuntutan pasar. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan meskipun sanksi nasional belum lengkap.
[bookmark: _bookmark181]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark182][bookmark: Bab_4%3A_Kewajiban_Negara_dan_Tanggung_J][bookmark: _bookmark183]Bab 4: Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Korporasi Garis Besar Jawaban Esai
1. Menghormati berarti negara tidak melanggar; melindungi berarti mencegah pelanggaran pihak ketiga; memenuhi berarti mengambil langkah agar hak dapat dinikmati melalui kebijakan, anggaran, dan layanan.
2. [image: ]Perusahaan harus menghindari pelanggaran, melakukan uji tuntas, mengintegrasikan temuan, memantau, berkomunikasi, dan memulihkan dampak yang disebabkan atau dikontribusikan.
3. Negara gagal ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko yang dapat diperkirakan tetapi tidak
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mengatur, mengawasi, menyelidiki, menindak, atau menyediakan pemulihan yang efektif.
4. Izin membuktikan persetujuan administratif, bukan pembebasan tanggung jawab. Perusahaan tetap wajib menjalankan kehati-hatian; pemerintah tetap wajib mengawasi dan memperbaiki izin bila risiko berubah.
5. Cause berarti tindakan perusahaan sendiri menimbulkan dampak; contribute berarti perusahaan berperan substansial bersama pihak lain; directly linked berarti dampak terhubung melalui produk, jasa, atau hubungan bisnis. Responsnya berbeda sesuai keterlibatan.
[bookmark: _bookmark184]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark185][bookmark: Bab_5%3A_Human_Rights_Due_Diligence_dan_]Bab 5: Human Rights Due Diligence dan Tata Kelola Perusahaan
[bookmark: _bookmark186]Garis Besar Jawaban Esai
1. Tahapan HRDD ialah mengidentifikasi dan menilai dampak, mengintegrasikan temuan, mencegah atau mengurangi, melacak efektivitas, mengomunikasikan hasil, dan memulihkan dampak yang relevan.
2. [image: ]Karena tujuan HAM adalah melindungi manusia. Risiko reputasi atau hukum hanya akibat turunan; perusahaan tidak boleh mengabaikan dampak berat hanya karena kemungkinan kerugian korporasinya kecil.
3. Rancangan perkebunan harus memetakan lahan, pekerja, komunitas, masyarakat adat, air, keamanan, pemasok, dan konflik; melakukan konsultasi; memprioritaskan risiko;
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menetapkan tindakan, penanggung jawab, indikator, dan kanal pengaduan.
4. Direksi menetapkan kebijakan, sumber daya, integrasi, dan tindakan; komisaris mengawasi risiko material, efektivitas sistem, serta pertanggungjawaban manajemen. Keduanya perlu menerima data yang memadai.
5. Efektivitas dinilai melalui hasil: berkurangnya kecelakaan, kesenjangan, konflik, pembalasan, dan pengaduan berulang; meningkatnya penyelesaian, rasa aman, serta kepercayaan pihak terdampak.
[bookmark: _bookmark187]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark188][bookmark: Bab_6%3A_HAM_Ketenagakerjaan][bookmark: _bookmark189]Bab 6: HAM Ketenagakerjaan Garis Besar Jawaban Esai
1. Pekerjaan menentukan penghidupan, martabat, identitas sosial, dan pemenuhan hak keluarga. Karena itu, akses kerja yang bebas, aman, adil, dan nondiskriminatif merupakan bagian HAM.
2. Upah minimum adalah lantai hukum, bukan selalu ukuran penuh kelayakan. Penilaian perlu melihat kebutuhan hidup, jam kerja, biaya kerja, stabilitas pendapatan, tanggungan, dan konteks wilayah.
3. [image: ]Jam kerja berlebihan mengurangi istirahat, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan keluarga. Lembur harus sukarela sesuai hukum, dibayar, dibatasi, dan tidak menimbulkan kelelahan berbahaya.
4. Hak berserikat memungkinkan pekerja berunding secara kolektif dan mengurangi ketimpangan posisi. Tanpa
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perlindungan, pekerja individual mudah mengalami intimidasi atau pembalasan.
5. PHK harus memiliki alasan sah, prosedur, pemberitahuan, dialog, hak membela diri, pembayaran hak, dan akses sengketa. Alternatif serta dampak pada kelompok rentan perlu dipertimbangkan.
[bookmark: _bookmark190]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark191][bookmark: Bab_7%3A_Kesetaraan,_Nondiskriminasi,_da]Bab 7: Kesetaraan, Nondiskriminasi, dan Kelompok Rentan
[bookmark: _bookmark192]Garis Besar Jawaban Esai
1. Perlakuan sama bersifat formal; kesetaraan substantif mengidentifikasi hambatan dan memberikan penyesuaian agar kesempatan nyata setara. Perlakuan berbeda dapat dibenarkan untuk mengoreksi ketimpangan.
2. Diskriminasi langsung tampak pada perlakuan berbeda karena karakteristik; diskriminasi tidak langsung muncul dari aturan netral yang berdampak tidak seimbang. Data hasil diperlukan untuk mengenalinya.
3. Akomodasi dapat berupa akses bangunan, teknologi bantu, format komunikasi, waktu fleksibel, penyesuaian tes, atau modifikasi tugas, sepanjang tidak menimbulkan beban tidak proporsional.
4. [image: ]Kelompok tersebut menghadapi hambatan struktural, ketergantungan, risiko kekerasan, biaya tinggi, dan akses pengaduan yang terbatas. Perhatian khusus bertujuan menjamin hak yang setara, bukan memberi hak istimewa.
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5. Kebijakan harus mendefinisikan larangan, ruang lingkup, kanal aman, kerahasiaan, investigasi independen, perlindungan dari pembalasan, dukungan korban, sanksi, pemulihan, dan pelaporan tren.
[bookmark: _bookmark193]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark194][bookmark: Bab_8%3A_HAM_dalam_Bisnis_Digital_dan_Pe][bookmark: _bookmark195]Bab 8: HAM dalam Bisnis Digital dan Perlindungan Data Garis Besar Jawaban Esai
1. Privasi menjaga otonomi, identitas, rasa aman, dan kebebasan dari pengawasan. Data dapat memengaruhi pekerjaan, kredit, kesehatan, harga, dan reputasi sehingga pemrosesan yang salah dapat melanggar HAM.
2. Persetujuan harus bebas, spesifik, terinformasi, tegas, dan dapat ditarik. Informasi mengenai tujuan, jenis data, penerima, masa simpan, risiko, dan hak harus disampaikan secara mudah.
3. Algoritma dapat mengulang bias data atau desain, menolak kandidat atau kredit secara tidak adil, dan sulit dijelaskan. Diperlukan pengujian dampak, data representatif, pengawasan manusia, dan mekanisme keberatan.
4. [image: ]Perusahaan harus mengamankan sistem, membatasi akses, menghentikan kebocoran, menilai dampak, memberitahu pihak berwenang dan pengguna sesuai hukum, memberi bantuan, menyelidiki, serta memperbaiki akar masalah.
5. Desain platform dapat memperluas atau membatasi ekspresi dan keamanan. Moderasi perlu transparan,
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proporsional, sensitif terhadap kelompok rentan, dan menyediakan banding manusia atas keputusan penting.
[bookmark: _bookmark196]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
[bookmark: _bookmark197][bookmark: Bab_9%3A_HAM_dalam_Kontrak_Bisnis][bookmark: _bookmark198]Bab 9: HAM dalam Kontrak Bisnis Garis Besar Jawaban Esai
1. Tidak. Keabsahan formal belum menjamin keseimbangan, persetujuan bermakna, dan dampak yang adil. Klausula tetap dapat bertentangan dengan ketentuan wajib, kepatutan, itikad baik, atau HAM.
2. Kesepakatan tidak bebas apabila ada paksaan, informasi tidak memadai, ketimpangan ekstrem, bahasa sulit, atau ketiadaan pilihan nyata. Pengadilan dapat menilai proses dan keadaan faktual.
3. Pembeli dapat berkontribusi jika harga dan tenggatnya secara dapat diperkirakan mendorong pelanggaran. Ia harus memperbaiki praktik pembelian, mendukung pemasok, dan menggunakan leverage.
4. Tidak selalu. Alternatifnya ialah rencana korektif, dukungan teknis, tenggat, verifikasi, kompensasi korban, pembekuan pesanan, atau responsible exit. Pemutusan digunakan bila risiko berat tidak dapat diperbaiki.
5. [image: ]Kontrak tersebut berisiko berat sebelah. Perlu transparansi perubahan tarif, alasan suspend, pemberitahuan, banding manusia, batas penggunaan data, portabilitas bukti, dan larangan perubahan retroaktif.
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[bookmark: _bookmark199][image: ]Kunci Pilihan Ganda
1. B; 2. B; 3. B; 4. A; 5. A; 6. B; 7. A; 8. A; 9. A; 10. B
[bookmark: _bookmark200][bookmark: Bab_10%3A_HAM_dan_Perlindungan_Konsumen][bookmark: _bookmark201]Bab 10: HAM dan Perlindungan Konsumen Garis Besar Jawaban Esai
1. Konsumen memerlukan keamanan, kesehatan, informasi, pilihan, privasi, dan pemulihan. Ketika barang atau jasa menyangkut kebutuhan dasar, kerugiannya dapat langsung menyentuh martabat dan HAM.
2. Tidak. Pelanggaran HAM biasanya melibatkan dampak serius pada hak dasar, pola sistemik, kelompok rentan, atau kegagalan perlindungan. Kerugian kecil kontraktual tetap dapat menjadi pelanggaran hukum konsumen tanpa selalu menjadi pelanggaran HAM berat.
3. Tidak selalu. Persetujuan dapat tidak bermakna bila pilihan dipaksa, informasi disembunyikan, atau layanan esensial mensyaratkan pelepasan hak berlebihan.
4. Tidak. Diskon tidak menghapus prinsip tujuan, proporsionalitas, minimisasi, keamanan, dan persetujuan. Data hanya boleh diproses sesuai dasar serta tujuan yang sah.
5. Pelaku usaha melanggar hak atas kesesuaian barang, informasi, garansi, dan data. Pemulihan mencakup penggantian atau refund, kemudahan garansi, penghentian penggunaan data yang tidak sah, notifikasi, dan perbaikan sistem.
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[bookmark: _bookmark202]Kunci Pilihan Ganda
1. A; 2. A; 3. A; 4. A; 5. A; 6. A; 7. A; 8. A; 9. A; 10. A
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[bookmark: _bookmark203][bookmark: Bab_11%3A_HAM_dan_Lingkungan_Hidup_dalam]Bab 11: HAM dan Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Bisnis
[bookmark: _bookmark204]Garis Besar Jawaban Esai
1. Kerusakan lingkungan dapat mengancam hidup, kesehatan, air, pangan, rumah, budaya, dan penghidupan. Ketika dampak tersebut berat dan perlindungan gagal, persoalannya menjadi pelanggaran HAM.
2. Pembangunan dapat menimbulkan dampak, tetapi pengorbanan harus dinilai melalui legalitas, kebutuhan, alternatif, proporsionalitas, partisipasi, mitigasi, dan pemulihan. Kelompok lemah tidak boleh menanggung beban berlebihan.
3. Perusahaan menguasai keputusan, teknologi, bahan, dan proses yang menimbulkan risiko. Karena itu, kewajiban pencegahan dan pemulihan melekat pada pelaku usaha, sementara negara mengatur serta mengawasi.
4. Masyarakat berhak mengetahui risiko, berpartisipasi sebelum keputusan, memperoleh data, menyampaikan keberatan, dan mengakses pengadilan atau mekanisme lain tanpa intimidasi.
5. Analisis harus mengidentifikasi sumber pencemaran, pencegahan yang seharusnya, biaya yang dibebankan kepada pencemar, penghentian sumber, restorasi, kompensasi, pemantauan, dan jaminan tidak berulang.
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1. Pelanggaran dapat berlangsung karena insentif produksi, konflik kepentingan, pengawasan lemah, budaya diam, data tertutup, pembalasan, dan mekanisme keluhan yang tidak dipercaya. Perbaikan harus menyasar akar tersebut.
2. Perbandingan harus mencakup model bisnis, hak, konteks negara, aktor, bukti, forum, dan hasil pemulihan. Persamaan menunjukkan pola, sedangkan perbedaan menentukan solusi yang sesuai.
3. Perusahaan induk dapat bertanggung jawab bila mengendalikan operasi, membuat kebijakan, mengambil alih pengawasan, berkontribusi, atau menimbulkan harapan wajar bahwa ia mengelola risiko. Bukti faktual sangat menentukan.
4. Audit menguji sistem, whistleblower membuka informasi internal, media membawa perhatian publik, dan masyarakat sipil mendampingi korban serta memverifikasi fakta. Semuanya membutuhkan independensi dan perlindungan.
5. Rekomendasi harus memuat perubahan tata kelola, pencegahan, penanggung jawab, tenggat, sumber daya, indikator, pengaduan, pemulihan korban, dan verifikasi independen.
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1. Penyelesaian berbasis HAM menempatkan hak, martabat, partisipasi, keamanan, dan pemulihan korban sebagai tujuan. Sengketa bisnis biasa sering berfokus pada hak kontraktual dan kerugian ekonomi para pihak.
2. Negosiasi fleksibel tetapi rentan ketimpangan; mediasi dibantu pihak netral; arbitrase mengikat dan privat namun mahal; litigasi memberi daya paksa dan keterbukaan; mekanisme HAM dapat menilai dampak serta rekomendasi. Pilihan tergantung kebutuhan.
3. Pihak lemah dapat menerima kesepakatan tidak adil karena biaya, ketakutan, informasi terbatas, atau kebutuhan mendesak. Pendampingan, transparansi, waktu, perlindungan, dan forum independen diperlukan.
4. Kriteria UNGP ialah legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-compatible, sumber pembelajaran, serta berbasis dialog. Kriteria ini menilai proses dan kemampuan menghasilkan pemulihan.
5. Strategi dapat menggabungkan penghentian sumber pencemaran, pengaduan regulator, mediasi untuk kebutuhan mendesak, gugatan untuk ganti rugi dan pemulihan, serta pemantauan komunitas dan jaminan tidak berulang.
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1. Uang hanya mengganti sebagian kerugian. Korban mungkin memerlukan layanan kesehatan, pemulihan pekerjaan, tanah, identitas, pendidikan, permintaan maaf, kebenaran, reformasi, dan rasa aman.
2. Restitusi mengembalikan keadaan; kompensasi membayar kerugian; rehabilitasi memulihkan kesehatan dan fungsi sosial; kepuasan mengakui fakta; jaminan tidak berulang mengubah sistem. Kombinasi dipilih sesuai dampak.
3. Perusahaan harus berkonsultasi dengan korban, menilai jenis dan durasi kerugian, memperhatikan kelompok rentan, menggunakan ahli independen, dan menyediakan pilihan serta banding.
4. Korban berhak menjelaskan kebutuhan, memilih bentuk pemulihan, menilai rancangan, memantau pelaksanaan, menyampaikan keberatan, dan mengevaluasi hasil. Partisipasi harus aman dan didukung.
5. Paket dapat mencakup penghentian pencemaran, pengobatan, pemantauan kesehatan, penggantian pendapatan, pemulihan pekerjaan, air bersih, restorasi lingkungan, kompensasi, dukungan psikososial, permintaan maaf, dan pengawasan independen.
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[image: ]R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H. merupakan akademisi, advokat, konsultan hukum, serta pegiat perlindungan hak asasi manusia termasuk wanita dan anak-anak yang memiliki pengalaman profesional lebih dari dua puluh lima tahun. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993-1998 dan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000-2004.
Karier profesionalnya dimulai sebagai Asisten Pembela Umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 1998 dilanjutkan dengan menjadi Program Secretary pada Voice of Human Rights dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1999-2000. Pengalaman tersebut membentuk komitmennya terhadap keadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan kelompok rentan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat. Setelah berkarier di sejumlah kantor hukum, ia mendirikan dan memimpin kantor hukum sendiri. Sejak tahun 2011, ia menjadi Founder dan Managing Partner pada Dewi Mulyaraharjani, Firman Gani & Partners Lawfirm serta Direktur Utama 74 Law Institute.
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Sebagai advokat yang memiliki izin praktik sejak tahun 1999, ia berpengalaman menangani perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga, agama, hak asasi manusia, serta perkara di Mahkamah Konstitusi. Ia juga memberikan konsultasi dan menyusun pendapat hukum dalam bidang  hukum  bisnis,  perbankan,  kekayaan  intelektual,
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kepailitan, pertanahan, pertambangan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, perlindungan perempuan dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam bidang akademik, ia pernah mengajar di Universitas Azzahra pada tahun 2018–2024 dan sejak tahun 2025 menjadi dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Mata kuliah yang pernah diampunya antara lain Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Hukum Perlindungan Anak, Penyusunan Kontrak, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Penyelesaian Sengketa Bisnis dan tentu saja Hak Asasi Manusia. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, alumni, sosial, dan kemasyarakatan, pengurus partai politik serta kerap menjadi narasumber, moderator, dan pengajar dalam seminar maupun pelatihan hukum.
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Melalui buku ajar Hak Asasi Manusia dalam Dunia Bisnis, penulis berupaya mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman praktik hukum. Buku ini diharapkan membantu mahasiswa memahami bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga wajib menghormati martabat manusia, keadilan, nondiskriminasi, perlindungan pekerja dan konsumen, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan.
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Hak Asasi Manusia dalam Dunia Bisnis mengupas hubungan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan aktivitas bisnis modern yang semakin kompleks. Buku ini membahas konsep dasar HAM, perkembangan instrumen hukum nasional dan internasional, kewajiban negara, tanggung jawab korporasi, human rights due diligence, hingga berbagai isu strategis seperti ketenagakerjaan, kesetaraan, perlindungan data pribadi, hak konsumen, lingkungan hidup, kontrak bisnis, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Setiap pembahasan diperkaya dengan studi kasus nyata dari Indonesia dan berbagai negara sehingga pembaca mampu menghubungkan teori dengan praktik.
Disusun sebagai buku ajar untuk pembelajaran selama empat belas pertemuan, buku ini dilengkapi dengan capaian pembelajaran, peta konsep, catatan analitis, studi kasus, rangkuman, tugas esai, soal pilihan ganda, serta kunci jawaban di bagian akhir buku. Dengan pendekatan yang sistematis, kontekstual, dan berbasis analisis, buku ini menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola bisnis yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
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